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Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas 
tersusunnya buku “Kumpulan Policy Brief Rekomendasi 
Kebijakan Kesehatan (SiBijaKs) Awards 2024”. Buku ini 
merupakan kumpulan 21 naskah finalis policy brief terbaik dari 
hasil penilaian juri.

SiBijaKs Awards 2024 merupakan sebuah  ajang kompetisi 
yang diselenggarakan oleh Badan Kebijakan Pembangunan 
Kesehatan (BKPK), Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 
Kompetisi ini bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan 

data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 dalam menyusun rekomendasi kebijakan kesehatan 
berbasis bukti. Kompetisi tersebut mengambil tema "Pemanfaatan Data SKI 2023 untuk 
Rekomendasi Kebijakan Kesehatan Menuju Indonesia Emas 2045".

Buku ini disusun dengan tujuan untuk menjadi menjadi dokumentasi atas pencapaian 
peserta dalam kompetisi SiBijaKs Awards 2024. Selain itu juga sebagai referensi bagi para 
pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi kesehatan dalam memanfaatkan data SKI 2023 
guna menyusun rekomendasi kebijakan berbasis bukti.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para juri atas dedikasi dan 
profesionalisme dalam proses penilaian, serta kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi 
dengan menyumbangkan gagasan terbaik mereka. Tak lupa, kami juga menyampaikan apresiasi 
kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan kompetisi ini, mulai dari 
tahap perencanaan hingga penerbitan buku.

Semoga buku ini dapat menjadi inspirasi bagi para para pemangku kepentingan di bidang 
kesehatan dalam merumuskan kebijakan yang berkualitas. Dengan adanya kebijakan kesehatan 
yang berkualitas, diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sebagai bagian 
dari upaya bersama menuju Indonesia Emas 2045.

Syarifah Liza Munira 
Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
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Resistensi antimikroba (AMR) merupakan ancaman kesehatan global 
yang serius, yang mengancam kemampuan medis dalam mengobati infeksi.  
Di Indonesia, sekitar 9% masyarakat memperoleh antibiotik tanpa resep dokter, terutama 
di daerah pedesaan dengan akses terbatas ke layanan kesehatan. Faktor-faktor seperti 
kurangnya pengetahuan masyarakat, ketersediaan antibiotik tanpa pengawasan ketat, 
dan lemahnya penegakan regulasi memperparah masalah ini, yang meningkatkan risiko 
berkembangnya bakteri resisten.

Untuk mengatasi masalah ini, rekomendasi strategis meliputi peningkatan kesadaran 
publik melalui kampanye edukasi yang berkelanjutan, penguatan peran dokter dan apoteker 
dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi, serta peningkatan pengawasan dan 
penegakan hukum terhadap penjualan antibiotik tanpa resep. Pemanfaatan teknologi seperti 
Whole Genome Sequencing (WGS) dan kolaborasi lintas sektor diusulkan untuk memantau 
AMR dan mendukung intervensi kesehatan berbasis data. Penguatan surveilans juga penting 
untuk memantau efektivitas kampanye dan menyesuaikan  kebijakan secara responsif.

Dengan implementasi rekomendasi ini, yang didukung oleh pengalaman dari negara 
seperti Swedia dan Belanda, Indonesia diharapkan dapat mengurangi penggunaan antibiotik 
tanpa resep, menekan penyebaran AMR, dan meningkatkan kesehatan masyarakat secara 
keseluruhan.

01POLICY
BRIEF

RINGKASAN EKSEKUTIF
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Resistensi antimikroba (AMR) merupakan salah satu ancaman kesehatan global terbesar 
yang dihadapi dunia saat ini. World Health Organization (WHO) telah mengidentifikasi AMR 
sebagai krisis kesehatan yang dapat mengancam kemampuan medis dalam mengobati 
infeksi bakteri, virus, parasit, dan jamur. Penyalahgunaan dan penggunaan antibiotik yang 
tidak tepat, seperti menghentikan pengobatan sebelum waktunya atau menggunakannya 
untuk infeksi virus, merupakan faktor utama yang mempercepat perkembangan resistensi 
ini. 

Secara global, peningkatan angka resistensi telah menyebabkan kegagalan pengobatan, 
perpanjangan durasi penyakit, dan peningkatan angka kematian. Pada tahun 2019, 
diperkirakan terjadi 4,95 juta kematian di seluruh dunia akibat AMR bakteri, termasuk 1,27 
juta kematian yang secara langsung disebabkan oleh AMR bakteri (World Health Organization, 
2024). Di Indonesia, tantangan ini diperparah oleh akses mudah terhadap antibiotik 
tanpa resep dokter. Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 melaporkan bahwa sekitar 9% 
masyarakat Indonesia memperoleh antibiotik tanpa resep, dengan prevalensi tertinggi di 
wilayah Indonesia Tengah dan Timur. Kasus-kasus  ini lebih sering  terjadi di daerah pedesaan, 
di mana akses ke fasilitas kesehatan lebih terbatas. Antibiotik sering diperoleh dari apotek 
dan toko obat berizin (61,3%), warung (22,2%), praktik mandiri non-dokter (9,3%), pemberian 
orang lain (2,8%), pembelian online (1,0%), serta fasilitas kesehatan (4,3%) (Kementerian 
Kesehatan, 2023).

Praktik penggunaan antibiotik tanpa resep ini memperburuk masalah AMR, 
meningkatkan risiko berkembangnya bakteri resisten yang lebih sulit dan mahal untuk 
diobati. Indonesia menghadapi risiko AMR yang tinggi dan diproyeksikan menjadi salah satu 
dari lima negara dengan peningkatan konsumsi antimikroba terbesar secara persentase di 
seluruh dunia pada tahun 2030. Selain itu, Bank Dunia memperkirakan bahwa AMR dapat 
menambah beban biaya pelayanan kesehatan sebesar US$ 1 triliun pada tahun 2050, 
terutama di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah, termasuk Indonesia 
(World Health Organization, 2023).

Jika tidak segera ditangani, AMR dapat menyebabkan munculnya infeksi baru yang tidak 
dapat diobati dengan antibiotik yang ada, sehingga mengancam keberhasilan pengobatan 
modern. Oleh karena itu, penanganan segera terhadap penggunaan antibiotik tanpa resep 
sangat penting untuk mencegah dampak jangka panjang yang lebih serius pada kesehatan 
masyarakat dan sistem kesehatan nasional.

Analisis Penyebab
Penggunaan antibiotik tanpa resep dokter di Indonesia dipicu oleh beberapa faktor 

utama. Pertama, akses terbatas ke layanan kesehatan, terutama di daerah pedesaan, 
mendorong masyarakat untuk mencari solusi cepat dan mudah dengan membeli antibiotik 
tanpa resep. Klinik atau rumah sakit yang jauh dari tempat tinggal, ditambah dengan biaya 
konsultasi yang tinggi, menjadi hambatan utama bagi masyarakat berpenghasilan  rendah 
(Dewi & Juliadi, 2021).

DESKRIPSI MASALAH

LATAR BELAKANG



K U M P U L A N  P O L I C Y  B R I E F  S I  B I J A K S  A W A R D S  2 0 2 4 3

Kedua, kurangnya pengetahuan mengenai bahaya penggunaan antibiotik yang tidak 
tepat merupakan faktor signifikan lainnya. Banyak masyarakat tidak memahami perbedaan 
antara infeksi bakteri dan virus, yang menyebabkan penggunaan antibiotik yang tidak 
diperlukan, seperti untuk mengobati demam atau flu. Kesalahpahaman ini diperburuk oleh 
minimnya edukasi kesehatan yang diberikan kepada masyarakat, yang semakin memperkuat 
kebiasaan penggunaan antibiotik secara tidak bijak (Dewi & Juliadi, 2021; Ompusunggu, 
2020).

Ketiga, ketersediaan antibiotik yang luas di apotek, toko obat berizin, dan warung tanpa 
pengawasan ketat memudahkan masyarakat untuk memperoleh obat obatan ini tanpa resep 
dokter. Banyak apotek dan toko obat tidak mematuhi regulasi yang mengatur penjualan 
antibiotik, dan di beberapa daerah, praktik ini telah dianggap sebagai norma. Kondisi ini 
menunjukkan lemahnya penegakan regulasi yang efektif di tingkat lokal (Prasetyo et al., 2023).

Saluran Distribusi  Antibiotik  Tanpa Resep
Antibiotik tanpa resep di Indonesia dapat diperoleh dari berbagai saluran distribusi yang 

sebagian besar tidak diawasi dengan baik. Apotek dan toko obat berizin menyumbang 61,3% 
dari seluruh perolehan antibiotik tanpa resep. Di banyak kasus, apoteker atau penjual obat di 
toko tidak menanyakan resep dokter, bahkan ketika obat yang dibeli adalah antibiotik. Selain 
itu, warung juga berperan signifikan dalam distribusi antibiotik tanpa resep, dengan 22,2% 
kasus diperoleh dari  sini. Warung sering kali menjual antibiotik dalam bentuk satuan atau 
dosis kecil, yang menarik bagi konsumen dengan anggaran terbatas (Kementerian Kesehatan, 
2023).

Selain apotek dan warung, pembelian antibiotik secara online juga semakin meningkat, 
meskipun menyumbang porsi yang lebih kecil (1,0%). Ini menambah kompleksitas 
pengawasan, terutama dengan meningkatnya perdagangan elektronik. Praktik mandiri non-
dokter, seperti oleh dukun atau praktisi kesehatan tradisional, juga menyumbang 9,3% dari 
perolehan antibiotik tanpa resep. Sumber lainnya termasuk pemberian antibiotik dari orang 
lain (2,8%) dan fasilitas kesehatan (4,3%) yang mungkin kurang ketat dalam memeriksa resep 
atau hanya memberikan obat berdasarkan permintaan pasien (Kementerian Kesehatan, 
2023).

Dampak  Terhadap Kesehatan Masyarakat
Ketersediaan antibiotik yang luas tanpa pengawasan ketat berkontribusi langsung 

terhadap peningkatan resistensi antimikroba (AMR) di Indonesia. Penggunaan antibiotik 
tanpa resep memperbesar risiko berkembangnya bakteri resisten yang lebih sulit dan mahal 
untuk diobati. Resistensi ini telah menyebabkan peningkatan angka kematian yang signifikan, 
dengan 133.800 kematian di Indonesia pada 2019 terkait langsung dengan AMR (Murray et al., 
2022).

Selain itu, AMR memberikan beban ekonomi yang berat melalui peningkatan biaya 
perawatan kesehatan, seperti kebutuhan akan obat-obatan yang lebih mahal dan rawat inap 
yang lebih lama. Pasien dengan infeksi resisten memerlukan perawatan yang lebih intensif, 
yang semakin membebani sistem kesehatan nasional. AMR juga mengancam keberhasilan 
program kesehatan lainnya, seperti operasi bedah dan kemoterapi, yang sangat bergantung 
pada efektivitas antibiotik untuk mencegah infeksi (Gach et al., 2024; Pulingam et al., 2022).
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Berdasarkan analisis masalah dan perbandingan dengan praktik terbaik di negara lain, 
kami mengusulkan beberapa rekomendasi untuk mengurangi penggunaan antibiotik tanpa 
resep dan mengatasi resistensi antimikroba (AMR) di Indonesia: 

1. Peningkatan Kesadaran Publik 
Penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya penggunaan 

antibiotik tanpa resep dokter melalui kampanye edukasi yang berkelanjutan. Kampanye 
ini harus dilakukan melalui berbagai media, termasuk televisi, radio, dan terutama 
platform digital serta media sosial yang lebih sering diakses oleh generasi muda (Ahmad 
et al., 2023). Berdasarkan Health Belief Model (HBM), kampanye ini harus dirancang 
untuk meningkatkan persepsi risiko masyarakat terhadap AMR, sehingga mendorong 
perubahan perilaku yang lebih baik dalam penggunaan antibiotik(Movahed et al., 
2022; Sobeck et al., 2022). Pengalaman Swedia, melalui jaringan Strama yang berhasil 
menurunkan penggunaan antibiotik yang tidak perlu, dapat dijadikan model untuk 
program serupa di Indonesia(Sundvall et al., 2020).

Hambatan dalam  Pengawasan dan Penegakan  Regulasi
Lemahnya pengawasan dan penegakan regulasi merupakan tantangan besar dalam 

menangani penggunaan antibiotik tanpa resep di Indonesia. Meskipun ada aturan yang 
mengharuskan penjualan antibiotik hanya dengan resep dokter, implementasi di lapangan 
sering kali tidak konsisten. Apotek dan toko obat yang melanggar peraturan ini sering kali 
tidak mendapatkan sanksi yang tegas, sementara pengawasan di tingkat lokal sering kali 
minim  atau tidak ada sama sekali (Limato et al., 2022).

Selain itu, kurangnya sumber daya dan pelatihan bagi otoritas kesehatan lokal untuk 
mengawasi penjualan obat, serta tekanan ekonomi pada apoteker dan penjual obat,  turut   
menyulitkan   penegakan   regulasi.  Penjualan   antibiotik   secara   online

menambah tantangan, karena pengawasan terhadap transaksi obat-obatan melalui 
platform digital sulit dilakukan secara efektif. Semua ini menunjukkan perlunya perbaikan 
signifikan dalam pengawasan dan penegakan regulasi, termasuk peningkatan kapasitas dan 
sumber daya bagi otoritas lokal, serta pengembangan sistem yang lebih baik untuk melacak 
penjualan  antibiotic (Ferdiana et al., 2021).

Selain  itu, kurangnya sumber daya dan pelatihan bagi otoritas kesehatan lokal untuk 
mengawasi penjualan obat, serta tekanan ekonomi pada apoteker dan penjual obat, turut 
menyulitkan penegakan regulasi. Di banyak wilayah, menjual antibiotik tanpa resep dianggap 
sebagai cara untuk tetap kompetitif secara ekonomi, terutama di daerah dengan populasi 
rendah atau daya beli yang terbatas (Ferdiana et al., 2021).

Penjualan online juga menambah tantangan, karena pengawasan terhadap transaksi 
obat-obatan melalui platform digital sulit dilakukan secara efektif. Semua ini menunjukkan 
perlunya perbaikan dalam pengawasan dan penegakan regulasi, termasuk peningkatan 
kapasitas dan sumber daya bagi otoritas lokal, serta pengembangan sistem yang lebih baik 
untuk melacak penjualan  antibiotic (Ferdiana et  al., 2021).

REKOMENDASI KEBIJAKAN



K U M P U L A N  P O L I C Y  B R I E F  S I  B I J A K S  A W A R D S  2 0 2 4 5

2. Penguatan Peran Dokter dan Apoteker
Dokter dan apoteker memainkan peran kunci dalam mengendalikan penggunaan 

antibiotik. Mereka perlu mendapatkan pelatihan berkelanjutan yang menekankan 
pentingnya kepatuhan terhadap regulasi penggunaan antibiotik. Selain itu, pengenalan 
sistem penghargaan atau insentif berbasis kinerja bagi dokter dan apoteker yang 
mematuhi regulasi dapat meningkatkan motivasi mereka untuk tetap teguh menghadapi 
tekanan dari pasien atau pemilik apotek. Di Belanda, insentif bagi tenaga medis yang 
patuh telah terbukti efektif dalam memastikan regulasi penggunaan antibiotik dipatuhi 
(van Dulm et al., 2019).

3. Pengawasan dan Penegakan Hukum
Pengawasan terhadap penjualan antibiotik tanpa resep harus diperkuat dengan 

penerapan teknologi informasi, seperti sistem pelaporan digital yang terintegrasi antara 
apotek, dinas kesehatan, dan platform e commerce. Di Belanda, penegakan hukum yang 
ketat dan pengawasan lintas sektor telah berhasil mengurangi distribusi antibiotik tanpa 
resep. Pendekatan serupa perlu diterapkan di Indonesia, dengan penegakan hukum 
yang mencakup sanksi tegas seperti dendatinggi, pencabutan izin usaha, atau tindakan 
hukum lainnya bagi pelanggar regulasi.

4. Pemanfaatan Teknologi dan Kolaborasi Lintas Sektor
Teknologi seperti Whole Genome Sequencing (WGS) harus dimanfaatkan untuk 

pemantauan AMR yang lebih efektif. WGS memungkinkan identifikasi pola resistensi yang 
berkembang dengan lebih cepat dan akurat, sehingga dapat mengarahkan intervensi 
kesehatan yang lebih tepat sasaran. Pemerintah juga perlu mendorong kolaborasi 
lintas sektor, termasuk antara institusi kesehatan, akademisi, dan sektor swasta, untuk 
memastikan intervensi yang berbasis datadan didukung oleh bukti ilmiah yang kuat 
(Siahaan et al., 2022). Pengalaman Swedia dan Belanda dalam memanfaatkan teknologi 
dan membangun kolaborasi lintas sektor dapat menjadi inspirasi bagi Indonesia 
(Martínez et al., 2023).

5. Penguatan Surveilans dan Pengumpulan Data
Penguatan sistem surveilans sangat penting untuk memantau efektivitas kampanye 

pemberdayaan masyarakat dan mengukur keberhasilan kebijakan dalam menurunkan 
penggunaan antibiotik tanpa resep. Surveilans yang kuat dapat digunakan untuk menilai 
dan menyesuaikan kebijakan berdasarkan data yang terkumpul, serta memastikan 
bahwa intervensi yang dilakukan tepat sasaran dan efektif. Penerapan surveilans yang 
terintegrasi dengan teknologi digital juga memungkinkan deteksi dini terhadap pola 
resistensi yang berkembang, yang kemudian dapat direspons dengan tindakan yang 
lebih cepat dan tepat. Swedia dan Belanda telah menunjukkan pentingnya sistem 
surveilans yang terintegrasi dalam mengendalikan AMR (Van Buul et al.,  2020; van de 
Maat et al., 2020).

6. Rekomendasi Kebijakan yang Sensitif terhadap Kondisi Sosial-Ekonomi 
Kebijakan yang diusulkan harus mempertimbangkan perbedaan kondisi sosial 

ekonomi di berbagai daerah di Indonesia. Program edukasi dan kampanye kesehatan 
harus disesuaikan dengan budaya dan bahasa lokal, serta melibatkan tokoh masyarakat 
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untuk meningkatkan penerimaan dan efektivitas program. Selain itu, perlu adanya 
penguatan sistem rujukan dan distribusi obat, terutama di daerah yang sulit dijangkau. 
Belanda telah berhasil mengadaptasi kebijakan kesehatan berdasarkan kondisi lokal 
dan sosial-ekonomi, dan pendekatan ini bisa diterapkan di Indonesia.

7. Penyediaan Akses Terhadap Terapi yang Tepat
Pemerintah harus memastikan bahwa antibiotik generik yang berkualitas tersedia 

secara merata, terutama di daerah yang sulit dijangkau. Selain itu, perlu ada upaya 
untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri guna memenuhi kebutuhan 
nasional. Program distribusi antibiotik yang lebih ketat harus diimbangi dengan akses 
mudah bagi mereka yang membutuhkan, termasuk melalui layanan konsultasi medis 
yang lebih luas dan terjangkau di daerah terpencil. Pengalaman Swedia menunjukkan 
bahwa akses yang memadai terhadap terapi antibiotik yang tepat dapat meminimalisir 
risiko resistensi sambil tetap menjaga kesehatan masyarakat (Eriksen et al., 2021).

Dengan implementasi rekomendasi ini, yang didukung oleh praktik terbaik dari negara 
seperti Swedia dan Belanda, Indonesia diharapkan dapat mengurangi penggunaan antibiotik 
tanpa resep,  menekan  penyebaran  AMR, dan  meningkatkan kesehatan masyarakat secara 
keseluruhan.
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Latar Belakang: Angka nasional stunting tahun 2023 berada 7,5% di bawah target tahun 
2024, yakni 14%, dengan 34 provinsi tidak mencapai target. Kehadiran tenaga gizi menjadi 
kunci esensial dalam penurunan angka stunting yang belum dikelola optimal.

Deskripsi Masalah: Uji korelasi hasil Survei Kesehatan Indonesia 2023 dan Riset 
Kesehatan Dasar 2018 dengan data Badan Pusat Statistik menemukan bahwa tingkat 
pertumbuhan persentase stunting per tahunnya berkorelasi dengan rasio tenaga gizi terhadap 
populasi (r=0,625, p=0,000). Korelasi antara rerata persentase stunting terhadap lima poin 
pengetahuan stunting (r>0,337, p<0,036) dan keikutsertaan antenatal care keempat (r=-0,712, 
p=0,000) berkaitan dengan peran tenaga gizi, sedangkan terhadap Indeks Pembangunan 
Manusia (r=-0,616, p=0,000) dan rerata pengeluaran kesehatan tiap rumah tangga per bulan 
(r=-0,570, p=0,000) berkaitan dengan faktor sosioekonomi yang mempengaruhi stunting.

Rekomendasi: Pembentukan rekomendasi penanganan stunting mempertimbangkan 
tiga aspek: pengelolaan sumber daya tenaga gizi, pendekatan kesehatan, dan prioritas berbasis 
kelayakan serta dampak. Pertimbangan tersebut melahirkan tiga rekomendasi. Pertama, 
memaksimalkan peran tenaga gizi melalui program edukasi dengan memberdayakan kader 
kesehatan dan mengembangkan kurikulum gizi untuk ibu calon pengantin, ibu hamil, dan ibu 
dengan balita; melakukan kolaborasi interprofesi di fasilitas kesehatan untuk meningkatkan 
cakupan antenatal care terkait intervensi gizi; dan memperjelas ranah kerja nutrisionis, 
dietisien, dan dokter spesialis gizi klinis. Kedua, menambah jumlah tenaga gizi melalui 
koordinasi dengan perguruan tinggi dan pemberian insentif tenaga gizi. Ketiga, melakukan 
koordinasi antar kementerian untuk menangani faktor lain terkait stunting, termasuk 
merencanakan pendanaan bagi kader kesehatan.

Gizi Optimal menuju Generasi Gemilang: 
Strategi Penguatan dan Penambahan 
Tenaga Gizi dalam Menghapus Stunting

RINGKASAN EKSEKUTIF
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Stunting adalah kondisi kegagalan pertumbuhan anak yang ditandai dengan gangguan kronis 
akibat malnutrisi jangka panjang. (Indriyani, E., et al, 2018). Data UNICEF pada 2016 menunjukkan 
prevalensi stunting global mencapai 22,9%, atau sekitar 155 juta anak di bawah usia 5 tahun. Di 
Indonesia, prevalensi stunting bervariasi dari 36,8% pada 2007 hingga 29,9% pada 2018, dengan 
angka 27,67% tercatat pada 2019. Indonesia masih termasuk dalam kategori negara dengan 
prevalensi stunting tinggi, dan pada 2023, angka nasional stunting berada 7,5% di atas target 2024, 
yaitu 14%.(Indriyani, E., et al, 2018; Manggala, AK., et al, 2018; Indriani, D., et al, 2018; Teja, M., 2019)

Stunting berdampak pada penurunan kemampuan intelektual, produktivitas, dan 
peningkatan risiko penyakit degeneratif, yang mempengaruhi perkembangan ekonomi (Laily, et 
al, 2023; Suryana, 2023). Pemerintah telah berupaya menurunkan prevalensi stunting melalui 
peningkatan gizi, layanan kesehatan, dan akses sanitasi, meskipun menghadapi tantangan seperti 
kurangnya data akurat dan minimnya koordinasi serta kesadaran masyarakat (Santoso, et al., 
2024). Penguatan tenaga gizi di Indonesia penting dalam mencapai tujuan global mengakhiri 
malnutrisi sesuai dengan SDGs. Tenaga gizi memainkan peran kunci dalam edukasi, pelayanan 
kesehatan, dan intervensi gizi berbasis bukti. Investasi dalam tenaga gizi adalah langkah strategis 
untuk masa depan bangsa, mendukung generasi yang lebih sehat, cerdas, dan berdaya saing, serta 
mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang merata.

Penelitian ini menganalisis hubungan angka stunting di provinsi-provinsi Indonesia 
dengan determinan klinis dan non-klinis per provinsi menggunakan data dari Survei 
Kesehatan Indonesia 2023, Riset Kesehatan Dasar 2018, dan berbagai publikasi dari Badan 
Pusat Statistik. Uji normalitas dengan uji Kolmogorov-Smirnov dilakukan dahulu untuk 
mengetahui normalitas sebaran data. Uji korelasi kemudian dilakukan, dengan data-data 
yang berdistribusi normal akan dilakukan uji Pearson dan data-data yang berdistribusi 
tidak normal akan dilakukan uji Spearman. Korelasi dinyatakan signifikan jika p<0,05 (95% 
confidence interval (CI)).

Berdasarkan uji statistik yang dilakukan, kenaikan upah pekerja formal berkorelasi 
negatif dengan jumlah rerata anak pendek dan sangat pendek pada kategori usia 0-23 bulan 
serta 0-59 bulan (r=-0,331, p=0,039; r=-0,323, p=0,045), terutama pada rerata anak sangat 
pendek pada usia 0-23 bulan dan 0-59 bulan (r=-0,323, p=0,016; r=-0,391, p=0,014). Rerata 
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berkorelasi positif dengan jumlah rerata anak 
pendek dan sangat pendek usia 0-56 bulan (r=0,336, p=0,037) dan rerata anak sangat pendek 
usia 0-59 bulan (r=0,333, p=0,039). Di sisi lain, kenaikan TPAK berkorelasi negatif dengan 
rerata anak sangat pendek usia 0-23 bulan dan usia 0-59 bulan (r=-0,373, p=0,021; r=-0,385, 

LATAR BELAKANG
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K U M P U L A N  P O L I C Y  B R I E F  S I  B I J A K S  A W A R D S  2 0 2 4 11

p=0,017). Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin besar kesempatan seseorang untuk 
meningkatkan daya belinya, semakin positif dampaknya terhadap pengentasan stunting. 
Selanjutnya, rerata biaya kuratif berkorelasi negatif dengan sebelas parameter angka stunting 
(r=-0,366 hingga -0,607; p=0 hingga 0,02), sedangkan rerata biaya obat berkorelasi negatif 
dengan tujuh parameter angka stunting (r=-0,369 hingga -0,444, p=0,005 hingga 0,027). 
Lalu, rerata biaya preventif (r=-0,337 hingga -0,560, p=0 hingga 0,039) dan rerata total biaya 
kesehatan (r=-0,336 hingga -0,570, p=0 hingga 0,049) berkorelasi negatif dengan sepuluh 
parameter angka stunting. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi aksesibilitas finansial 
terhadap berbagai aspek layanan kesehatan, semakin rendah tingkat stunting di provinsi 
terkait. 

Analisis terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan bahwa rerata IPM 
berkorelasi negatif terhadap beberapa parameter angka stunting (r=-0,336 hingga -0,665, p=0 
hingga 0,049). Di sisi lain, peningkatan IPM berkorelasi positif dengan rerata anak pendek 
usia 0-23 bulan (r=0,367, p=0,021) dan jumlah rerata anak pendek dan sangat pendek usia 
0-56 bulan (r=0,327, p=0,042). Hasil tersebut mengindikasikan bahwa provinsi yang sedang 
mengalami peningkatan IPM cenderung mengalami deteksi anak stunting yang meningkat, 
tetapi secara umum, daerah yang memiliki IPM tinggi mempunyai angka stunting yang lebih 
rendah.

Selain itu, rerata rasio tenaga gizi terhadap populasi berkorelasi positif dengan beberapa 
parameter angka stunting (r=0,367 hingga 0,625, p=0 hingga 0,021), sedangkan rerata rasio 
dokter terhadap populasi berkorelasi secara negatif terhadap rerata anak sangat pendek 
usia 0-23 bulan (r=-0,397, p=0,012) dan rerata anak sangat pendek usia 0-59 bulan (r=-0,379, 
p=0,017). Korelasi tersebut menunjukkan bahwa fungsi deteksi stunting berkaitan dengan 
jumlah tenaga gizi dan fungsi penuntasan stunting cenderung berkaitan dengan jumlah 
dokter. Terkait antenatal care (ANC), rerata persentase keikutsertaan K1 dan K4, peningkatan 
persentase keikutsertaan K4, dan persentase keikutsertaan K6 pada tahun 2023 berkorelasi 
negatif dengan beberapa parameter angka stunting. Rerata persentase keikutsertaan K4 
berkorelasi negatif dengan semua parameter dari angka stunting (r=-0,407 hingga -0,790, p=0 
hingga 0,015). Temuan ini menunjukkan bahwa kepatuhan ibu untuk ikut serta dalam ANC 
menjadi kunci penurunan angka stunting, setidaknya hingga ANC K4.

Terakhir, mayoritas poin-poin pengetahuan dari penyebab, dampak, dan pencegahan 
stunting berkorelasi positif terhadap jumlah rerata anak pendek dan sangat pendek usia 0-23 
bulan (r=0,361 hingga 0,621, p=0 hingga 0,023). Hampir setengah dari poin-poin pengetahuan 
tersebut berkorelasi positif terhadap jumlah rerata anak pendek dan sangat pendek usia 0-59 
bulan (r=0,337 hingga 0,547, p=0 hingga 0,036). Dari keseluruhan poin-poin pengetahuan 
ini, poin dengan korelasi yang terbanyak dan paling signifikan adalah terkait ibu hamil 
yang meminum tablet tambah darah untuk mencegah stunting (r=0,389 hingga 0,715, p=0 
hingga 0,014). Hal tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan yang baik, terutama terkait 
kehamilan, dapat menjadi determinan yang membantu mengurangi angka stunting. 
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Rekomendasi kebijakan yang disajikan akan bersandar pada tiga aspek utama, 
yaitu pengelolaan sumber daya tenaga gizi, pendekatan kesehatan, dan prioritas berbasis 
kelayakan serta dampak. Dalam menentukan prioritas, proses yang digunakan akan 
mengadopsi framework dari Golam Rasul (Rasul, G., 2020). Prioritas ini mempertimbangkan 
enam hal: dampak langsung dan konkrit dari rekomendasi, proyeksi jangka waktu 
pelaksanaan rekomendasi, banyaknya pihak yang harus dikoordinasikan, kemudahan 
dalam menyamakan tujuan dari pihak yang terlibat, adanya tantangan dari regulasi, dan 
perbandingan keuntungan dibandingkan rekomendasi yang lain.

Rekomendasi kebijakan dibagi menjadi tiga tahapan utama. Tahapan utama pertama 
berfokus pada memaksimalkan peran tenaga gizi. Tenaga gizi berperan penting dalam 
penanganan stunting melalui monitoring, evaluasi status gizi anak, dan kolaborasi dengan 
tenaga medis untuk memastikan semua faktor penyebab masalah gizi diidentifikasi dan 
ditangani (Rahayu & Marsaoly, 2020).Tahapan ini didukung oleh dua ruang lingkup kebijakan. 
Ruang lingkup pertama adalah edukasi tenaga gizi melalui program promotif dan preventif 
yang ditargetkan untuk masyarakat luas. Ruang lingkup ini ditopang oleh dua program 
turunan. Pertama, pemberian dukungan berupa tim pelatihan edukator terhadap community 
worker yang mencakup kader kesehatan, PKK, Posyandu, dan Karang Taruna, dilakukan 
untuk menciptakan standarisasi materi, meningkatkan kapasitas, dan mengembangkan 
kompetensi sesuai kebutuhan komunitas. Kedua, pembentukan kurikulum gizi untuk kelas 
ibu calon pengantin, ibu hamil, dan ibu dengan balita perlu dilakukan untuk membentuk 
kurikulum yang sederhana, komprehensif, modular, dan interaktif.

Ruang lingkup kedua adalah kolaborasi interprofesi di fasilitas pelayanan kesehatan, 
dengan fokus pada program preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang ditujukan kepada 
tenaga kesehatan dan medis. Kolaborasi ini melibatkan tenaga gizi bersama dokter, dokter 
spesialis anak, dan perawat. Dua program turunan mendukung ruang lingkup ini. Pertama, 
peningkatan cakupan ANC sebagai upaya preventif, dengan fokus pada pelayanan antenatal 
terpadu seperti konseling gizi ibu hamil, konseling KB, dan pemberian ASI (Suarayasa, K., 
2021). Kolaborasi antar profesi dapat membantu menciptakan layanan komprehensif dan 
mendeteksi komplikasi kehamilan lebih awal. Kedua, memperjelas ranah kerja nutrisionis, 
dietisien, dan Sp.GK dalam upaya kuratif dan rehabilitatif. Saat ini, Permenkes Nomor 26 
tahun 2013 mengkategorikan nutrisionis dan dietisien sebagai tenaga gizi, namun tidak 
menyebutkan peran Sp.GK secara spesifik. Dengan momentum pembentukan peraturan 
turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, diperlukan regulasi terbaru untuk 
merincikan tugas dan fungsi tenaga gizi. Selain itu, pemutihan Sp.GK menjadi dietisien 
klinis dapat dipertimbangkan agar peran mereka tidak tumpang tindih, mengikuti standar 
internasional di mana intervensi gizi biasanya dilakukan oleh nutrisionis atau dietisien sesuai 
tugas pokok mereka.

REKOMENDASI KEBIJAKAN
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Tahapan utama kedua yang menjadi rekomendasi adalah menambah jumlah tenaga 
gizi. Tahapan ini mencakup fungsi promotif hingga rehabilitatif terhadap masyarakat, dimana 
dengan lebih banyak tenaga gizi, pengawasan dan evaluasi program stunting dapat dilakukan 
lebih intensif, termasuk pemantauan rutin status gizi anak, evaluasi efektivitas program, 
dan rekomendasi perbaikan berbasis data. Ruang lingkup pertama adalah koordinasi erat 
dengan lembaga pendidikan tinggi. Program turunan pertama adalah pembukaan program 
studi baru di bidang gizi, termasuk jenjang profesi dietisien dan nutrisionis, yang bertujuan 
memenuhi kebutuhan tenaga ahli gizi dan menurunkan angka stunting. Program turunan 
kedua adalah penambahan daya tampung per program studi. Dengan meningkatnya jumlah 
lulusan profesional gizi, upaya pencegahan dan penanganan stunting dapat diperkuat 
melalui intervensi yang tepat dan berbasis bukti.

Tahapan utama ketiga yang menjadi rekomendasi adalah koordinasi dengan 
kementerian/lembaga lain yang berkaitan dengan keuangan. Ruang lingkup pertama adalah 
pendanaan bagi tenaga gizi dan community worker sebagai upaya untuk memudahkan kerja 
dan memotivasi kinerja mereka dalam menuntaskan stunting. Ruang lingkup ini terdiri 
dari dua program turunan. Program pertama adalah pemberian insentif bagi tenaga gizi. 
Pembentukan skema insentif yang transparan dan merit-based penting untuk meningkatkan 
motivasi tenaga gizi dalam melakukan upaya preventif, promotif, dan kuratif terhadap 
stunting. Program turunan kedua adalah skema pendanaan bagi community worker. Skema 
ini akan diarahkan kepada pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam 
mengedukasi dan mendeteksi stunting, pelatihan dan lokakarya, serta insentif bagi community 
worker. Alasan utama dari adanya skema ini adalah keluhan dari community workers akan 
kurangnya bantuan untuk ketersediaan alat pemeriksaan dan pelatihan bagi mereka dalam 
menjalankan perannya. Diharapkan dengan adanya skema pendanaan tersebut, community 
workers dapat menjadi katalisator dalam penuntasan stunting (Kasper, T., et al, 2023). 
Ruang lingkup kedua adalah upaya untuk memperbaiki status sosioekonomi masyarakat. 
Program dari ruang lingkup ini adalah inisiasi Kementerian Kesehatan RI untuk berkoordinasi 
dengan kementerian/lembaga lain dalam membentuk program yang berdampak terhadap 
kemampuan sosioekonomi masyarakat untuk kemampuan pembiayaan layanan kesehatan.
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Kategori Variabel 

Jumlah 
Rerata 
Pendek 
dan 
Sangat 
Pendek 
0-23 
Bulan 
2018-
2023 

CAGR 
Rerata 
Pendek 
dan 
Sangat 
Pendek 
0-23 
Bulan 
2018-
2023 

Rerata 
Pendek 
0-23 
Bulan 
2018-
2023 

CAGR 
Pendek 
0-23 
Bulan 
2018-
2023 

Rerata 
Sangat 
Pendek 
0-23 
Bulan 
2018-
2023 

CAGR 
Sangat 
Pendek 
0-23 
Bulan 
2018-
2023 

Jumlah 
Rerata 
Pendek 
dan 
Sangat 
Pendek 
0-59 
Bulan 
2018-
2023 

CAGR 
Rerata 
Pendek 
dan 
Sangat 
Pendek 
0-59 
Bulan 
2018-
2023 

Rerata 
Pendek 
0-59 
Bulan 
2018-
2023 

CAGR 
Pendek 
0-59 
Bulan 
2018-
2023 

Rerata 
Sangat 
Pendek 
0-59 
Bulan 
2018-
2023 

CAGR 
Sangat 
Pendek 
0-59 
Bulan 
2018-
2023 

Kondisi 
Ekonomi 

CAGR Upah 
Pekerja Formal 
2018-2023 

Korelasi -.331*       -.382*   -.323*       -.391*   

Sig. 0.039       0.016   0.045       0.014   
Rerata TPAK 
2018-2023 

Korelasi             .336*       .333*   
Sig.             0.037       0.039   

CAGR TPAK 
2018-2023 

Korelasi         -.373*           -.385*   
Sig.         0.021           0.017   

Pembiayaan 
Kesehatan 

Rerata Biaya 
Kuratif 2018-
2023 

Korelasi -.541** -.390* -.466** -.415* -.508**   -.607** -.456** -.569** -.475** -.572** -.366* 

Sig. 0 0.02 0.003 0.013 0.001   0 0.006 0 0.004 0 0.031 
Rerata Biaya 
Preventif 2018-
2023 

Korelasi -.337* -.361*   -.371* -.431** -.367* -.464** -.350* -.367* -.377* -.560**   

Sig. 0.036 0.033   0.028 0.006 0.03 0.003 0.039 0.022 0.026 0   
Rerata Biaya 
Obat 2018-
2023 

Korelasi -.369*       -.380*   -.443** -.374* -.416** -.389* -.444**   

Sig. 0.021       0.017   0.005 0.027 0.009 0.021 0.005   
Rerata Total 
Biaya 
Kesehatan 
2018-2023 

Korelasi -.498**   -.406* -.339* -.487**   -.570** -.436** -.529** -.464** -.558** -.336* 

Sig. 0.001   0.01 0.046 0.002   0 0.009 0.001 0.005 0 0.049 

IPM 

Rerata IPM 
2018-2023 

Korelasi -.562**   -.482**   -.604**   -.616**   -.548** -.336* -.665**   
Sig. 0   0.002   0   0   0 0.049 0   

CAGR IPM 
2018-2023 

Korelasi     .367*       .327*           
Sig.     0.021       0.042           

Ketersediaan 
Tenaga Medis 
dan Kesehatan 

Rerata Rasio 
Tenaga Gizi-
Populasi 2018-
2023 

Korelasi   .560**   .460**   .616**   .625** .367* .467**   .641** 

Sig.   0   0.005   0   0 0.021 0.005   0 
Rerata Rasio 
Dokter-
Populasi 2018-
2023 

Korelasi         -.397*           -.379*   

Sig.         0.012           0.017   

Keikutsertaan 
ANC 

Rerata K1 
2018-2023 

Korelasi -.447**   -.327*   -.606**   -.489**   -.375*   -.664**   
Sig. 0.004   0.042   0   0.002   0.018   0   

Rerata K4 
2018-2023 

Korelasi -.707** -.439** -.529** -.428* -.731** -.419* -.712** -.445** -.476** -.407* -.790** -.427* 
Sig. 0 0.008 0.001 0.01 0 0.012 0 0.007 0.002 0.015 0 0.01 

CAGR K4 
2018-2023 

Korelasi -.342*           -.354*   -.360*   -.383*   
Sig. 0.044           0.037   0.033   0.023   

K6 2023 Korelasi -.578**   -.498**   -.639**   -.644**   -.589**   -.724**   
Sig. 0   0.001   0   0   0   0   

Proporsi 
Pengetahuan 
Penyebab 
Stunting 
(2023) 

Asupan Gizi 
Ibu 

Korelasi .391*       .491**           .488**   
Sig. 0.014       0.002           0.002   

Anak Sering 
Sakit 

Korelasi .562**       .702**   .479**       .667**   
Sig. 0       0   0.002       0   

Keturunan Korelasi .394*       .449**   .365*       .430** .337* 
Sig. 0.013       0.004   0.022       0.006 0.048 

Kemiskinan Korelasi         .360*           .320*   
Sig.         0.025           0.047   

Proporsi 
Pengetahuan 
Dampak 
Stunting 
(2023) 

Kecerdasan 
Berkurang 

Korelasi .362*       .481**           .466**   
Sig. 0.023       0.002           0.003   

Perkembangan 
Otak 
Terhambat 

Korelasi .391*       .521**           .502**   

Sig. 0.014       0.001           0.001   
Tidak 
Berdampak 

Korelasi .335*       .413**   .361*       .436**   
Sig. 0.037       0.009   0.024       0.006   

Proporsi 
Pengetahuan 
Pencegahan 
Stunting 
(2023) 

ASI Eksklusif Korelasi .363*       .431**           .440**   
Sig. 0.023       0.006           0.005   

Ibu Hamil 
Minum TTD 

Korelasi .621**   .389*   .706**   .547**       .715**   
Sig. 0   0.014   0   0       0   

ANC 6 Kali Korelasi         .337*               
Sig.         0.036               

ASI 2 Tahun Korelasi .361*       .466**           .476**   
Sig. 0.024       0.003           0.002   

MPASI Korelasi         .407*           .385*   
Sig.         0.01           0.015   

Imunisasi Korelasi .439**       .525**   .383*       .536**   
Sig. 0.005       0.001   0.016       0   

Pantau 
Kenaikan BB 
TB 

Korelasi .412**       .523**   .337*       .521**   

Sig. 0.009       0.001   0.036       0.001   

 

APPENDIKS
Tabel 1. Hasil Uji Statistik
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Stunting masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat yang signifikan di 
Indonesia, dengan dampak jangka panjang pada kualitas sumber daya manusia 
dan pembangunan nasional. Meskipun pemerintah telah mencanangkan 
program penurunan stunting, implementasi di tingkat masyarakat masih 
menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal ketersediaan tenaga 
ahli gizi di tingkat desa. Ringkasan kebijakan ini mengusulkan program "Nutrisionis 
Desa (NUSA)" sebagai langkah  konkret untuk mendukung upaya penurunan stunting  
nasional. Program NUSA bertujuan mengoptimalkan peran lulusan gizi dengan 
menempatkan minimal satu nutrisionis di setiap desa. Strategi ini akan memperkuat 
kapasitas pelayanan gizi di tingkat komunitas, meningkatkan kualitas intervensi gizi 
spesifik, dan mendorong perubahan perilaku masyarakat terkait stunting. Implementasi 
NUSA melibatkan beberapa langkah kunci: (1) Pemetaan kebutuhan dan distribusi  
nutrisionis di seluruh Indonesia, (2) Pengembangan skema rekrutmen dan penempatan 
lulusan gizi, (3) Pelatihan khusus untuk mempersiapkan nutrisionis, (4) Integrasi peran 
nutrisionis dengan program posyandu dan pemerintah yang ada, dan (5) Pengembangan 
sistem monitoring dan evaluasi kinerja. Program ini diharapkan dapat meningkatkan 
cakupan dan kualitas layanan gizi, memperkuat edukasi gizi masyarakat, dan memfasilitasi 
deteksi dini serta penanganan stunting. Selain itu, NUSA juga berpotensi menciptakan 
lapangan kerja bagi lulusan gizi dan meningkatkan status  gizi masyarakat.

Nutrisionis Desa (NUSA) Optimalisasi  
Peran Lulusan Gizi dalam Mewujudkan 
Generasi Bebas Stunting

RINGKASAN EKSEKUTIF
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Stunting merupakan salah satu masalah kesehatan utama yang saat ini masih dihadapi 
Indonesia. Berdasarkan data dari Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023, prevalensi 
stunting di Indonesia masih berada pada angka 21.5% (Kementerian Kesehatan RI, 2024b). 
Angka ini masih jauh dari target pemerintah dimana tahun 2024 angka stunting ditargetkan 
di bawah 14% (Kementerian Kesehatan RI, 2020). Konsekuensi terjadinya stunting tidak 
hanya mempengaruhi pertumbuhan fisik anak tetapi juga berdampak pada perkembangan 
kognitif, kesehatan jangka panjang, dan produktivitas mereka di masa dewasa (Soliman et al., 
2021; Yadika et al., 2019).

Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai program untuk 
menurunkan angka stunting, seperti Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga 
(PIS-PK) dan Program Gizi Anak Sekolah (PROGAS). Namun, tantangan masih tetap ada, 
terutama dalam hal koordinasi antar sektor, kapasitas tenaga kesehatan, dan keterbatasan 
sumber daya di tingkat lokal. Salah satu solusi yang dapat mempercepat penurunan angka 
stunting adalah dengan mengoptimalkan peran lulusan gizi sebagai Nutrisionis Desa (NUSA). 
Lulusan gizi memiliki keahlian khusus dalam memahami dan menangani masalah gizi, yang 
dapat berkontribusi langsung dalam intervensi pencegahan dan penanganan stunting di 
tingkat komunitas (Astungkara et al., 2023).

Inisiatif NUSA bertujuan untuk menempatkan lulusan gizi di setiap desa sebagai garda 
terdepan dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting. Dengan pengetahuan dan 
keterampilan yang dimiliki, mereka diharapkan dapat menjadi agen perubahan dalam 
meningkatkan kesadaran gizi masyarakat, memberikan edukasi kepada ibu hamil dan 
menyusui, serta memastikan pelaksanaan program gizi secara efektif dan tepat sasaran. 
Optimalisasi peran lulusan gizi ini tidak hanya akan mempercepat penurunan angka stunting 
tetapi juga berkontribusi dalam mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif di 
masa depan.

Dengan latar belakang tersebut, inovasi kebijakan ini diharapkan dapat mendorong 
penguatan peran lulusan gizi di desa-desa sebagai ujung tombak dalam penanganan 
stunting, sehingga Indonesia dapat mencapai target penurunan stunting yang lebih signifikan 
dan berkelanjutan.

Permasalahan kekurangan dan kualitas tenaga gizi di Indonesia sangat berkontribusi 
pada tingginya angka stunting (Bukit et al., 2021). Data tahun 2022 menunjukkan bahwa 
hanya ada sekitar 35.652 ahli gizi yang melayani 281 juta penduduk Indonesia, atau rata-rata 
satu ahli gizi untuk 7.898 orang. Kondisi ini jauh dari ideal. Selain kuantitas yang terbatas, 
kualitas tenaga gizi juga menjadi masalah. Hasil Riset Tenaga Kesehatan (Risnakes) tahun 2017 
menunjukkan bahwa banyak tenaga gizi yang tidak bekerja sesuai dengan kompetensinya 
(13,6%), kurang mendapatkan pelatihan (65,3%), dan belum memiliki sertifikat kompetensi 
(76,3%) (Kementerian Kesehatan RI, 2017). Indonesia memiliki potensi besar untuk 

DESKRIPSI MASALAH

LATAR BELAKANG
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meningkatkan jumlah tenaga gizi. Terdapat sekitar 160 perguruan tinggi yang menghasilkan 
ribuan lulusan gizi setiap tahunnya. Program seperti NUSA merupakan langkah yang 
tepat untuk mengatasi kekurangan tenaga gizi di daerah. Dengan menempatkan satu 
nutrisionis di setiap desa, diharapkan kebutuhan akan layanan gizi di masyarakat dapat 
terpenuhi dalam beberapa tahun ke depan.

NUSA dapat meningkatkan cakupan dan kualitas layanan gizi, memperkuat edukasi gizi 
masyarakat, dan memfasilitasi deteksi dini serta penanganan stunting. Potensi lainnya adalah 
menciptakan lapangan kerja bagi lulusan gizi dan meningkatkan status gizi masyarakat. 
Implementasi program NUSA meliputi 5 kegiatan utama yaitu:

(1)  Pemetaan kebutuhan dan distribusi nutrisionis di seluruh Indonesia
Kementerian Kesehatan perlu melakukan pemetaan kebutuhan dan distribusi 

nutrisionis secara merata ke 38 provinsi di Indonesia. Idealnya terdapat 500 tenaga  
gizi  untuk  setiap  5  juta  penduduk  (Delisle et  al.,  2017).  Dengan jumlah penduduk 
Indonesia saat ini mencapai 282.477.584 jiwa pada tahun 2024, maka kebutuhan minimal 
ahli gizi mencapai 28.247 orang. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan di https://
satusehat.com/data, terdapat 10.268 puskesmas di Indonesia yang seharusnya memiliki 
ahli gizi. Namun, hingga saat ini baru 9.108 (88,55%) puskesmas yang telah terpenuhi 
kebutuhan akan ahli gizi (Kementerian  Kesehatan RI, 2024a). Artinya, masih terdapat 
1.160 (11,45%) puskesmas yang belum memiliki ahli gizi. Pemerataan distribusi ahli gizi 
yang kompeten sangat penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia akan 
pengaturan pola makan yang sesuai dengan setiap tahapan kehidupan, mulai dari 1.000 
Hari Pertama Kehidupan (HPK) hingga 8.000 HPK, serta untuk bayi, balita, anak, remaja, 
dewasa, lansia, ibu hamil, dan ibu menyusui.

(2)  Pengembangan skema rekrutmen dan penempatan lulusan gizi
Berdasarkan data kebutuhan tenaga kesehatan, khususnya ahli gizi, yang dimiliki 

Kementerian Kesehatan, Badan Kepegawaian Nasional dapat menindaklanjuti dengan 
membuka formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) khusus lulusan gizi. Formasi ini dapat 
disesuaikan dengan kebutuhan setiap unit kerja. Untuk mencapai pemerataan, prioritas dapat 
diberikan pada daerah-daerah yang memiliki prevalensi masalah gizi tinggi. Pemerataan ini 
dapat dilakukan melalui sistem zonasi atau kuota khusus untuk daerah-daerah tertentu.

(3)  Pelatihan khusus untuk mempersiapkan nutrisionis
Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BPPK) dapat memfasilitasi pelatihan untuk calon 

dan nutrisionis, meliputi NCP (Nutrition Care Process), PMBA (Pelatihan Makan Bayi dan 
Anak), pelatihan kemampuan dasar 25 kader posyandu, Gizi Bencana, dan lain sebagainya. 
Pelatihan ini bertujuan membekali nutrisionis dengan keahlian yang dibutuhkan untuk 
menangani berbagai masalah gizi masyarakat, mulai dari pengetahuan dasar gizi hingga 
manajemen program gizi.

REKOMENDASI KEBIJAKAN
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Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dapat melengkapi pelatihan ini dengan 
modul-modul yang sesuai dengan kebutuhan aktual nutrisionis. Pelatihan khusus untuk 
nutrisionis menekankan pada:

a. Pengetahuan Dasar Gizi, meliputi konsep dasar tentang peran dan fungsi berbagai 
nutrien serta kebutuhan gizi berdasarkan kelompok umur.

b. Asesmen Status Gizi, yang mencakup metode penilaian status gizi individu dan 
kelompok melalui pengukuran antropometri, penilaian asupan makanan, dan 
analisis data kesehatan.

c. Perancangan dan Implementasi Program Intervensi Gizi, meliputi pemberian 
suplemen, pengembangan menu makanan sehat, dan program edukasi gizi.

d. Komunikasi Efektif dengan melatih nutrisionis dalam menyampaikan informasi gizi 
kepada berbagai kelompok masyarakat.

e. Manajemen Program Gizi, mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan 
evaluasi program gizi.

Nutrisionis juga akan menjalani praktik lapangan di berbagai setting untuk menerapkan 
ilmu yang telah diperoleh. Dengan pelatihan yang komprehensif ini, diharapkan nutrisionis 
dapat berperan aktif dalam meningkatkan status gizi masyarakat dan berkontribusi dalam 
program-program kesehatan yang lebih luas.

(4)  Integrasi peran nutrisionis dengan program posyandu dan pemerintah yang  ada
Integrasi peran nutrisionis dalam program posyandu dapat dioptimalkan melalui 

kolaborasi erat antara nutrisionis, petugas posyandu, dan pemerintah daerah. Langkah awal 
yang penting adalah mengidentifikasi masalah gizi di masyarakat secara bersama-sama, 
kemudian merancang program intervensi yang selaras dengan program pemerintah.

Nutrisionis dapat berperan aktif dalam:

a. Pelatihan dan Edukasi kepada kader posyandu tentang pentingnya gizi seimbang, 
cara mendeteksi dan menangani masalah gizi pada ibu dan anak.

b. Pemantauan dan Evaluasi secara berkala terhadap program gizi yang dijalankan 
oleh posyandu, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan.

c. Konsultasi Gizi, dengan menyediakan layanan konsultasi gizi langsung kepada 
masyarakat untuk membantu mereka merencanakan pola makan sehat.

d. Penguatan Kebijakan melalui kerja sama dengan pemerintah untuk menyusun 
kebijakan yang mendukung peningkatan status gizi masyarakat melalui program 
posyandu.

Sebagai contoh, program Investing in Nutrition and Early Years (INEY) yang melibatkan 
Puskesmas dan Poltekkes se-Indonesia, merupakan langkah yang tepat untuk memastikan 
kader posyandu memiliki kemampuan yang komprehensif dalam mendukung seluruh 
tahapan pertumbuhan anak, dengan tujuan akhir menurunkan angka stunting.
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(5)   Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi kinerja
Sistem monitoring dan evaluasi kerja yang lebih efektif dapat diterapkan dengan 

memanfaatkan teknologi informasi. Misalnya, dengan mengisi logbook secara elektronik 
dan menerapkan konsep Flexible Working Agreement (FWA) yang sedang disosialisasikan 
oleh Biro Organisasi dan SDM Kementerian Kesehatan. Penerapan FWA ini akan memberikan 
fleksibilitas bagi ahli gizi dalam menjalankan tugasnya, baik di puskesmas maupun saat 
melakukan pemantauan gizi di lapangan. Dengan demikian, diharapkan ahli gizi dapat 
bekerja secara optimal dan terus berinovasi dalam mengembangkan program-program yang 
bertujuan meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya dalam mengatasi masalah gizi 
yang disebabkan oleh asupan makanan dan zat gizi yang kurang optimal.
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Prevalensi karies secara global terus meningkat dan di Indonesia belum ada penurunan 
secara signifikan prevalensi karies dalam 5 tahun terakhir (Kementerian Kesehatan, 2023). 
Hal ini masih jauh dari target program Indonesia Bebas Karies Tahun 2030. Tidak adanya 
regulasi tentang upaya preventif dan cakupan asuransi yang kurang memadai, berkontribusi 
terhadap rendahnya tingkat pemanfaatan layanan preventif kesehatan gigi (Jiang et al., 2021). 
Padahal WHO mendesak agar kesehatan mulut lebih berfokus pada pendekatan preventif 
(Dunleavy, 2024). Selain itu, upaya promotif preventif dapat menekan beban pembiayaan 
akibat perawatan masalah gigi dan mulut. 

Saat ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI telah melakukan perubahan terkait 
pengelolaan Satuan Kredit Profesi (SKP) bagi dokter gigi, dengan 3 aspek yaitu pembelajaran 
(seminar/workshop) sebesar 50- 60, profesi/pelayanan sebesar 30-45, dan pengabdian 
masyarakat sebesar 5-10. Jumlah poin pemenuhan SKP pada aspek pengabdian masyarakat 
perlu dikaji ulang. Apabila seluruh dokter gigi melakukan pengabdian masyarakat secara 
intensif, hal ini tentunya akan semakin meningkatkan upaya promotif preventif bidang 
kedokteran gigi. Selain itu, beban pembiayaan akibat karies gigi, pembiayaan pemerintah 
untuk pengabdian masyarakat, dan pembiayaan dokter gigi untuk memenuhi SKP juga lebih 
berkurang. Bobot SKP yang rendah untuk pengabdian masyarakat menyebabkan kurangnya 
insentif bagi dokter gigi untuk aktif dalam upaya promotif-preventif kesehatan gigi. 
Peningkatan jumlah SKP pengabdian masyarakat lebih bermanfaat dibandingkan berfokus 
pada aspek pembelajaran dan pelayanan yang muaranya adalah perawatan kuratif.

Peningkatan Satuan Kredit Profesi 
Pengabdian Masyarakat sebagai Upaya 
Reorientasi Pelayanan Kesehatan Gigi

RINGKASAN EKSEKUTIF
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Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendesak agar 
kesehatan mulut berfokus pada pendekatan preventif 
dan adanya integrasi kesehatan mulut ke dalam program 
penyakit tidak menular (Dunleavyet al., 2024). Sebuah studi 
memproyeksikan biaya tingkat populasi yang diperlukan 
untuk merawatkaries pada usia 12-65 tahun di Indonesia  
sebesar 26,2 miliar dengan peringkat kedua tertinggi setelah  
Brasil (Dunleavy et al., 2024). Upaya promotif-preventif 
mencegah terjadinya atau berkembangnya karies sehingga 
hal ini dapat menekan beban pembiayaan oleh negara akibat 
masalah gigi. Mengingat besarnya manfaat yang diperoleh 
dari upaya promotif-preventif, sistem kesehatan harus 
mempromosikan pencegahan karies melalui deteksi dini dan 
intervensi yang sesuai (Kandelman etal., 2012). Tidak adanya 
regulasi tentang upaya preventif dan cakupan asuransi 
yang kurang memadai, berkontribusi terhadap rendahnya 
tingkat pemanfaatan layanan preventif kesehatan gigi (Jiang 
et al., 2021). Padahal upaya preventif kesehatan gigi yang 
diatur dalam kebijakan kesehatan dapat menekan beban 
pembiayaan akibat perawatan karies. Upaya promotif-
preventif seperti edukasi kepada masyarakat, deteksi 
dini, dan perawatan secara berkala sangat penting untuk 
mengurangi prevalensi karies (Foote ela., 2023). 

Pencegahan karies gigi pada tingkat individu bisa melalui peningkatan edukasi 
kebersihan mulut dan mengurangi konsumsi makanan/minuman tinggi gula 
(Moynihan,2016). Menyikat gigi dua kali sehari dengan pasta gigi yang mengandung 1000-
1500ppm fluoride masih belum terjangkau bagi banyak masyarakat berpenghasilan rendah 
(Ramoset al., 2022). Selain itu, aplikasi fluoridetopikal dan fissure sealant juga dapat 
mencegah perkembangan karies (Baik et al.,2021).

LATAR BELAKANG
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Saat ini Kementerian Kesehatan 
(Kemenkes) RI telah melakukan perubahan 
terkait pengelolaan Satuan Kredit Profesi 
(SKP) bagi dokter gigi. Pengelolaan SKP yang 
sebelumnya di bawah kendali organisasi 
profesi, kini sepenuhnya diatur oleh 
Kemenkes berdasarkan Undang Undang 
Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 
Selain itu, jumlah poin SKP yang wajib 
dipenuhi oleh dokter gigi pun meningkat 
signifikan dari 30 SKP menjadi 100 SKP 
sebagai upaya memperkuat profesionalitas 
dan meningkatkan kompetensi. Untuk 
mencegah pengeluaran yang tinggi 
bagi dokter gigi dalam memenuhi SKP, 
Kemenkes memberikan kategori SKP yang 
lebih sederhana, misalnya kegiatan seminar 
secara daring, pelayanan klinis kepada 
pasien, dan relaksasi waktu pemenuhan 
SKP yang lebih panjang. Kemenkes juga 
telah memberikan konsep pemenuhan 
SKP dengan 3 aspek yaitu pembelajaran 
(seminar/workshop) sebesar 50-60 SKP, 
profesi/pelayanan sebesar 30-45 SKP, dan 
pengabdian masyarakat sebesar 5-10 SKP. 

Besaran aspek pemenuhan SKP 
perlu dikaji kembali dengan persentase 
pengabdian masyarakat yang lebih besar. 
Aspek profesi/pelayanan dan pembelajaran cenderung menekankan 
pada upaya kuratif. Bobot SKP yang rendah pada aspek pengabdian 
masyarakat menyebabkan kurangnya insentif bagi dokter gigi 
untuk aktif dalam upaya promotif-preventif. Apabila seluruh dokter 
gigi memberikan kontribusinya untuk melakukan pengabdian 
masyarakat, hal ini tentunya akan semakin meningkatkan upaya 
promotif-preventif bidang kedokteran gigi. Selain itu, beban 
pembiayaan akibat karies gigi atau pembiayaan pemerintah untuk 
pengabdian masyarakat juga lebih berkurang.

DESKRIPSI MASALAH
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Integrasi Satu Sehat 

Need assesstment dan evaluasi 

Konsultasi ahli

Rumusan lembaga yang diakui 

Sosialisasi, pelaksanaan, monitoring, evaluasi

Rumusan kegiatan 

Semua dokter gigi sudah terintegrasi dengan aplikasi Satu Sehat dan SKP 
tercukupi pada waktu yang ditentukan

Perlunya dilakukan need assessment dari Kementerian Kesehatan kepada 
dokter gigi, fasilitas layanan kesehatan, dan organisasi profesi. 

Menyusun rencana persentase SKP bersama para ahli kebijakan kesehatan. 
Peningkatan bobot SKP untuk pengabdian masyarakat menjadi minimal 
25 poin untuk mencerminkan pentingnya kontribusi sosial dalam praktik 
kedokteran gigi. 

Lembaga yang melakukan kerjasama pengabdian masyarakat harus 
tersertifikasi dan diakui oleh Kementerian Kesehatan, seperti organisasi 
profesi, LSM, lembaga pendidikan, dan lainnya. 

Kebijakan bisa mulai diberlakukan pada dokter gigi yang baru lulus di tahun 
saat kebijakan dimulai. Evaluasi kebijakan melalui prevalensi karies pada 
tahun 2028 dan evaluasi pelaksanaan, dan capaian SKP setiap tahun. 

Diversifikasi kegiatan pengabdian masyarakat yang diakui. 
Upaya promotif: pelatihan kesehatan gigi di sekolah-sekolah, edukasi 
kesehatan gigi di Posbindu PTM/PROLANIS, program edukasi kesehatan gigi 
di media, dan lainnya. Upaya preventif: skrining rutin yang bekerja sama 
dengan fasyankes, klinik gigi mobile, aplikasi fluoride. 

1-2 Tahun 

2-4 Tahun 

REKOMENDASI KEBIJAKAN
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Analisis Profit 

MENEKAN BEBAN BIAYA PENGABDIAN PEMERINTAH
Semakin banyak lembaga pengabdian masyarakat yang terafiliasi, hal ini 
juga akan mengurangi beban pembiayaan pemerintah untuk upaya promotif-
preventif. 

MENGURANGI ANGKA KESAKITAN GIGI 
Individu yang terhindar dari karies gigi akan memiliki kualitas hidup yang lebih 
baik dan produktivitas yang lebih tinggi, yang pada akhirnya juga berdampak 
positif terhadap perekonomian negara 

MENGURANGI BEBAN BIAYA KURATIF PERAWATAN GIGI
Pemerintah dapat mengalokasikan anggaran yang lebih efisien untuk program 
kesehatan lain jika biaya yang dikeluarkan untuk penanganan karies dapat 
ditekan melalui upaya preventif dan promotif yang efektif. 

MENGURANGI BEBAN BIAYA PEMENUHAN SKP
Dokter gigi juga dapat melakukan kegiatan pengabdian masyarakat secara 
gratis melalui organisasi atau lembaga yang menyediakan kegiatan. 
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Masalah kesehatan gigi dan mulut di Indonesia perlu mendapatkan perhatian serius melihat 
tidak adanya perkembangan yang signifikan pada tingginya angka masalah kesehatan gigi dan 
mulut. Rendahnya aksesibilitas bagi masyarakat menjadi salah satu penyebab masyarakat 
kesulitan dan bahkan tidak pernah berobat ke tenaga kesehatan gigi. Dengan kondisi jumlah 
dan distribusi tenaga kesehatan gigi yang masih jauh dari cukup di Indonesia, optimalisasi 
mobile dental care dapat menjadi solusi efektif dalam meningkatkan aksesibilitas pelayanan 
kesehatan gigi dan mulut bagi masyarakat di Indonesia. Program ini dapat menyediakan 
layanan promotif, preventif, dan tindakan kuratif secara langsung yang menjadikan mobile 
dental care lebih unggul dibandingkan teledentistry dalam memudahkan akses layanan 
kesehatan gigi bagi masyarakat, utamanya pada masyarakat kelompok rentan atau masyarakat 
yang berada di daerah rural atau DTPK. Untuk meningkatkan optimalisasi dalam operasional 
mobile dental care, kami melakukan pemetaan dan membuat pengelompokkan pada seluruh 
provinsi di Indonesia untuk menilai urgensi dan fokus pengadaan program ini.

Optimalisasi Mobile Dental Care (Dental Van): 
Upaya Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan 
Kesehatan Gigi dan Mulut untuk Masyarakat 
Kelompok Rentan di Indonesia
Bunga Latifa Badri1, Fikri Febrian Firmansyah1, Julian Benedict Swannjo2, Farizal Rizky Muharram3

1Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia
2Fakultas Kedokteran, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia
3Global Health and Social Medicine Department, Harvard Medical School, Boston, MA, United States

Korespondensi penulis: bungalatifab@gmail.com

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan data SKI 2023, sebanyak 56,9% penduduk Indonesia mengalami masalah 
kesehatan gigi dan mulut dimana 91,9% diantaranya tidak pernah berobat ke tenaga kesehatan 
gigi (Kementerian Kesehatan RI, 2023). Rendahnya aksesibilitas bagi masyarakat menjadi 
salah satu penyebab utama. Kami menemukan bahwa masalah aksesibilitas yang terjadi 
di Indonesia dikarenakan hambatan geografis. Hambatan geografis meliputi luas wilayah, 
kepulauan, dan tenaga kesehatan. Aspek luas wilayah dan kepulauan memengaruhi jarak 

LATAR BELAKANG
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Tabel 1. Pilihan program sebagai solusi aksesibilitas layanan kesehatan gigi dan mulut di Indonesia

No. Program Kelebihan Kekurangan Keterangan

Membangun 
Rumah Sakit 
/ Klinik Gigi

a. Menyediakan fasilitas permanen 
untuk perawatan gigi; 
memastikan akses konsisten 
untuk komunitas.

b. Memfasilitasi berbagai layanan 
perawatan gigi dari kasus 
sederhana hingga kompleks.

a. Kondisi setiap wilayah yang 
belum merata dan memadai 
untuk pembangunan.

b. Pembangunan, pemeliharaan 
dan operasional yang 
membutuhkan dana sangat 
tinggi.

c. Staf dan tenaga kesehatan 
harus menetap di daerah rural 
dalam waktu yang panjang.

Merupakan solusi 
paling ideal untuk 
memberikan akses 
layanan kesehatan 
gigi yang merata di 
seluruh wilayah.

Dental Van a. Meningkatkan aksesibilitas 
layanan kesehatan gigi pada 
daerah yang sulit dijangkau / 
luas wilayah besar

b. Staf dan tenaga kesehatan tidak 
perlu tinggal di daerah rural 
dalam waktu yang panjang.

a. Dana operasional tinggi
b. Tidak dapat melakukan 

tindakan mayor karena 
keterbatasan logistik yang dapat 
diangkut.

Menjadi solusi tepat 
untuk negara dengan 
wilayah yang luas 
dan banyak daerah 
pedesaan seperti 
Amerika Serikat dan 
Australia.

Hospital / 
Dental Boat

a. Meningkatkan aksesibilitas 
layanan kesehatan gigi pada 
wilayah kepulauan dan daerah 
yang tidak memiliki akses 
transportasi darat.

b. Staf dan tenaga kesehatan tidak 
perlu tinggal di daerah rural 
dalam waktu yang panjang.

a. Dana operasional tinggi
b. Kendala cuaca yang tak 

menentu
c. Keterbatasan kapasitas untuk 

pelayanan dan perawatan

Solusi tepat untuk 
negara dengan 
geografis kepulauan 
atau dengan perairan 
luas seperti Filipina 
dan Brazil.

Teledentistry a. Masyarakat mendapat 
konsultasi jarak jauh

b. Dapat dilakukan dengan lokasi 
& waktu yang fleksibel

c. Kebutuhan dana yang minimal.

a. Terbatas oleh akses teknologi; 
tidak semua pasien memiliki 
konektivitas dan dapat 
menggunakan perangkat yang 
diperlukan.

b. Tidak dapat memberikan 
perawatan preventif, kuratif, & 
rehabilitatif secara langsung

Merupakan solusi 
untuk menyediakan 
layanan kesehatan 
pada negara dengan 
banyak wilayah yang 
sulit dijangkau seperti 
Amerika, Australia 
dan Jepang.

Insentif / 
Student loan 
repayment

a. Mengurangi hambatan 
finansial bagi profesional gigi; 
membuat praktik di daerah 
pedesaan lebih menarik.

b. Mendorong dokter muda untuk 
mempertimbangkan karir di 
kesehatan pedesaan.

a. Tidak mengatasi akar penyebab 
kekurangan distribusi dokter gigi, 
seperti masalah kualitas hidup di 
daerah pedesaan.

b. Bergantung pada pendanaan 
berkelanjutan oleh pemerintah 
yang dapat berubah dari waktu 
ke waktu.

Merupakan solusi 
untuk distribusi 
tenaga kesehatan di 
negara yang memiliki 
fasilitas kesehatan 
yang merata hingga 
wilayah perdesaan 
seperti Jepang.

dan waktu tempuh, perlunya jenis transportasi, prasarana jalan, dan ketersediaan fasilitas 
kesehatan. Jarak yang jauh membutuhkan waktu tempuh yang lama sehingga menghambat 
aksesibilitas masyarakat ke fasilitas kesehatan (Maulany et al., 2021). Aspek tenaga kesehatan 
meliputi distribusi tenaga kesehatan, ketersediaan dan kesediaan tenaga kesehatan untuk 
ditempatkan di seluruh daerah Indonesia, serta terjaminnya fasilitas penunjang hidup bagi 
tenaga kesehatan. 

Teledentistry hadir di Indonesia menjadi inovasi yang menggunakan teknologi berbasis 
informasi dan sistem komunikasi untuk memberi layanan kesehatan gigi dan mulut melintasi 
jarak geografis (Muthiah et al., 2023). Namun, pelaksanaannya secara daring memiliki kendala 
dimana tidak semua daerah memiliki akses internet yang memadai serta tindakan kuratif tidak 
dapat dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan 
gigi dan mulut di Indonesia. 
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1. Faktor Hambatan Aksesibilitas Masyarakat ke Tenaga Kesehatan Gigi

a. Kondisi Geografis Indonesia (Luas Wilayah dan Kepulauan)
Kondisi geografis meliputi jarak yang jauh dan transportasi yang sulit bagi 

masyarakat dapat menjadi alasan mengapa masyarakat tidak berobat ke tenaga 
kesehatan gigi. Gambar 1 menunjukkan bahwa semakin luas wilayah atau semakin 
banyak jumlah pulau suatu provinsi maka semakin rendah persentase menerima 
perawatan dari tenaga kesehatan gigi. Berdasarkan data SKI 2023, provinsi DKI Jakarta 
memiliki proporsi tertinggi dalam menerima perawatan dari tenaga kesehatan gigi 
(95,4%) dimana provinsi DKI Jakarta memiliki luas wilayah yang rendah dan jumlah 
pulau yang sedikit. Hal ini dapat menggambarkan aksesibilitas masyarakat ke tenaga 
kesehatan gigi berpengaruh untuk masyarakat menerima perawatan dari tenaga 
kesehatan gigi.

DESKRIPSI MASALAH

Gambar 1. Aksesibilitas berdasarkan luas wilayah atau jumlah pulau dan persentase menerima 
perawatan dari tenaga medis gigi per provinsi (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2023; 

Kementerian Kesehatan RI, 2023).

Gambar 2. Aksesibilitas berdasarkan rasio dokter gigi : masyarakat dan persentase 
menerima perawatan dari tenaga medis gigi per provinsi (Badan Pusat Statistik 

Indonesia, 2023; Kementerian Kesehatan RI, 2023)
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b.  Distribusi Tenaga Kesehatan Gigi di Indonesia
Wilayah tempat tinggal yang memiliki rasio dokter gigi terhadap masyarakat yang 

tinggi cenderung akan memanfaatkan layanan kesehatan gigi dibandingkan daerah 
yang memiliki rasio dokter gigi terhadap populasi yang rendah (Sinaga et al., 2022). 
Namun, beberapa wilayah di Indonesia masih kekurangan jumlah tenaga kesehatan 
gigi dimana hal ini dapat menjadi alasan mengapa masyarakat tidak berobat ke 
tenaga kesehatan gigi. Indonesia sudah memiliki beberapa kebijakan untuk mengatasi 
ketidakmerataan distribusi dokter, tetapi kebijakan tersebut tidak efektif dalam 
mengatasi maldistribusi dokter (Sinaga et al., 2022).

Pada Gambar 2 menunjukkan bahwa rasio dokter gigi sebagai indikator 
tersedianya tenaga kesehatan yang dapat memfasilitasi perawatan gigi bagi masyarakat 
berdampak pada persentase masyarakat penerima perawatan gigi. Berdasarkan 
data SKI 2023, provinsi DKI Jakarta memiliki proporsi tertinggi dalam menerima 
perawatan dari tenaga kesehatan gigi (95,4%) dimana provinsi DKI Jakarta memiliki 
nilai rasio dokter gigi terhadap masyarakat yang tinggi. Hal ini dapat menggambarkan 
aksesibilitas berdasarkan distribusi tenaga kesehatan gigi berpengaruh untuk 
masyarakat menerima perawatan dari tenaga kesehatan gigi.

2.  Dampak Masalah
Indonesia memiliki prevalensi masalah kesehatan gigi dan mulut tertinggi (45.968,9 per 

100.000 populasi) dibandingkan beberapa negara ASEAN lainnya. Mesipun angka prevalensi 
ini tidak menunjukkan perbedaan signifikan dengan negara ASEAN lainnya, tetapi Indonesia 
mengalami kerugian produktivitas yang sangat tinggi (3,212.8 juta USD) akibat masalah 
gigi dan mulut dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN lainnya mencapai 1,7x lipat 
lebih tinggi daripada Thailand dan 3x lipat lebih tinggi daripada Singapore (Global Burden of 
Disease, 2019; World Health Organization, 2019).

Gambar 3. Dampak Masalah Kesehatan Gigi dan Mulut di Indonesia dengan Negara ASEAN 
(Global Burden of Disease, 2019; World Health Organization, 2019).
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3.  Sinkronisasi dengan Program Pemerintah yang Telah Berjalan
Pemerintah telah menjalakan program Stregthening of Primary Health Care (SOPHI) 

dengan pengadaan dental chair di Puskesmas untuk menunjang fasilitas layanan kesehatan 
gigi dan mulut. Namun, berdasarkan data SKI 2023, sebanyak 28,9% masyarakat di Indonesia 
merasa sangat sulit dalam mengakses Puskesmas dan jaringannya. Pada beberapa provinsi 
bahkan mencapai 50% masyarakat merasa sangat sulit dalam mengakses Puskesmas dan 
jaringannya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan tambahan untuk meningkatkan 
aksesibilitas layanan kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat.

Gambar 4. Proporsi Pengetahuan Ruta tentang Tingkat Kemudahan Akses ke 
Puskesmas dan Jaringannya menurut Provinsi (Kementerian Kesehatan RI, 2023).
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REKOMENDASI KEBIJAKAN

Berdasarkan analisis di atas, kami merekomendasikan Optimalisasi Mobile Dental 
Care sebagai langkah kebijakan yang efektif untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanan 
kesehatan gigi dan mulut bagi kelompok rentan atau masyarakat yang tinggal di daerah rural 
atau DTPK di Indonesia.

1. Pemetaan Daerah Prioritas

Melakukan pemetaan daerah yang mengalami tingginya masalah kesehatan gigi dan 
mulut, tetapi angka menerima perawatan ke tenaga kesehatan giginya rendah. 10 
provinsi penerima perawatan gigi terendah dan dapat menjadi prioritas yakni Maluku, 
Kalimantan Tengah, Lampung, Gorontalo, Maluku Utara, Sumatera Utara, Papua 
Barat, Papua, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara (Gambar 5).

Selanjutnya kami melakukan analisa kuadran dengan mengelompokkan provinsi di 
Indonesia berdasarkan rasio dokter gigi terhadap masyarakat dengan luas wilayah 
dan jumlah pulau (Gambar 5). Analisa ini bertujuan untuk memberikan pilihan 
program yang tepat untuk diaplikasikan berdasarkan kondisi setiap provinsi, 
sehingga pengadaan program mobile dental care tepat sasaran. Untuk pilihan 
program mobile dental care yang kami rekomendasikan berdasarkan masing-masing 
kuadran tertulis pada Gambar 5, dental van menjadi solusi tepat pada provinsi yang 
memiliki luas wilayah besar dan dental boat menjadi solusi tepat untuk provinsi yang 
memiliki jumlah pulau yang banyak.

Gambar 5. Persentase masyarakat bermasalah kesehatan gigi dan 
mulut yang menerima perawatan gigi dan mulut oleh tenaga medis per 

provinsi (Kementerian Kesehatan RI, 2023). 
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Kuadran III Kuadran IV 

Kuadran I Kuadran II 

Kuadran III Kuadran IV 

Kuadran I Kuadran II 

Rekomendasi Intervensi 
Kuadran 1 = Hentikan penambahan tenaga kesehatan gigi, evaluasi berkala   
Kuadran 2 = Pengadaan Mobile Dental Care (Dental Van / Dental Boat)   
Kuadran 3 = Penambahan tenaga kesehatan gigi, evaluasi berkala   
Kuadran 4 = Penambahan tenaga kesehatan gigi, pengadaan Mobile Dental Care (Dental Van / Dental Boat)     
 

Gambar 6. Analisa kuadran berdasarkan luas wilayah atau jumlah pulau dan rasio dokter gigi terhadap 
masyarakat di setiap provinsi (Kementerian Kesehatan RI, 2023; Muharram et al., 2024).

2.  Pendataan Jumlah dan Distribusi Mobile Dental Care yang Beroperasi di Indonesia

Melakukan pendataan jumlah mobile dental care yang telah beroperasi di Indonesia. 
Dalam pembuatan rekomendasi, kami belum mendapatkan akses data terkait 
jumlah dan lokasi mobile dental care yang telah beroperasi di Indonesia. Contoh 
mobile dental care yang telah ada di Indonesia yaitu, Rumah Sakit Terapung Ksatria 
Airlangga (RSTKA), Rumah Sakit Apung (RSA) dr. Lie Dharmawan, Mobil Dental Clinic 
FKG UMY, dan Mobil Dental FKG UGM. Maka dari itu, mobile dental care wajib terdata 
agar mudah untuk dilakukan monitoring dan evaluasi kedepannya. 

3.  Pengadaan dan Distribusi Mobile Dental Care

Melakukan perencanaan pengadaan dan pengalokasian mobile dental care serta 
menganalisis tindakan apa saja yang dapat dilakukan serta dibutuhkan masyarakat 
setempat di wilayah operasi mobile dental care. Perencanaan dapat mempelajari 
mobile dental care yang telah beroperasi di negara lain dengan kondisi geografis 
yang serupa dengan Indonesia. 
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4.  Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kesehatan Gigi

Melakukan pelatihan khusus bagi tenaga kesehatan gigi mengenai operasional mobile 
dental care, termasuk pendekatan promotif, preventif, dan juga intervensi kuratif. 
Selanjutnya, melakukan penempatan tenaga kesehatan gigi yang kompeten pada 
setiap mobile dental care yang tersebar di beberapa wilayah operasi. Penempatan 
tenaga kesehatan gigi ini dapat diintegrasikan dengan program internship dokter gigi.

5.  Monitoring dan Evaluasi Mobile Dental Care yang Beroperasi di Indonesia

Membangun sistem monitoring dan evaluasi untuk menilai efektivitas program mobile 
dental care, seperti jumlah kunjungan dan jenis layanan yang diberikan. Dalam 
pembuatan rekomendasi, kami belum mendapatkan akses data efektivitas mobile 
dental care yang telah beroperasi di Indonesia. Maka perlu untuk membangun sistem 
pengumpulan data monitoring dan evaluasi untuk menilai efektivitas program, seperti 
jumlah kunjungan dan jenis layanan yang diberikan. Hasil evaluasi ini dapat digunakan 
untuk penyesuaian program secara berkala agar dapat beroperasi seterusnya dan 
memberikan dampak yang baik untuk kesehatan gigi dan mulut masyarakat.
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Bunga Latifa Badri (23)
• merupakan mahasiswa koas kedokteran gigi dengan ketertarikan pada 

peningkatan sistem layanan kesehatan, terutama pemerataan akses 
layanan kesehatan gigi dan mulut. Selama menjalani pendidikan, 
ia aktif dalam pengabdian masyarakat melalui bakti sosial dan 
kegiatan community development. Ia juga berkontribusi dalam proyek 
penelitian ARC Institute dengan fokus kesehatan gigi. Ia berharap 
dapat berkontribusi dalam pengembangan solusi efektif berbasis data 
untuk mengatasi tantangan kesehatan gigi dan mulut di Indonesia 
yang beragam secara geografis, sosial, dan budaya, serta mendukung 
pemerataan layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. 

Fikri Febrian Firmansyah (23)
• merupakan mahasiswa koas kedokteran gigi dengan ketertarikan pada 

analisis data, berdedikasi untuk mengembangkan strategi berbasis 
data bagi sistem kesehatan, terutama layanan kesehatan gigi di 
wilayah kurang terlayani. Aktif dalam program pengabdian kesehatan 
gigi, ia juga berkontribusi dalam proyek penelitian yang bertujuan 
meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi dalam sistem layanan 
kesehatan Indonesia untuk memastikan akses yang merata. Selain itu, 
ia pernah ikut serta dalam proyek yang bertujuan mengembangkan 
sistem pendidikan kedokteran gigi di Indonesia. Dengan memadukan 
keahlian klinis dan pendekatan berbasis data, ia berupaya menciptakan 
solusi kesehatan gigi yang efektif dan aplikatif. 

Julian Benedict Swannjo (24)
• merupakan mahasiswa koas kedokteran dengan ketertarikan 

mendalam dalam analisis data, yang ia gunakan untuk berkontribusi 
dalam berbagai proyek penelitian demi meningkatkan kualitas layanan 
kesehatan di Indonesia. Ia berfokus pada memperjuangkan akses 
kesehatan dan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas, terutama 
anak-anak dan usia produktif yang terhalang dalam bekerja karena 
keterbatasan fisik. Dengan target untuk menciptakan perubahan 
yang berarti, ia ingin memadukan wawasan klinis dan pendekatan 
berbasis data untuk merancang kebijakan serta program inklusif yang 
dapat mengangkat derajat hidup mereka dan membangun layanan 
kesehatan yang lebih adil di Indonesia. 

Farizal Rizky Muharram (26) 
• merupakan mahasiswa magister global health delivery serta peneliti 

muda di bidang sistem kesehatan. Ia memimpin proyek nasional 
mengenai spatial-modeling untuk cakupan layanan kardiovaskular 
di seluruh Indonesia yang menjadi landasan untuk memperkuat 
sistem kesehatan Indonesia. Ia berfokus pada model ekonometrik, 
termasuk penetapan biaya berbasis aktivitas dan mikrosimulasi, 
untuk memberikan aksesibilitas layanan kesehatan, alokasi sumber 
daya, dan perlindungan keuangan yang lebih baik di Indonesia. Ia juga 
memimpin proyek penelitian di ARC Institute yang ia dirikan.
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Stunting, sebagai bentuk malnutrisi kronis yang memengaruhi anak-anak di 
bawah lima tahun, merupakan masalah kesehatan masyarakat yang  mendesak 
dan ditargetkan untuk diberantas pada tahun 2025. Kondisi ini ditandai dengan 
pertumbuhan dan perkembangan yang terganggu, serta memiliki dampak jangka 
panjang terhadap kinerja kognitif, pencapaian pendidikan, dan produktivitas ekonomi. 
Di Indonesia, sekitar 21,5% anak-anak mengalami  stunting pada tahun 2023, jauh di 
atas target  RPJMN sebesar 14%. Konsumsi tembakau  merupakan faktor signifikan yang  
berkontribusi, karena keluarga dengan anggota  perokok cenderung mengalokasikan 
lebih sedikit anggaran untuk makanan bergizi, sehingga mengurangi asupan nutrisi ibu  
hamil dan anak-anak. Paparan asap rokok juga meningkatkan risiko infeksi saluran 
pernapasan, yang semakin menghambat perkembangan anak. Rekomendasi kebijakan 
meliputi penguatan pengendalian tembakau melalui peningkatan cukai, standarisasi  
penjualan produk tembakau, dan pencegahan  merokok pada remaja, serta perluasan 
program  kunjungan kesehatan keluarga holistik dan  kampanye anti-merokok untuk 
mengurangi  prevalensi stunting. 

Mau Menurunkan Prevalensi Stunting? 
Pengendalian Tembakau Jawabannya!

Stunting, sebuah kondisi gagal tumbuh pada anak di bawah lima tahun (balita) akibat 
kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, merupakan salah satu bentuk malnutrisi yang 
diprioritaskan untuk dieradikasi pada tahun 2025 menurut Global Nutrition Targets (WHO, 
2014). Berbeda dengan Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) 2000 yang menargetkan 
penurunan angka underweight pada balita, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2015 
menargetkan eradikasi stunting karena kekurangan gizi kronis ini memiliki persistensi dan 
efek jangka panjang.

Kondisi stunting pada balita yang gagal dikoreksi tidak hanya bersifat permanen hingga 
dewasa [(Alderman et al, 2006) dan (Victora et al, 2008)], melainkan juga berkorelasi dengan 
capaian pendidikan dan kognitif yang lebih rendah (Hannum & Hu, 2017). Efek buruk yang 

LATAR BELAKANG

RINGKASAN EKSEKUTIF
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persisten di jangka panjang juga dicatat balita stunting jika dibandingkan dengan teman 
sebaya yang tumbuh sehat (Behrmann 1993); jika fenomena ini terjadi secara masif, capaian 
makroekonomi yang substandar akibat mutu sumber daya manusia yang suboptimal 
bukanlah hal yang mustahil (Horton & Steckel, 2011).

Dalam konteks Indonesia, Al Faizin (2019) menemukan adanya korelasi antara status 
stunting balita dengan tinggi badan selama masa remaja dan dewasa, nilai ujian terstandar, 
serta tingkat pendidikan yang ditempuh. Selain itu, melalui studi longitudinal IFLS  
gelombang 1 (1990) hingga 5 (2014), ia juga menemukan korelasi negatif antara status stunting 
balita dengan status pekerjaan, partisipasi kerja perempuan, serta upah yang diterima pada 
rentang usia dewasa muda (21-26 tahun).

Stunting diakibatkan oleh berbagai kondisi suboptimal yang dialami oleh ibu sejak 
hamil hingga balita berusia 59 bulan, terutama pada periode emas tumbuh kembang 
balita. Rendahnya asupan nutrisi pada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita menjadi faktor 
utama penyebab stunting. Gangguan dan rendahnya asupan nutrisi terkait dengan status 
sosioekonomi (Desmukh et al, 2013), pendidikan ibu (Petrou & Kupek, 2010), bencana alam 
dan sosial yang mengganggu siklus ekonomi rumah tangga [(Akresh et al, 2011) dan (Groppo 
& Kraehnert, 2016)], serta infeksi berulang [(Almond, 2004) dan (Mamiro et al, 2005)].

Selain variabel yang secara langsung berdampak ke asupan nutrisi di masa kehamilan 
hingga tumbuh kembang balita, beberapa variabel yang bisa diintervensi pemangku 
kebijakan seperti kualitas air dan sanitasi (Alfani, 2019), paparan asap kebakaran hutan 
(Rosales-Rueda & Triyana, 2018), serta pola konsumsi tembakau rumah tangga [(Best et al, 
2008) dan (Block & Web, 2009)] juga menjadi faktor risiko utama kasus balita stunting.

Penyediaan layanan publik serta upaya perubahan perilaku boleh jadi merupakan 
faktor kunci dalam eradikasi stunting yang bergerak relatif lambat pada rentang 2015-2023. 
Menurut data yang dikumpulkan melalui Pemantauan Status Gizi (PSG) 2015, sekitar 3 dari 10 
balita di Indonesia tumbuh stunting. Prevalensi ini turun secara perlahan ke 21,6% di tahun 
2022 menurut Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), dan hanya turun 0,1 pp ke 21,5% di 2023 
menurut Survei Kesehatan Indonesia (SKI). Padahal, sejak 2018, pemerintah pusat telah 
mengalokasikan setidaknya 28 triliun Rupiah per tahun untuk pengentasan permasalahan 
stunting.
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Tim penulis menggunakan data mikro yang bersumber dari SKI 2023 yang dikumpulkan 
oleh Kementerian Kesehatan serta Survei Sosioekonomi Nasional (SUSENAS) Maret 2018-
2023 yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik sebagai sumber data lembar kebijakan ini. 
Dalam lembar kebijakan ini, tim penulis menggunakan metodologi statistik deskriptif hingga 
regresi linear dan probabilitas yang telah dibobotkan berdasar bobot frekuensi balita. 

Dari data SKI 2023, diperoleh 86.364 balita yang merepresentasikan 22.515.229 balita 
se-Indonesia, sementara dari SUSENAS Maret 2023, diperoleh 341.802 rumah tangga dan 
1.223.377 individu yang merepresentasikan 73.063.914 rumah tangga dan 276.786.971 
individu se-Indonesia. Untuk menjaga kualitas data yang representatif, analisis dilakukan 
pada tingkat nasional.

Berdasarkan data SKI 2023, sebanyak 21,5% balita di Indonesia berhadapan dengan 
masalah stunting. Temuan ini masih >50% lebih tinggi dibanding target penurunan prevalensi 
stunting 2025 (14% nasional). Sebanyak 12 juta balita di tahun 2023 tinggal dalam rumah 
tangga perokok, yakni rumah tangga dengan setidaknya satu perokok aktif. 

Membandingkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013, 2018, dan SKI 2023, 
angka perokok aktif pada kelompok laki-laki dewasa terlihat naik dari 65% di tahun 2013 
dan 2018 menjadi nyaris 70% di tahun 2023. Temuan ini sejalan dengan prevalensi rumah 
tangga perokok yang didapatkan dari SUSENAS. Sebanyak 2/3 rumah tangga di Indonesia 
diidentifikasi sebagai rumah tangga perokok; prevalensi ini naik dari 63,8% di tahun 2018 
menjadi 65,9% di tahun 2023.
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Meskipun pemerintah telah melakukan rasionalisasi tarif cukai hasil tembakau,  
sepanjang periode 2018-2023, rata-rata belanja produk hasil rumah tangga menunjukkan 
tren  peningkatan yang signifikan, terutama pada  kelompok kuintil 4 dan 5. Penurunan 
belanja  produk turunan tembakau hanya terjadi pada  tahun 2020, di mana pandemi dan 
gelombang  kontraksi ekonomi melanda Indonesia secara  umum. Selepas masa pandemi 
konsumsi produk  turunan tembakau kembali menunjukkan  peningkatan yang relatif lambat 
sejalan dengan  perbaikan kondisi ekonomi yang lambat.  Namun sepanjang 2022, menurut 
SUSENAS  Maret 2023, belanja produk turunan tembakau menunjukkan peningkatan yang 
cukup tajam  pada hampir seluruh kelompok sosioekonomi. 

Hal ini diperkuat dengan temuan konsumsi total  rokok konvensional di sepanjang tahun 
2022  yang mencapai 230 miliar batang, menurut  SUSENAS Maret 2023. Sejalan dengan pola  
konsumsi di tingkat individu dan rumah tangga,  penurunan konsumsi rokok nasional hanya  
terjadi di masa pandemi. Selepas masa pandemi, tingkat konsumsi kembali naik, bahkan  
melebihi kondisi pra-COVID. 

Rokok jenis sigaret kretek mesin (SKM)  menjadi produk yang mendominasi penjualan  
rokok konvensional, yakni 76% pangsa pasar.  Rokok jenis sigaret putih mesin (SPM)  memiliki 
pangsa pasar yang paling kecil mengingat rokok ini memiliki harga jual yang  paling tinggi di 
antara rokok konvensional lain.  Sementara itu, ada tren menarik peningkatan  pangsa pasar 
rokok jenis sigaret kretek tangan  (SKT) dari sekitar 14% di tahun 2019 menjadi  17% di tahun 
2023. Rokok jenis SKT memiliki  harga jual paling murah serta tarif cukai hasil  tembakau 
paling rendah di antara rokok  konvensional. 

Dari fenomena inilah, menjadi menarik untuk  menelisik hubungan pola perilaku 
merokok  dengan mutu gizi balita di Indonesia. Peneliti  menggunakan 3 variabel sebagai 
proksi pola  perilaku merokok, yakni status merokok ayah,  kebiasaan merokok di dalam 
rumah, serta rata-rata jumlah batang rokok yang dihabiskan  dalam satu hari. 
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Menurut estimasi yang tidak menggunakan variabel kontrol, balita yang dibesarkan 
oleh ayah yang perokok aktif memiliki peluang 13% lebih tinggi untuk tumbuh stunting. 
Sementara itu, menggunakan pendekatan model ekonometrika yang lengkap, balita yang 
tumbuh di dalam rumah tangga yang merokok di ruangan memiliki peluang 16% lebih tinggi 
untuk tumbuh stunting dibanding sebayanya. Lebih lanjut, konsumsi rokok 1 bungkus (20 
batang) perhari berkorelasi dengan height-for-age (HA) z-score balita yang lebih rendah 0,02 
standar deviasi. Temuan ini sejalan dengan Best et al (2008) yang juga melakukan studi di 
Indonesia.

Pemetaan pola belanja makanan antara rumah tangga perokok dan rumah tangga non-
perokok juga menegaskan temuan Block & Webb (2009), di mana rumah tangga perokok 
membelanjakan lebih sedikit sumberdaya untuk bahan makanan bergizi. Secara umum, 
rumah tangga perokok membelanjakan 14-20% pengeluaran makanan untuk produk turunan 
tembakau. Secara nominal, belanja produk turunan tembakau di rumah tangga perokok 
sejalan dengan persentil rumah tangga. Namun ketika dilihat secara relatif, rumah tangga 
perokok kuintil 3 dan 4 membelanjakan lebih banyak dibandingkan kelompok sosioekonomi 
lain.

Jika kita bandingkan antara rumah tangga perokok dan non-perokok di rumah 
tangga B20, rumah tangga perokok hanya membelanjakan 13% dan 17% pengeluaran 
makanan untuk sumber protein serta sayur-buah secara berurutan. Angka ini lebih rendah 
dibandingkan dengan rumah tangga non-perokok yang membelanjakan 18% dan 23% untuk 
pos belanja bahan makanan yang sama. Selisih belanja 5-6% ini ditemukan pada semua 
kelompok sosioekonomi, termasuk pada rumah tangga T20. Rumah tangga perokok T20 
membelanjakan 19% dan 13% pengeluaran makanan untuk sumber protein dan sayur-buah, 
sementara rumah tangga non-perokok membelanjakan 25% dan 16% untuk pos belanja 
yang sama.

Ayah Perokok 1.090*** 0.083***
Merokok di Dalam 1.157*** 0.149***
Konsumsi Rokok Perhari -0.001*** -0.001***
Ibu Lulus SMA+ 0.792*** 0.799*** -0.242*** -0.232*** 0.230***
Mengandung pada Usia Berisiko 1.030*** 1.028*** 0.002***
Usia Saat Mengandung -0.038*** -0.036***
Usia Saat Mengandunĝ 2 0.001*** 0.001***
Ibu Paham Stunting 0.943*** 0.946***

Faktor Ayah Ayah Pekerja Informal 1.034*** 1.033*** 0.034*** 0.033*** -0.031***
Berat Bayi Lahir Rendah 2.161*** 2.161*** -0.574***
Lahir Prematur 1.130*** 1.127***
Vaksinasi 0.753*** 0.758*** -0.318*** -0.311*** 0.131***
Daerah Perkotaan 0.908*** 0.927*** -0.085*** -0.064*** 0.082***
Ruta Pra-sejahtera 1.218*** 1.212*** 0.212*** 0.206*** -0.220***
Air Minum Terstandar 0.952*** 0.958*** -0.049*** -0.042*** 0.112***
Lantai Tanah 1.327*** 1.310*** 0.297*** 0.285*** -0.257***

0.292*** 0.285*** -0.553*** -0.622*** -1.014*** -0.997***

13,661,769 13,661,769 13,742,118 13,742,118 14,040,046 22,175,150
241,319.11 248,323.60 177,923.09 185,567.43 38,598.60 25,985.73

Variabel IndependenKategori Variabel

N
LR-Chi, F-Stat

Faktor Tembakau

Faktor Ibu

Faktor Balita

Faktor Sosioekonomi

Faktor Lingkungan

Konstanta

Logistic Logit OLS
Stunting Status Stunting Status HAZ Score
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Hal ini mengonfirmasi hipotesis bahwa rokok menyerang gizi balita melalui dua 
mekanisme. Pertama, paparan asap rokok, selaiknya paparan asap kebakaran hutan, 
menghambat proses penyerapan nutrisi serta menjadi faktor risiko infeksi saluran 
pernapasan akut (ISPA). Kedua, belanja rumah tangga untuk produk hasil tembakau 
menggerus sumberdaya keuangan yang potensial dibelanjakan untuk sumber protein 
seperti daging dan telur serta vitamin dan mineral seperti sayur dan buah. Semakin besar 
pengeluaran rumah tangga untuk produk turunan tembakau, semakin rendah pengeluaran 
untuk sumber makanan bergizi, sehingga semakin rendah asupan gizi yang diterima ibu 
hamil, ibu menyusui, dan balita. Perilaku ini berujung pada memburuknya status gizi balita 
yang tercermin dari kasus stunting yang dialami.
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Dari hasil olah data SKI 2023 dan SUSENAS Maret 2018-2023 pada bagian sebelumnya, 
nampak bahwa pola perilaku merokok memiliki korelasi yang kuat dan konsisten terhadap 
kasus balita stunting. Untuk itu, kami merekomendasikan sejumlah tindakan pengendalian 
konsumsi tembakau kepada pemerintah sebagai upaya pengentasan balita stunting.

Pertama, perlu adanya komitmen lebih kuat dari pemerintah untuk meningkatkan tarif 
cukai SKM, SPM, dan rokok elektronik dengan besaran nilai yang melebihi pertumbuhan 
ekonomi dan pertumbuhan upah riil. Apresiasi perlu diberikan kepada pemerintah yang 
telah melakukan simplifikasi tier rokok, terutama pada standardisasi antara SKM dan SPM 
yang selama ini dibedakan. Hanya saja, kenaikan tarif cukai rokok terutama pada  ketiga 
kelompok rokok di atas masih terlalu rendah sehingga konsumsi produk tembakau terus 
meningkat setiap tahunnya.

Kedua, kebijakan pengendalian tembakau yang bersifat tarif harus beriringan 
dengan kebijakan non-tarif. Melalui PP 28/2024 tentang Kesehatan, telah diatur mengenai 
standardisasi penjualan SPM, di mana hanya boleh dijual dalam kemasan dengan isi 
sekurangnya 20 batang serta pelarangan penjualan rokok dalam satuan batangan. Penulis 
memandang bahwa kebijakan ini perlu diperluas ke produk SKM yang menguasai lebih dari 
75% pasar rokok konvensional. Dengan ikut memperlakukan standardisasi dan pembatasan 
penjualan SKM sebagaimana SPM, lebih dari 80% rokok konvensional dapat dikendalikan.

Upaya lain yang dapat dilakukan adalah dengan memperketat penjualan dengan 
mewajibkan pembelian rokok dengan pembacaan kartu tanda penduduk. Hal ini ditujukan 
untuk verifikasi aktual, mencegah kelompok usia anak dan pelajar untuk membeli rokok serta 
menjadi data mikro yang berharga untuk targeting kampanye berhenti merokok. Pada awal 
periode, kebijakan ini dapat berdampingna dengan pembatasan tempat penjualan (point-of-
sales) rokok hanya pada kios yang memiliki alat pembaca kartu seperti pada supermarket 
atau minimarket.

Ketiga, pemerintah perlu memutus rantai konsumen perokok dengan mencegah 
munculnya perokok pemula dan perokok anak. Rokok elektronik, baik yang berupa 
konsentrat padat maupun konsentrat cair menjadi media perokok pemula (way in) alih-alih 
metode berhenti merokok (smoking cessation). Untuk itu, penulis mendorong pemerintah 
untuk meregulasi rokok elektronik sehingga tidak memiliki rasa/aroma kopi/buah/makanan 
yang menarik perhatian kelompok usia anak, pelajar, dan perempuan. Selain itu, bentuk dan 
warna rokok elektronik juga perlu diregulasi agar tidak berwarna cerah yang menimbulkan 
rasa penasaran dan ketertarikan kelompok yang perlu diproteksi.

Selanjutnya, Kementerian Kesehatan perlu memasukkan kembali kunjungan rumah 
yang holistik seperti pada Program Indonesia Sehat-Pendekatan Keluarga (PIS-PK) dalam 
program unggulan Integrasi Layanan Primer (ILP). Desain kunjungan rumah, baik oleh kader 
maupun tenaga kesehatan, perlu menggunakan pendekatan yang layanan menyeluruh dan 
tidak bersifat parsial/programatis. Hendaknya dalam kunjungan rumah juga diberikan materi 
upaya berhenti merokok maupun edukasi bahaya merokok di dalam ruangan. Harapannya, 
dengan pendekatan personal dan humanis, anggota rumah tangga yang masih merokok 
dapat mawas diri dan tidak merokok di dalam rumah dengan ibu hamil, ibu menyusui, atau 
balita di dalamnya.
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kuat dalam manajemen sumber daya manusia di sektor kesehatan, 
dengan keahlian dalam pengembangan serta perencanaan tenaga 
kesehatan. Selain itu, ia juga tertarik pada pemantauan institusi, 
evaluasi, dan perencanaan strategis untuk keberlanjutan. Saat ini, 
Dimas mendalami bidang ekonomi dan pembiayaan kesehatan, di 
mana keterampilan dalam akuntansi biaya, dan analisis laporan 
keuangan diuji.

• Trihono pernah bekerja di Badan Penelitian dan Pengembangan 
Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Trihono 
memutuskan untuk bergabung dengan ThinkWell sebagai Senior 
Technical Advisor guna mendukung kebijakan kesehatan yang 
lebih baik serta implementasinya. Dikenal sebagai pribadi yang 
teliti, analitis, dan berorientasi pada hasil, Trihono memiliki 
kemampuan dalam menghasilkan solusi yang efektif dan tepat 
sasaran.
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Pemerintah telah berasil menurunkan prevalensi stunting sebesar 16,1% selama sepuluh 
tahun terakhir yaitu dari 37,6% pada tahun 2013 menjadi 21,5% tahun 2023, namun capaian 
ini belum memenuhi target sebesar 14% pada tahun 2024. Dampak stunting jangka panjang 
dapat menyebabkan kualitas sumber daya manusia yang kurang dan penyakit degeneratif 
saat dewasa. Apabila permasalahan stunting tidak segera diatasi akan berakibat pada 
rendahnya kualitas SDM yang akan datang. Hasil analisis lanjut data SKI 2023 menunjukkan 
ada korelasi yang bermakna antara higiene sanitasi (akses higiene dasar, akses air minum 
layak dasar dan akses sanitasi layak sendiri), asupan/konsumsi gizi (konsumsi protein hewani, 
keragaman makanan minimal balita dan ASI Ekslusif) dan pencegahan infeksi (balita tidak 
diare, balita tidak pneumonia dan imunisasi dasar lengkap) dengan kejadian stunting (r=-0,33 
sampai dengan -0,70). Sesuai hasil analisis tersebut maka percepatan penurunan stunting 
harus dilakukan intervensi pada pemenuhan higiene sanitasi, pemenuhan konsumsi dan 
pencegahan infeksi. Pemenuhan higiene sanitasi melalui peningkatan akses air, sanitasi dan 
kebersihan. Pemenuhan konsumsi gizi seimbang melalui pendekatan warung gizi, dimana 
keluarga yang berisiko dapat memperoleh makanan secara gratis pada warung gizi tersebut. 
Pencegahan infeksi terutama pada penyakit diare dan pneumonia melalui pembenahan 
higiene sanitasi dan perbaikan nutrisi serta wajib imunisasi dasar lengkap.

Pemenuhan Sanitasi dan Konsumsi 
serta Pencegahan Infeksi Merupakan 
Keniscayaan dalam Percepatan 
Penurunan Stunting di Indonesia

RINGKASAN EKSEKUTIF
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World Health Organization (WHO) tahun 2022 melaporkan penduduk dunia usia di 
bawah lima tahun mengalami stunting sebesar 22,3% atau sekitar 148 juta. Balita di Afrika 
dan Asia penyumbang terbanyak stunting secara global. Sekitar 56,60 juta balita di Afrika dan 
49,80 juta balita di Asia mengalami stunting (WHO, 2024). Global nutrition report mencatat 
prevalensi stunting di Asia Tenggara mengalami penurunan selama dua dasawarsa. Stunting 
di Asia Tenggara tahun 2000 sebesar 38% menurun menjadi 31,6% di tahun 2010 dan 27,4% 
tahun 2020. Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 
melaporkan prevalensi stunting di Indonesia mengalami penurunan dari 37,6% tahun 2013 
menurun menjajadi 21,5% tahun 2023 namun penurunan tersebut belum mencapai target 
RPJMN 2020-2024 (Kemenkes RI 2019 & Kemenkes RI 2023). Kekurangan asupan makanan 
bergizi dan atau seringnya terinfeksi penyakit akibat higiene sanitasi yang tidak baik 
merupakan penyebab masalah gizi pada balita. Percepatan penurunan masalah gizi balita 
stunting akan berhasil apabila stakeholders dapat mengidentifikasi dengan tepat penentuan 
prioritas intervensi.

Pemerintah telah berasil menurunkan prevalensi stunting sebesar 16,1% selama sepuluh 
tahun terakhir yaitu dari 37,6% pada tahun 2013 menjadi 21,5% tahun 2023, namun capaian 
ini belum memenuhi target sebesar 14% pada tahun 2024. Terdapat diparitas prevalensi 
stunting antar wilayah. Prevalensi stunting teringgi terdapat Papua Tengah sebesar 39,4% 
dan terendah di Provinsi Bali sebesar 7,2%.  

Balita stunting adalah balita yang memiliki tinggi badan di bawah rata-rata akibat asupan 
gizi yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan, lingkungan dengan higiene sanitasi 
yang tidak baik dan infeksi berulang. Dampak stunting jangka panjang dapat menyebabkan 
kualitas sumber daya manusia yang kurang dan penyakit degeneratif saat dewasa dan 
apabila tidak segera diatasi akan berakibat pada rendahnya kualitas SDM yang akan datang.

Perpres Nomor 42 tahun 2013 dan Perpres Nomor 72 tahun 2021 merupakan upaya 
pemerintah dalam percepatan penurunan stunting melalui intervensi spesifik dan sensitif. 
Penurunan prevalensi stunting belum mencapai target RPJMN dikarenakan program 
intervensi yang ada berdiri sendiri dan belum dilaksanakan terintegrasi dalam bentuk 
program integratif serta adanya penyeragaman intervensi di tiap wilayah.

Keberhasilan percepatan penurunan stunting ditentukan oleh ketepatan pemilihan 
prioritas intervensi. Jika pemerintah tidak tepat memilih prioritas intervensi stunting maka 
percepatan penurunan stunting akan sulit tercapai. Ketersedian data yang valid dan terkini 
merupakan hal mutlak dalam penentuan prioritas intervensi tersebut.

DESKRIPSI MASALAH

LATAR BELAKANG
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Hasil analisis lanjut data SKI 2023 
menunjukan ada korelasi negatif yang  
antara higiene sanitasi (akses higiene 
dasar; r = -0,70, akses air minum layak 
dasar; r = -0,61) dan akses sanitasi layak 
sendiri; r = -0,51), asupan/konsumsi 
gizi (konsumsi protein hewani; r = -0,68, 
keragaman makanan minimal balita; r = 
-0,59, konsumsi TTD ibu hamil ≥90 tablet; 
r = -0,46 dan ASI Eksklusif; r = -0,33) dan 
pencegahan infeksi (balita tidak diare; r 
= -0,62 , balita tidak pneumonia; r = -0,41 
dan imunisasi dasar lengkap; r =-0,52) 
dengan kejadian stunting. 

Akses higiene dasar (CTPS), konsumsi protein hewani, Balita Tidak Diare, Akses 
air minum, keragaman makanan, IDL, sanitasi, TTD ibu hamil, dan Bumil Tidak KEK 
memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap penurunan stunting dibandingkan 
Balita Tidak Pneumonia dan ASI Eksklusif. Sanitasi, konsumsi dan pencegahan infeksi serta 
imunisasi mempunyai kontribusi terhadap pencegahan stunting di Indonesia sebesar 65,2% 
dan sisanya disebabkan oleh faktor lain.

ANALISIS DATA

Gambar 1. Hasil Analisis Data SKI

Gambar 2. Akses Higiene Dasar dan Stunting



K U M P U L A N  P O L I C Y  B R I E F  S I  B I J A K S  A W A R D S  2 0 2 452

Berdasarkan gambar 2 dan gambar 3 terlihat bahwa provinsi pada kuadran 2 dan 4 lebih 
banyak dari provinsi kuadran 1 dan 3. Ini berarti dimana provinsi dengan akses higiene dan 
protein hewani tinggi maka kasus stuntingya semakin rendah dan sebaliknya. Tiap provinsi 
berbeda permasalahan terkait stunting namun permasalahan tersebut akan sama jika 
provinsi tersebut berada pada kelompok kuadran yang sama. Dengan demikian seharusnya 
rekomendasi terhadap perbaikan kebijakan tentang stunting dari pemerintah pusat tidak 
dapat diseragamkan tiap provinsi namun apabila provinsi tersebut ada pada kuadran yang 
sama maka rekomendasi kebijakan bisa sama.

Gambar 3. Kuadran Konsumsi Protein Hewani pada Anak dan Stunting

Gambar 4. Balita Tidak Daire Stunting Gambar 5. IDL dan Stunting
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Gambar 4, gambar 5, gambar 6 dan gambar 7 terlihat bahwa secara umum permasalahan 
stunting dari faktor risikonya mengelompok pada kuadran tertentu. Intervensi percepatan 
penurunan stunting seharusnya memperhatikan provinsi tersebut terletak pada kuadran 
yang mana. Provinsi terletak pada kuadran 1 akan berbeda perlakuan intervensi pada 
provinsi yang terletak pada kuadran 2 atau kudran 3.

Gambar 6. Sanitasi Layak Sendiri dan Stunting Gambar 7. Air Minum Layak Dasar dan Stunting

Gambar 8 dan gambar 9 menunjukkan bahwa faktor kesehatan ibu hamil berkorelasi 
dengan kejadian stunting. Ibu hamil kurang energi kronis (KEK) akibat ibu hamil tersebut 
kurang mengkonsumsi gizi dalam jangka waktu lama berhubungan dengan stunting balita. 
Selain itu, konsumsi tablet tambah darah minimal 90 tablet berhubungan dengan stunting 
pada balitanya. Analis kuadran kedua faktor risiko terbut terlihat pada gambar berikut

Gambar 8. Bumil Konsumsi TTD ≥90 Tablet 
dan Balita Stunting

Gambar 9. Ibu Hamil Tidak KEK dan 
Balita Stunting

Berdasarkan gambar 10 menunjukkan bahwa bayi baru lahir mempunyai prevalensi 
stunting 13,7% dan dengan pemberian ASI ekslusif prevalensi tersebut turun menjadi 13,1%. 
Setelah usia tersebut prevalensi stunting cenderung meningkat dan puncaknya pada usia 24-
35 bulan kemudian menurun dengan bertambahnya usia.

Gambar 10 dapat disimpulkan bahwa sebagian besar kasus stunting diperoleh dari anak 
yang lahir tidak stunting menjadi stunting seiring bertambahnya usia. Namun permasalahan 
stunting telah ada sejak janin yang dikandung oleh ibu hamil KEK dan ibu hamil tidak 
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mengkosumsi TTD, periode awal bayi 0-5 bulan yang tidak mendapatkan ASI Ekskusif. Selain 
itu bayi usia 6-59 bulan kurang menggkonsumsi gizi sesuai kebutuhan dan bayi mendapat 
infeksi karena higiene sanitasi tidak baik serta tidak mendapat imunisasi.

Gambar 10. Stunting Berdasarkan Kelompok Umur & Intervensi

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Intervensi percepatan penurunan stunting berdasarkan intervensi pada prioritas masalah:

1. INTERVENSI SENSITIF dilakukan melalui Pemenuhan higiene sanitasi berupa:

• Komitmen pemerintah provinsi dan kabupaten kota untuk WAJIB MENYIAPKAN 
SANITASI DAN AIR MINUM yang tertuang dalam APBD bagi kelompok masyarakat 
tidak mampu. 

• Reward bagi desa/kelurahan dan kecamatan dalam pecapaian STBM berupa 
anggaran yang digunakan untuk memantau keberlanjutan STBM di wilayah tersebut

2. INTERVENSI SPESIFIK dilakukan melului: 

• Pemenuhan konsumsi Gizi melalui WARUNG GIZI

Pemenuhan konsumsi gizi balita berisiko stunting serta ibu hamil berisiko 
melahirkan anak stunting melaui pendekatan WARUNG GIZI, dimana balita yang 
berisiko stunting serta ibu hamil KEK dapat memperoleh makanan secara gratis 
pada warung gizi tersebut. Makanan yang disiapkan adalah makanan siap saji 
dengan menu lokal dengan penekanan pemenuhan protein hewani dan keragaman 
makanana minimal. Makanan tersebut dikonsumsi langsung oleh penerima 
maanfaat di tempat sehingga dapat memastikan apakah makanan tersebut habis 
dikonsumsi atau ada sisanya selain itu untuk mengetahui daya terima menu yang 



K U M P U L A N  P O L I C Y  B R I E F  S I  B I J A K S  A W A R D S  2 0 2 4 55

REFERENSI

disajikan apakah sesuai atau tidak. Jadwal pemberian makanan dapat dilaksanakan 
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ADD/BOK puskesmas

• Pencegahan infeksi penyakit diare dan pneumonia pada balita melalui pembenahan 
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Indonesia menempati urutan kedua negara dengan beban tuberkulosis (TBC) tertinggi 
dan salah satu negara dengan beban tertinggi TBC resistan obat (RO). Survei Kesehatan 
Indonesia (SKI) tahun 2023 melaporkan prevalensi TBC sebesar 0,30% atau 2.631 kasus. Pada 
2022, diperkirakan terdapat 24.666 kasus TBC RO. Kematian akibat TBC diperkirakan sebesar 
144.000 atau 52 per 100.000 penduduk dan 6.500 atau 2,4 per 100.000 penduduk pada TBC-
HIV.

TBC adalah penyakit yang bisa disembuhkan dengan mengonsumsi obat secara teratur. 
Namun, berdasarkan data SKI 2023 proporsi keteraturan minum obat secara nasional hanya 
62,5%. Permasalahan lain pada TBC RO diantaranya angka keberhasilan pengobatan yang 
masih rendah yaitu 45-50% (target 90%), Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) serius selama 
pasien menjalani pengobatan, dan efek samping obat seperti mual, muntah, dan kesemutan 
pada tangan dan kaki. Selain pasien, pemberi perawatan atau anggota keluarga lain juga 
dapat merasakan penderitaan seperti stress akibat beban perawatan, masalah finansial, 
stigma, dan kedukaan.

Melihat kompleksitas masalah yang dihadapi oleh pasien TBC beserta keluarganya, 
diperlukan upaya komprehensif yang tidak hanya berfokus pada pencegahan, deteksi dan 
pengobatan, tetapi juga secara cermat mengintegrasikan upaya-upaya tersebut dengan 
pelayanan paliatif.

World Health Organization (WHO) mendefinisikan pelayanan paliatif sebagai sebuah 
pendekatan yang diberikan kepada pasien (anak dan dewasa) yang hidup dengan penyakit 
yang mengancam nyawa beserta keluarganya. Target utama pasien TBC yang mendapatkan 

Integrasi Pelayanan Paliatif dalam 
Program Tuberkulosis untuk Mendukung 
Tercapainya Eliminasi Tuberkulosis 
Tahun 2030

RINGKASAN EKSEKUTIF
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Tuberkulosis (TBC) merupakan penyebab kematian terbanyak kedua di dunia setelah 
coronavirus disease (COVID-19). Pada tahun 2022, terdapat 7,5 juta infeksi baru TBC di dunia 
dan lebih dari 10 juta orang terdiagnosis TBC setiap tahunnya. Indonesia menempati urutan 
kedua negara dengan beban TBC tertinggi dan salah satu negara dengan beban tertinggi TBC 
resistan obat (RO) (WHO, 2023).

Terlepas dari adanya komitmen Indonesia untuk mencapai eliminasi TBC tahun 2030, 
penanggulangan TBC belum sepenuhnya menunjukkan hasil yang optimal. Survei Kesehatan 
Indonesia(SKI) tahun 2023 melaporkan prevalensi TBC sebesar 0,30% atau 2.631 kasus 
(BKPK, 2023). Pada 2022, diperkirakan terdapat 24.666 kasus TBC RO. Kematian akibat TBC 
diperkirakan sebesar 144.000 atau 52 per 100.000 penduduk dan 6.500 atau 2,4 per 100.000 
penduduk pada TBC-HIV (Kemenkes RI, 2023). 

Kondisi penanganan TBC yang belum optimal ini diperparah oleh beberapa permasalahan 
lainnya. Pertama, angka keberhasilan pengobatan yang tergolong rendah, yaitu 45-50% atau 
setengah dari target capaian 90% yang dicanangkan. Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) serius 
selama pasien menjalani pengobatan seperti meninggal (337 kasus ditemukan pada tahun 
2022) juga menjadi permasalahan yang perlu perhatian khusus. Terdapat juga kasus-kasus 
efek samping obat seperti mual, muntah, dan kesemutan pada tangan dan kaki (Kemenkes 
RI, 2023). 

Selain permasalahan berimplikasi fisiologis, kebutuhan akan dukungan psikologis dan 
sosial yang tergolong isu-isu paliatif menjadi salah satu permasalahan paling memberatkan 
pasien dengan TBC resisten obat yang seharusnya mendapatkan perhatian khusus (Harding, 
Defilippi, & Cameron, 2016; Pianzova, & Kopilova, 2015). World Health Organization (WHO) 
menegaskan bahwa perawatan paliatif diperlukan dalam penanganan TBC resisten obat 
(Connor & Sepulveda, 2014). Secara umum, pentingnya perawatan paliatif sebagai bagian 
dari kesatuan mekanisme pelayanan kesehatan ditegaskan dalam Perjanjian Internasional 
Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang 
dikukuhkan pada 2001 (Powell et al., 2015). Perjanjian ini menyatakan bahwa negara-negara 
berkewajiban menjamin hak-hak yang setara setiap orang akan akses terhadap pelayanan 
kesehatan yang bersifat preventif, kuratif dan paliatif (Powell et al., 2015).

Oleh karena itu, diperlukan upaya komprehensif yang tidak hanya berfokus pada 
pencegahan, deteksi dan pengobatan, tetapi juga secara cermat mengintegrasikan  upaya-
upaya tersebut dengan pelayanan paliatif. WHO mendefinisikan pelayanan paliatif sebagai 
sebuah pendekatan yang diberikan kepada pasien (anak dan dewasa) yang hidup dengan 

pelayanan paliatif diantaranya TBC sensitif obat (SO) (koinfeksi TBC-HIV dan TBC ekstraparu) 
dan TBC RO (Multidrug Resistant [MDR] dan Extensively Drug Resistance [XDR]).

Integrasi pelayanan paliatif ke dalam program TBC diharapkan dapat meringankan 
penderitaan pasien dan keluarganya, meningkatkan kepatuhan terapi, manajemen gejala 
fisik dan efek samping pengobatan, perawatan akhir hidup, serta pendampingan masa 
berduka jika pasien meninggal.

LATAR BELAKANG
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penyakit yang mengancam nyawa beserta keluarganya. Pendekatan ini bertujuan untuk 
meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarganya dengan cara mencegah dan mengurangi 
gejala yang muncul (gejala fisik, psikologis, sosial, atau spiritual) (WHO, 2016).

Salah satu negara di dunia yang menerapkan perawatan paliatif untuk penanganan 
TBC adalah Lesotho. Model perawatan paliatif yang diterapkan oleh Lesotho berbasis pada 
perawatan rumah yang memberdayakan masyarakat – meliputi tenaga kesehatan bahkan 
para kepala desa – untuk memberikan edukasi serta mempraktikkan perawatan paliatif secara 
aktual (Harding et al., 2012). Para pekerja kesehatan yang berpartisipasi dalam program tidak 
hanya dilatih untuk mengetahui prosedur medis yang berkenaan dengan perawatan fisik, 
tetapi juga dibekali dengan keterampilan untuk memberikan dukungan psikososial (Harding 
et al., 2012). Model yang diterapkan mencakup pemberian dukungan sosial, penyediaan 
nutrisi yang baik, pengobatan terobservasi langsung, serta berfokus  pada pengendalian rasa 
sakit dan gejala (Harding et al., 2012; Seung et al., 2009). Hasilnya, pada 2008, dari 150 pasien 
yang dirawat di bawah naungan program ini, 65% berhasil diobati (Harding et al, 2012). 

Salah satu manfaat berharga dan terpenting dari upaya promosi perawatan paliatif 
bagi penderita TBC adalah rasa penghormatan dan penyediaan harapan bagi para pasien 
untuk tidak kehilangan martabat serta kepuasan batin yang diperoleh dari dukungan 
yang meringankan penderitaannya (Upshur, Singh, & Ford,2009). Oleh karena itu, integrasi 
pelayanan paliatif ke dalam Strategi Nasional Penanggulangan Tuberkulosis adalah salah 
satu harapan besar bagi tercapainya cita-cita nasional untuk mengeliminasi TBC di Indonesia 
tahun 2030 serta meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarganya. Perawatan paliatif 
memantik sebuah refleksi mendalam bahwa upaya-upaya melindungi segenap tumpah-
darah bangsa Indonesia melalui kebijakan dan sistem kesehatan tidak hanya disandarkan 
pada tujuan menyehatkan jasmani, tetapi juga melapangkan hati dan merawat mental, yang 
semuanya adalah kesatuan penopang hidup setiap manusia.

TBC adalah penyakit yang bisa disembuhkan dengan minum obat secara teratur. 
Namun, berdasarkan data SKI 2023 proporsi keteraturan minum obat secara nasional hanya 
62,5%. Alasan pasien TBC tidak teratur minum obat diantaranya sudah merasa sehat (32,4%), 
obat tidak tersedia di fasyankes (34,3%), tidak tahan efek samping obat (7,5%), minum obat 
tradisional (2,7%), bosan/malas minum obat secara rutin (12,2%), atau alasan lainnya (10,8%) 
(BKPK, 2023).

Pasien TBC, dan umumnya pada pasien TBC RO, dapat mengalami penderitaan bio-
psiko-sosial yang berkaitan dengan penyakit, efek samping pengobatan, dan komorbiditas. 
Penderitaan ini dapat berupa nyeri, sesak nafas, ansietas, depresi, keinginan bunuh diri, 
stigma, dan diskriminasi. Selain pasien, pemberi perawatan atau anggota keluarga lain juga 
dapat merasakan penderitaan seperti stress akibat beban perawatan, masalah finansial, 
stigma, dan kedukaan (WHO, 2022).

Kompleksitas masalah ini memerlukan pelayanan komprehensif yang dapat memenuhi 
kebutuhan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual bagi pasien dan keluarga. Sayangnya, 
implementasi penatalaksanaan TBC di Indonesia masih berfokus pada gejala fisik.

DESKRIPSI MASALAH



K U M P U L A N  P O L I C Y  B R I E F  S I  B I J A K S  A W A R D S  2 0 2 460

WHO dalam Global Atlas of Palliative Care (2020) menyebutkan kesadaran mengenai 
pemberian pelayanan paliatif pada pasien TBC RO masih tergolong baru. Hal ini dikarenakan 
TBC merupakan penyakit yang dapat disembuhkan dan masih adanya kesalahpamahaman 
mengenai konsep pelayanan paliatif di kalangan tenaga kesehatan dan pembuat kebijakan 
(Hughes & Syman, 2018).

Secara tradisional, pelayanan paliatif dipahami sebagai pelayanan yang diberikan 
pada tahap terminal ketika tidak ada lagi terapi kuratif. Sehingga, fokus pelayanan adalah 
menyiapkan pasien dan keluarga untuk menghadapi kematian. Namun, referensi terbaru 
menyebutkan bahwa pelayanan paliatif dapat diberikan sejak awal pasien didiagnosis dan 
diberikan bersamaan dengan terapi kuratif. Kemudian berlanjut setelah kematian pasien 
(gambar 1) (Murray et al., 2005).

Gambar 1. Konsep pelayanan paliatif

WHO dalam Global Atlas of Palliative Care (2014) menyebutkan TBC RO sebagai salah 
satu kondisi yang memerlukan pelayanan paliatif. Pelayanan paliatif tidak hanya mengurangi 
penderitaan pasien, tetapi juga dapat meningkatkan outcome pengobatan dan meningkatkan 
kepatuhan terapi agar penularan TBC dapat dicegah (WHO, 2022). Di Indonesia, pelaksanaan 
pelayanan paliatif diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
HK.01.07/MENKES/2180/2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Paliatif.

Target utama pasien TBC yang mendapatkan pelayanan paliatif diantaranya TBC sensitif 
obat (SO) (koinfeksi TBC-HIV dan TBC ekstraparu) dan TBC RO (Multidrug Resistant [MDR] dan 
Extensively Drug Resistance [XDR]) (Connor, 2018). 

REKOMENDASI KEBIJAKAN
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Waktu dan Tempat Pemberian Pelayanan Paliatif bagi Pasien TBC

Pengkajian kebutuhan pelayanan paliatif pada pasien TBC dilakukan saat pasien 
didiagnosis dan diberikan bersamaan dengan pengobatan TBC untuk meringankan 
penderitaan pasien, manajemen efek samping pengobatan, mengatasi komorbiditas, serta 
dukungan psikososial dan spiritual (WHO, 2022 dan KMK RI, 2023). Penilaian terhadap 
kebutuhan pelayanan ini dapat dilakukan dengan menggunakan skor penapisan paliatif 
yang terdapat dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/
MENKES/2180/2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Paliatif atau berdasarkan 
penilaian klinis dari tim multidisiplin. 

Kebutuhan perawatan bagi pasien dan keluarga dapat berubah sepanjang perjalanan 
penyakit TBC, sehingga pengkajian kebutuhan terhadap pelayanan paliatif ini perlu dilakukan 
secara regular oleh tenaga kesehatan selama pasien menjalani pengobatan TBC (WHO, 2016).

Pelayanan paliatif perlu tersedia disemua level fasilitas pelayanan kesehatan, yaitu 
(WHO, 2016, WHO, 2022, & KMK, 2023):

1. rumah sakit khusus paru dan TBC;

2. rumah sakit umum yang memiliki unit TBC;

3. rumah sakit umum tingkat Kabupaten/ kota;

4. klinik TBC ditingkat komunitas; 

5. pusat kesehatan komunitas (dalam konteks Indonesia dapat diselenggarakan di 
Puskesmas), dan

6. rumah pasien.

Pemberi Pelayanan Paliatif

Pelayanan paliatif dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pelayanan paliatif umum dan 
pelayanan paliatif spesialis. Pelayanan paliatif umum dapat diberikan oleh tenaga kesehatan 
(dokter dan perawat) yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan primer (WHO, 2022). Di 
Indonesia, Puskesmas merupakan salah satu institusi penyelenggara pelayanan kesehatan 
tingkat pertama yang dapat memberikan pelayanan paliatif (KMK, 2023). Oleh karena itu, 
prinsip dasar pelayanan paliatif perlu dimasukkan dalam kurikulum pelatihan bagi tenaga 
kesehatan yang terlibat dalam penanganan pasien TBC (Hughes & Syman, 2018).

Tim paliatif Puskesmas paling sedikit terdiri atas dokter, perawat, dan kader (KMK, 
2023). Tim ini perlu diberikan pelatihan paliatif dasar agar dapat menangani kasus-kasus 
yang termasuk ke dalam kategori paliatif umum seperti penilaian kebutuhan pelayanan, 
manajemen efek samping obat, pemantauan kepatuhan pengobatan, dan memberikan 
dukungan psikososial. 

Pelayanan paliatif spesialis diberikan di tingkat Rumah Sakit (RS). Tim paliatif RS 
terdiri dari tim interdisiplin yaitu dokter, dokter spesialis, perawat, apoteker, psikolog klinis, 
fisioterapis, nutrisionis, kader, relawan, pelaku rawat (care worker), rohaniawan, dan pekerja 
sosial medis (KMK, 2023). Tim ini menangani kasus yang lebih kompleks seperti perburukan 
gejala atau kondisi akut yang memerlukan tindakan medis spesialistik.
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End-of-life Care pada Pasien TBC

End-of-life care diberikan ketika terapi kuratif sudah tidak dapat diberikan dengan 
tujuan mengoptimalkan kenyamanan dan kualitas hidup pasien, mencegah penularan, serta 
melindungi komunitas. Pada fase ini, rencana perawatan diantaranya (WHO, 2022):

1. menghentikan pengobatan TB yang tidak bermanfaat bagi pasien, 

2. memulai perawatan akhir hidup dengan memperhatikan kontrol terhadap infeksi.
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Penyakit tidak menular (PTM) menjadi tantangan serius bagi kesehatan masyarakat 
Indonesia. Prevalensi hipertensi pada usia ≥18 tahun menurun dari 34,1% (2018) menjadi 
30,8% (2023), namun prevalensi DM pada usia ≥15 tahun meningkat dari 10,9% menjadi 
11,7%, dengan 50,2% di antaranya adalah DM Tipe 2.

Hipertensi dan diabetes juga berkontribusi besar terhadap disabilitas (melihat, 
mendengar, berjalan) serta menyebabkan peningkatan anggaran untuk biaya perawatan.

Peningkatan perilaku konsumsi makanan dan minuman berisiko bagi kesehatan 
terjadi secara signifikan. Edukasi PTM yang difokuskan pada orang dewasa terbukti belum 
efektif menurunkan prevalensi DM, terutama pada usia muda. Usaha Kesehatan Sekolah 
(UKS) sebagai pilar utama kesehatan di sekolah masih belum berjalan dan berfungsi secara 
maksimal

Kebijakan pembentukan pemahaman dan perilaku sehat yang lebih efektif perlu 
diterapkan untuk mencegah dan menurunkan angka PTM secara signifikan. Pembentukan 
perilaku ini membutuhkan waktu dan idealnya ditanamkan sejak usia dini. 

Kebijakan pencegahan PTM perlu dilakukan pada anak sejak usia sekolah. Kebijakan 
mengintegrasikan literasi kesehatan tentang PTM ke dalam kurikulum pendidikan dasar dan 
menengah adalah sangat penting. Pendekatan ini akan memastikan anak-anak mendapatkan 
pengetahuan dan keterampilan kesehatan, sehingga akan terbentuk kebiasaan untuk 
menerapkan gaya hidup sehat sejak dini. Selain itu, revitalisasi UKS dan monitoring jajanan 
di kantin sekolah untuk membatasi akses anak-anak dari makanan dan minuman tinggi gula 
serta natrium.

Integrasi Literasi Kesehatan Penyakit  
Tidak Menular pada Anak Usia Sekolah: 
Strategi Peningkatan Kesehatan dalam 
Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah

RINGKASAN EKSEKUTIF
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Penyakit Tidak Menular (PTM) telah menjadi tantangan kesehatan masyarakat yang 
mendesak di seluruh dunia. Penyakit-penyakit utama seperti kardiovaskular, diabetes, 
kanker, dan penyakit pernapasan menyumbang 80% dari semua kematian dini akibat PTM 
(World Health Organization, 2023). Di Indonesia, hipertensi dan diabetes menjadi perhatian 
utama karena tingginya prevalensi serta peran mereka sebagai faktor risiko utama penyakit 
jantung dan pembuluh darah. Angka kejadian hipertensi pada penduduk usia ≥18 tahun 
belum menunjukkan penurunan yang signifikan, hanya 3,3%. Di samping itu, angka diabetes 
justru meningkat dari 10,9% menjadi 11,7% (Kementrian Kesehatan RI, 2023; Riskesdas, 
2018). Sumber lain menyebutkan angka kejadian diabetes di Indonesia akan melonjak 
drastis dari 9,19% (18,69 juta kasus) pada 2020 menjadi 16,09% (40,7 juta kasus) pada 2045, 
meningkat sebesar 75,1% dalam 25 tahun dengan rata-rata kenaikan tahunan sebesar 3% 
(Wahidin et al., 2024). 

Akibat semakin tingginya kejadian PTM serta bergesernya pola penyakit 
menyebabkan angka mortalitas dan morbiditas meningkat. Sebesar 59,1% penyebab 
disabilitas pada penduduk usia 15 tahun ke atas disebabkan oleh penyakit, di mana 
53,5% di antaranya adalah PTM, terutama hipertensi (22,2%) dan diabetes (10,5%)
(Kementrian Kesehatan RI, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan dan upaya 
pencegahan maupun perawatan saat ini belum memberikan hasil yang maksimal. 

Meningkatnya Perilaku Konsumsi  
Makanan dan Minuman yang Tidak Sehat

SKI 2023 memperhitungkan perilaku berisiko terhadap kesehatan dengan 
menyajikan beberapa perilaku yang berkaitan dengan PTM. Faktor risiko yang terkait 
dengan penyakit tidak menular antara lain perilaku merokok dan penggunaan tembakau, 
konsumsi makanan berisiko terhadap kesehatan, konsumsi minuman beralkohol, dan 
kurang aktivitas fisik.

Persentase Kebiasaan (%) Riskesdas 2018
% (A)

SKI 2023
% (B) Gap (A-B)%

Merokok satu bulan terakhir 28.9 27,2 1,7

Konsumsi Makan Manis 47,8 56,2 8,4

Minuman Beralkohol 3.3 2,2 1,1

Konsumsi Minuman Manis 30,2 43,3 13,1

Konsumsi Makanan Asin 43 52,2 9,2
Konsumsi Makanan berlemak/gorengan/

berkolesterol 45 51,7 6,7

Konsumsi Makanan Instan 58,5 60,7 2,2

Makanan Dibakar 33,9 41,3 7,4

Tabel 1. Perbandingan Persentase Perilaku Berisiko Terhadap Kesehatan 
Berdasarkan Hasil Riskesdas 2018 dan SKI 2023

DESKRIPSI MASALAH

LATAR BELAKANG
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Tabel 1 menunjukkan bahwa hampir semua perilaku berisiko meningkat, kecuali 
merokok dan konsumsi alkohol yang hanya turun sedikit sebesar 1%. Kenaikan tajam dapat 
terlihat pada kebiasaan konsumsi minuman manis dan makanan asin, dimana kedua hal 
tersebut adalah pemeran utama penyebab diabetes dan hipertensi. 

Pola yang sama terjadi pada aktivitas fisik. Masyarakat yang melakukan aktifitas fisik 
hanya 62,6% sedangkan 37,4% masih kurang. Sedangkan alasan yang mendominasi mereka 
tidak melakukan aktifitas fisik adalah karena tidak ada waktu (48,7%) dan malas (32,6%) 
selebihnya adalah karena sudah lansia dan tidak ada teman. Aktifitas fisik memiliki banyak 
manfaat yang akan sangat rugi jika tidak dilakukan secara teratur.

Gambar 1. Manfaat Aktifitas Fisik Bagi Kesehatan

Program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Belum Efektif
Periode anak dan remaja adalah fase krusial dalam pembentukan pola perilaku, di mana 

perkembangan fisik, emosional, kognitif, dan sosial terjadi secara cepat (Inchley et al., 2020)
(Prihanto et al., 2021). Pada tahap ini, banyak faktor risiko perilaku untuk PTM mulai terbentuk 
dan terbawa hingga dewasa. Program UKS yang ada saat ini belum memberikan hasil yang 
memadai dalam menekan prevalensi PTM di kalangan remaja.  Pengelolaan UKS yang efektif 
dapat mendukung perilaku sehat dan perkembangan siswa. Evaluasi menunjukkan tim UKS 
menghadapi masalah dalam organisasi, kurangnya media promosi kesehatan, kesulitan 
konsultasi kesehatan mental, dan kegagalan mengembangkan kantin sehat (Vionalita et al., 
2021).

Penyakit Tidak menular Berdampak Pada Perekonomian
PTM berkontribusi pada beban ekonomi dan sosial yang semakin meningkat. Riset 

Mercer Marsh Benefits (MMB) memproyeksikan kenaikan biaya kesehatan global sebesar 
11,6%, Asia 11,4%, dan Indonesia hingga 13,0%, yang berpotensi memperburuk masalah 
kesehatan jika tidak ditangani dengan serius. Pemerintah telah menyesuaikan tarif pelayanan 
kesehatan dan meningkatkan anggaran kesehatan dari Rp119,9 triliun pada 2020 menjadi 
Rp187,5 triliun pada 2024. Fokus utama harus beralih ke upaya preventif dan promotif, 

Aktivitas fisik berperan penting 
dalam pencegahan penyakit tidak 
menular di setiap tahap kehidupan. 
Setiap gerakan tubuh yang 
membakar kalori bermanfaat bagi 
kesehatan, termasuk meningkatkan 
kesehatan mental, kepercayaan 
diri, kualitas tidur, energi, dan 
mengurangi risiko penyakit kronis. 
Aktivitas fisik secara rutin juga 
membantu mencegah penyakit 
seperti stroke, penyakit jantung, 
kanker, tekanan darah tinggi, dan 
osteoporosis (Saqib et al., 2020)
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mengingat tingginya angka kematian akibat PTM seperti stroke, diabetes, dan jantung yang 
mencapai 87,14% (Pradana, 2024).

Intervensi Dini Melalui Integrasi Literasi Kesehatan Pada Kurikulum Pendidikan
Masa anak-anak dan remaja merupakan masa yang penting dalam proses pembentukan 

perilaku. Sehingga harus diawali dengan pemahaman serta sikap yang baik. Edukasi 
kesehatan sangat penting karena banyak perilaku kesehatan yang dimulai sejak masa remaja 
dan berlanjut hingga dewasa. Edukasi yang efektif dapat meningkatkan pengetahuan, 
sikap, dan praktik yang baik, yang pada akhirnya membantu mencegah dan mengendalikan 
penyakit tidak menular seperti diabetes (Arlinghaus & Johnston, 2018). 

Pencegahan adalah dasar dari sistem kesehatan masyarakat. Literasi kesehatan, yaitu 
kemampuan memahami dan menggunakan informasi untuk keputusan yang tepat, sangat 
penting. Rendahnya literasi ini meningkatkan rawat inap, penggunaan layanan darurat, dan 
biaya kesehatan, serta memperlambat diagnosis dan pengobatan, yang berdampak buruk 
pada kesehatan (Benjamin, 2011; Liu et al., 2020).

Sasaran utama dari kebijakan ini adalah Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan untuk 
merancang dan mengimplementasikan literasi kesehatan terkait penyakit tidak menular 
(PTM) di tingkat sekolah.

1. Integrasi literasi kesehatan mengenai PTM dalam kurikulum pendidikan dasar 
dan menengah sangat diperlukan. Dengan memberikan pengetahuan kesehatan sejak 
dini, kita dapat membentuk pola hidup sehat berkelanjutan. Siswa akan memahami 
pentingnya aktivitas fisik, pola makan sehat, serta bahaya merokok dan alkohol. 
Upaya ini bisa dimulai dengan mengintegrasikan PTM dalam kurikulum, melatih guru, 
mengembangkan modul, dan bekerja sama dengan pihak kesehatan. Beberapa alternatif 
yang dapat dilakukan diantaranya:

a. Alternatif Pertama
Menjadwalkan satu jam sebelum pembelajaran setiap Senin setelah upacara untuk 
diberikan materi kesehatan oleh perwalian masing-massing kelas.

b. Alternatif Kedua
Mengadakan literasi kesehatan sebulan sekali sebagai bagian dari mata pelajaran 
Bimbingan Konseling (BK), di mana setiap pertemuan dilengkapi dengan informasi 
dan diskusi mengenai gaya hidup sehat dan pencegahan PTM.

c. Alternatif Ketiga
Mengintegrasikan literasi kesehatan dalam mata pelajaran tertentu sesuai dengan 
muatan P5 (Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila), sehingga siswa mendapatkan 
pembelajaran yang terkait dengan perilaku hidup sehat secara terpadu dalam 
berbagai mata pelajaran.

2. Revitalisasi UKS penting sebagai pilar utama peningkatan kesehatan siswa. Dengan 
memperkuat fungsi UKS, sekolah dapat lebih aktif membentuk perilaku hidup sehat. 
Revitalisasi harus memastikan fasilitas kesehatan yang memadai, program edukasi 
yang komprehensif, dan partisipasi aktif seluruh komunitas sekolah. UKS yang optimal 

REKOMENDASI KEBIJAKAN
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tidak hanya menjaga kesehatan fisik siswa, tetapi juga membangun kesadaran akan 
pentingnya pencegahan penyakit.

3. Evaluasi jajanan di kantin sekolah dan monitoring jajanan di sekitar sekolah penting 
untuk melindungi kesehatan siswa. Dengan membatasi akses terhadap makanan dan 
minuman tinggi gula dan natrium, kita dapat mencegah masalah kesehatan sejak dini. 
Kebijakan ini harus memastikan kantin menyediakan makanan sehat sesuai standar gizi, 
serta pengawasan ketat terhadap penjual di sekitar sekolah, guna mengurangi risiko 
obesitas dan mencegah penyakit tidak menular. Beberapa hal dapat dilakukan adalah:

a. Standarisasi Menu Sehat di Kantin Sekolah
b. Pembatasan Jajanan di Luar Sekolah
c. Edukasi dan Pelatihan bagi Pengelola Kantin
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Merokok merupakan kebiasaan menghisap rokok sehari-hari dan menjadi kebutuhan 
yang tidak bisa dihindari bagi yang mengalami kencenderungan terhadap rokok. Habituasi 
ini tanpa disadari adalah target dari industri tembakau dan rokok yang sejak usia muda 
diyakinkan untuk mulai merokok sehingga generasi ini akan berhasil direkrut sebagai 
konsumen yang ketagihan seumur hidupnya untuk tetap merokok apapun status sosial 
ekonominya dan strata kehidupannya.

Data WHO (2018), sekitar 1 milyar orang di dunia (1/7) populasi manusia di dunia 
menjadi perokok aktif dan 80% perokok dunia ini berasal dari negara berkembang atau 
negara berpendapatan menengah dan miskin, termasuk Indonesia. Terbukti dari hasil Survei 
Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, bahwa jumlah perokok aktif diperkirakan mencapai 70 juta 
orang, dengan 7,4% di antaranya perokok berusia 10-18 tahun. Kategori usia ini (anak dan 
remaja) mengalami peningkatan jumlah perokok yang signifikan yaitu 18,4% (perokok usia 
10-14 tahun) dan 56,5 % (perokok usia 15-19 tahun). Sedangkan data GYTS (Global Youth 
Tobacco Survey) 2019, bahwa prevalensi perokok pada anak sekolah usia 13-15 tahun naik 
dari 18,3% (2016) menjadi 19,2% (2019). 

Untuk itu penulis menawarkan solusi alternative atau punishman terhadap  hal 
tersebut, diantarannya :

1. CASN, ASN/PPPK/Karyawan dan Pimpinan pada lingkup kerja Kesehatan dan 
Pendidikan mempersyaratankan TIDAK merokok dan mengkonsumsi tembakau.

2. Jika terdapat pelanggaran, diberlakukan tindakan tegas TURUN jadi staf biasa / 
PEMUTUSAN hubungan kerja.

Keyword : Mafia Perokok, Oknum, ATR, Instansi Pemerintah

Mengeliminasi Tumbuhkembangnya 
Mafia Perokok dan Konsumsi Tembakau 
bagi Oknum Pejabat Pengambil Kebijakan 
/Publik Figur pada ATR di Instansi/
Lembaga Pemerintah

RINGKASAN EKSEKUTIF
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Merokok adalah suatu kebiasaan menghisap rokok dalam kehidupan sehari-hari 
dan menjadi suatu kebutuhan yang tidak bisa dihindari bagi orang yang mengalami 
kencenderungan terhadap rokok. Habituasi ini tanpa disadari adalah target dari industri 
tembakau dan rokok yang sejak usia muda diyakinkan untuk mulai merokok sehingga 
generasi ini akan berhasil direkrut sebagai konsumen yang ketagihan seumur hidupnya untuk 
tetap merokok apapun status sosial ekonominya dan strata kehidupannya, termasuk oknum 
pejabat pengambil kebijakan dan publik figur yang tumbuhkembangnya semakin merajalela 
pada ATR di Instansi/Lembaga Pemerintakan atau Kawasan Publik Tanpa Rokok (KTR).

Perilaku merokok dan konsumsi tembakau merupakan kebiasaan konsumsi rokok 
hisap, elektronik, shisha dan tembakau kunyah di dalam rumah atau dalam gedung termasuk 
di area larangan KTR yang seringkali prilaku mereka tidak sesuai dengan norma kepantasan/
kepatutan (prilaku baik). Artinya sebuah peraturan dianggap sepele bahkan ketinggalan 
seiring perkembangan teknologi dan informasi, sehingga peraturan tersebut perlu ditinjau 
kembali atau diubah sesuai dengan moderenisasi kehidupan saat ini, terutama peraturan 
KTR yang pada kenyataannya diabaikan/dianggap tidak ada walau disetiap KTR terdapat 
himbauan larangan merokok. Maka peraturan tersebut sebaiknya diupayakan perubahannya 
memberikan dampak dan manfaat baik bagi yang tidak merokok atau perokok itu sendiri, 
terutama oknum pejabat pengambil kebijakan / publik figur dan melakukan penegakan 
hukum yang tegas dan adil bagi pelanggar tentunya akan menjadi solusi terbaik dan/atau 
berefek jera bagi oknum tersebut serta memberi dampak edukasi bagi generasi muda 
kedepannya.

Di negeri ini telah melahirkan peraturan perundang-undangan tentang rokok, 
dampaknya bagi kesehatan dan bahayanya bagi kehidupan, dan turunannya di beberapa 
daerah provinsi serta kabupaten/kotanya telah menerbitkan dan menetapkan ketentuan/
persyaratan/awig-awig atau peraturan daerah/kabupaten/kota tentang rokok. Peraturan 
tersebut sepertinya tak punya kekuatan/nyali dan tak berefek sama sekali terhadap oknum 
perokok pengambil kebijakan dan publik figur yang melanggar peraturan tersebut, bahkan 
semakin lupa akan hubungan tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara sehingga tak 
peduli dan acuh tak acuh dengan dirinya / egoistisnya. 

Contoh kasus (Ashadi, 2016) tentang Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara 
Barat Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah terkait 
Bidang Kesehatan, masih menuai kontroversi dan terdapat beberapa kendala yang dihadapi, 
diantaranya ; (i) DINKES dan RSUD belum ada petugas khusus penegak KTR, (ii) masih ada 
yang merokok secara sembunyi-sembunyi, (iii) mengingatkan orang untuk tidak rokok tidak 
mudah karena sudah menjadi habituasi/budaya dan menjadi sumber mata pencaharian 
masyarakat setempat, (iv) kunjungan/orang yang datang di RSUD setiap saat silih  berganti, 
(v) area DINKES dan RSUD sangat luas sehingga tidak mudah melakukan pengontrolan 
perokok, (vi) partisipasi dan peran serta masyarakat masih rendah, dan (vii) para pengusaha 
rokok masih diberi kelonggaran dalam memproduksi rokok, serta (viii) lemahnya penegakan 
sanksi oleh aparat penegak hukum.

Hasil Survey Kesehatan Indonesai (SKI) 2023, terkait perilaku merokok dan konsumsi 
tembakau terutama indikator merokok dalam gedung / ruangan, berada di dekat orang 
yang merokok dalam ruangan tertutup dan konsumsi tembakau kunyah untuk Provinsi 

LATAR BELAKANG
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Nusa Tenggara Barat masuk dalam peringkat 10 besar bahkan diatas rata-rata interval Nasional, 
sebagaimana data berikut :

Keterangan  Gambar :
• MDGR = Merokok Dalam Gedung / Ruangan
• BDOM = Berada Dekat Orang Merokok
• KMTK = Kebiasaan Mengunyah Tembakau Kunyah

World Health Organization (WHO) (2018) menyatakan bahwa sekitar 1 milyar orang di dunia 
(1/7) dari populasi manusia di dunia menjadi perokok aktif dan 80% perokok dunia ini berasal dari 
negara berkembang atau negara berpendapatan menengah dan miskin, termasuk Indonesia. Hal ini 
dibuktikan dari hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menunjukkan bahwa jumlah perokok 
aktif diperkirakan mencapai 70 juta orang, dengan 7,4% di antaranya perokok berusia 10-18 tahun. 
Kategori usia ini (anak dan remaja) mengalami peningkatan jumlah perokok yang signifikan yaitu 
18,4% (perokok usia 10-14 tahun) dan 56,5 % (perokok usia 15-19 tahun). Sedangkan data GYTS 
(Global Youth Tobacco Survey) 2019, bahwa prevalensi perokok pada anak sekolah usia 13-15 tahun 
naik dari 18,3% (2016) menjadi 19,2% (2019). Maka kelompok anak dan remaja ini yang terus 
menjadi penyumbang terbesar tumbuhkembangnya jumlah perokok di masa depan (usia produktif 
dan tuanya) bahkan saat mereka bekerja dan bahkan menjadi oknum pejabat pengambil kebijakan 
atau publik figur akan menggiringnya menjadi mafia perokok sebagai musuh tersembunyi dalam  
memerangi kebiasan merokok dan konsumsi tembakau di negeri ini, 

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis memberanikan diri untuk menjadi mujahid/
oposisi terdepan terhadap segala bentuk promosi dan pelanggaran kebijakan terhadap eliminasi 
kebiasaan merokok dan konsumsi tembakau yang banyak menimbulkan kerugian/kemudaratan 
bagi masyarakat, bangsa dan negara. Untuk itu kami menawarkan solusi alternatif atau punishment 
terhadap oknum atau publik figur yang tidak mengindahkan aturan/norma/hukum yang berlaku, 
diantaranya :

1. Pelamar / CASN, ASN / PPPK / Karyawan / Tenaga Kerja dan Pimpinan / Pejabat Esselon 
pada lingkup kerja Kesehatan dan Pendidikan mempersyaratkan TIDAK merokok dan 
mengkonsumsi tembakau.

2. Jika terdapat pelanggaran sebagaimana point 1 (satu), diberlakukan tindakan tegas 
PEMUTUSAN hubungan kerja dan yang bersangkutan termasuk kategori Rekomendasi 
Rapor Merah untuk mencari dunia kerja lainnya dan sanksi sosial dalam kehidupan.

3. Persyaratan TIDAK merokok dan mengkonsumsi tembakau bagi calon pejabat / 
esselonisasi dan pelanggaran oleh oknum pejabat pengambil kebijakan pada instansi/
lembaga Pemerintah diberi punishman turun jabatan atau menjadi staf biasa.
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4. Melakukan Monitoring dan Evaluasi berkala dan masif terhadap penerapan 
kebijakan ini dari Pusat sampai Daerah (Pemangku Kepentingan, Masyarakat Adat 
dan Masyarakat akar rumput).

5. Keberpihakan/kepedulian Pemerintah Pusat dan Daerah dalam bentuk dukungan 
moril/spiritual dan fasilitasi anggaran terhadap upaya meretas mafia perokok 
dan konsumsi tembakau menjadikannya ancaman tersembunyi menyelamatan 
Generasi Muda NKRI dan Dunia.

6. Kedepannya, diupayakan kebijakan yang mengikat dapat memutus segala bentuk 
bantuan pemerintah kepada masyarakat yang terindikasi kebiasaan merokok dan 
konsumsi tembakau dengan mengalihkan bantuan tersebut ke masyarakat yang 
tidak terindikasi.

Keresahan masyarakat terhadap hak setiap orang atas lingkungan yang bebas dari 
asap rokok sulit terealisasi karena masih banyak perokok yang merokok di areal tanpa 
rokok meskipun sudah dibuat peringatan / larangan bahkan Perda terkait hal tersebut tetapi 
hanya tertulis namun sanksinya tidak diterapkan oleh penegak hukum. Berdasarkan hal 
tersebut, beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian serius dalam mewujudkan 
terlaksananya Perda dan Tatakrama adat istiadat Nusantara, diantaranya :

1. Perda tentang perokok dan konsumsi tembakau regulasinya masih bersifat 
formalitas;

2. Penerapan sanksi terkait peraturan / perda tentang rokok tidak berpengaruh dan 
menimbulkan efek jera, karena aparat penegak hukum juga berstatus pelaku;

3. Rendahnya teladan oknum pengambil kebijakan atau penegak hukum yang 
merokok dan mengkonsumsi tembakau di ATR;

4. Tidak terdapatnya aturan / ketentuan yang mengikat terhadap para Pelamar / 
CASN, ASN / PPPK / Karyawan / Tenaga Kerja dan Pimpinan / Pejabat Esselon pada 
lingkup kerja Kesehatan dan Pendidikan yang mempersyaratkan TIDAK merokok 
dan mengkonsumsi tembakau;

5. Masih banyaknya intervensi kepentingan (politik, penguasa, pengusaha, dan 
tokoh publik lainnya) terhadap eliminasi jumlah perokok dan konsumsi tembakau 
di negeri ini bahkan dunia, termasuk bantuan pemerintah kepada masyarakat 
yang targetnya masih banyak yang terindikasi memiliki kebiasaan merokok dan 
konsumsi tembakau di Kawasan Tanpa Rokok.

DESKRIPSI MASALAH

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Merujuk Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2014 Tentang 
Kawasan Tanpa Rokok, BAB I pasal (3) yang memiliki target atau tujuan yang refersibel dan 
referesentatif untuk:

a. memberikan perlindungan yang efektif terhadap paparan asap rokok orang lain;

b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;

c. mencegah perokok pemula;
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Apendik / lampiran : 
1.  Determinasi

• Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dikonsumsi 
dengan cara dibakar, dipanaskan, diuapkan, dihisap, dihirup dan dihisap dan/atau 
dihirup asap/uapnya, namun tidak terbatas pada rokok kretek, rokok putih, cerutu, 
shisha, rokok elektronik atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana 
tabacum, nicotiana rustica, atau spesies lainnya atau sintetisnya yang asap/uapnya 
mengandung nikotin dan/atau tar, dengan atau tanpa bahan tambahan

• Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang 
dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, 
mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau.

• Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak 
atau tetap di mana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk 
keperluan suatu usaha, di mana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.

• Penegakan Hukum adalah tindakan atau upaya hukum yang dilakukan oleh perangkat 
daerah kepada pelanggar untuk mematuhi aturan KTR sehingga norma-norma hukum 
yang tertera dalam aturan tersebut berfungsi dengan baik. 

• Tindakan Hukum adalah pemberian sanksi administrasi (peringatan tertulis, 
penyebutan nama tempat kegiatan atau usaha secara terbuka kepada publik melalui 
media massa/sosial, pemberian denda administratif, kerja sosial, penghentian 
sementara kegiatan atau usaha, dan pencabutan izin) dan/atau sanksi pidana (denda 
atau kurungan).

• Oknum Pejabat  adalah orang yang terindikasi melanggar aturan merokok dan konsumsi 
tembakau di KTR yang harus diberikan  sanksi hokum.

• Target Banpem adalah masyarakat penerima bantuan pemerintah yang tidak terindikasi 
kebiasaan merokok dan konsumsi tembakau dalam kehidupannya.

d. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk rokok baik 
Iangsung maupun tidak langsung; dan

e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada kenyataannya, target ini belum tercapai karena pengawasan, pengontrolan 
dan penegakan hukum oleh aparat terhadap pelanggaran oleh oknum pejabat pengambil 
kebijakan tidak dapat berjalan karena belum memiliki aturan (SOP) yang jelas, pasti dan 
tegas dalam menindak setiap pelanggaran.

Jadi penulis mengusulkan suatu proses penanganan pelanggaran dengan menerbitkan 
Pergub dengan Juklak Juknis penegakan hukum bagi oknum pengambil kebijakan yang 
melanggar Perda tersebut, karena Pergub terkait rokok yang ada lebih mengarah kepada 
pengaturan dan pungutan pajak rokok.

Selain itu, harapan kedepannya kebijakan/regulasi Pemerintah Pusat dan Daerah 
menunjukkan keberpihakannya dan kepeduliannya dalam memerangi kebiasaan merokok 
dan konsumsi tembakau di masyarakat, diantaranya melalui penyaluran bantuan pemerintah 
kepada masyarakat yang tidak terindikasi merokok dan konsumsi tembakau dalam 
kehidupannya.
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II.  Serba Serbi Kondisi & Konten Kebiasan Rokok
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Penyakit tidak menular (PTM) seperti hipertensi dan diabetes menjadi masalah 
kesehatan utama di Indonesia, hal tersebut dipicu gaya hidup dan pola makan yang tidak 
sehat. Berdasarkan Laporan SKI 2023 menunjukkan prevalensi hipertensi sebesar 30.8% dan 
diabetes mellitus 1.7% pada populasi dewasa. Konsumsi makanan tinggi gula, garam, dan 
lemak, khususnya pada anak-anak dan dewasa berkontribusi signifikan terhadap tingginya 
prevalensi hipertensi dan diabetes. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya pola 
makan tidak sehat menekankan perlunya edukasi yang lebih baik. Kolaborasi antara sektor 
kesehatan dan industri makanan sangat penting dalam mengurangi prevalensi hipertensi 
dan diabetes, Sehingga terdapat beberapa alternatif kebijakan yang dapat dilakukan, 
yaitu: 1). Keberlanjutan dan Penguatan Rencana Aksi Pangan dan Gizi; 2). Kebijakan Fiskal; 
3). Pencantuman Pelabelan Gizi Nutri-Grade; 4). Optimalisasi Peran Aktif Pemerintah serta 
Industri Makanan dan Minuman.

Hipertensi dan diabetes merupakan dua penyakit tidak menular yang prevalensinya 
terus meningkat di Indonesia. Menurut data Survei Kesehatan Indonesia 2023, prevalensi 
hipertensi pada penduduk berusia ≥18 tahun berdasarkan pengukuran tekanan darah sebesar 
30,8% dengan prevalensi tertinggi pada kelompok usia 65-74 tahun sebesar 57.8%. Terkait 
diabetes menunjukkan peningkatan prevalensi diabetes dan potensi kondisi diabetes yang 
tidak terdiagnosis di masyarakat. Prevalensi diabetes berdasarkan diagnosis dokter 1,7% di 

Strategi Kolaboratif Sektor Kesehatan 
dengan Industri Makanan Minuman 
untuk Menurunkan Risiko Hipertensi dan 
Diabetes di Indonesia
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tahun 2023 pada semua kelompok usia, serta 2,2% pada kelompok usia ≥15 tahun. Menurut 
tipe diabetes, diabetes tipe 2 lebih sering ditemukan dibandingkan diabetes tipe 1, baik di 
kelompok usia produktif (18-59 tahun) maupun usia lanjut (60 tahun ke atas). Persentase 
diabetes tipe 2 tercatat pada 52,1% kelompok usia produktif dan 48,9% kelompok usia lanjut, 
sedangkan persentase diabetes tipe 1 adalah 15,5% pada kelompok usia produktif dan 17,8% 
pada kelompok usia lanjut (Kemenkes RI, 2023).

Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap tingginya angka hipertensi dan 
diabetes adalah pola makan yang tidak sehat, terutama konsumsi makanan tinggi gula, 
garam, dan lemak. Dalam jurnal "Health effects of dietary risks in 195 countries, 1990–2017," 
beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap terjadinya hipertensi dan diabetes 
diidentifikasi berdasarkan pola konsumsi makanan dengan faktor-faktor utamanya meliputi 
: asupan natrium tinggi, konsumsi tinggi gula, asupan rendah buah dan sayuran (GBD 2017 
Diet Collaborators, 2019). Kesadaran masyarakat yang rendah terhadap risiko kesehatan 
yang ditimbulkan oleh pola konsumsi tidak sehat tercermin dalam data hasil SKI 2023. Data 
ini menunjukkan sejumlah besar penduduk, terutama dari kelompok usia muda hingga tua, 
mengonsumsi makanan dan minuman berisiko tanpa menyadari bahaya dan risikonya. 

Perbaikan pola konsumsi makanan dan minuman yang bergizi seimbang dan aman 
merupakan langkah strategis untuk mencegah peningkatan prevalensi penyakit tidak 
menular seperti hipertensi dan diabetes. Industri makanan dan minuman di Indonesia 
memainkan peran penting dalam menentukan ketersediaan dan aksesibilitas produk-produk 
yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu, upaya untuk menurunkan risiko 
hipertensi dan diabetes memerlukan pendekatan tidak hanya melibatkan sektor kesehatan, 
tetapi juga kolaborasi erat dengan industri makanan dan minuman. Perlunya kerjasama yang 
lebih kuat antara sektor swasta dan publik untuk mengatasi tantangan ini melalui tindakan 
spesifik yang dapat dilakukan oleh perusahaan makanan untuk membantu mengurangi 
prevalensi hipertensi dan diabetes (Yach et al., 2010). Bentuk dukungan dari industri makanan 
dan minuman, misalnya melalui reformulasi produk untuk mengurangi kandungan gula, 
garam, dan lemak, serta penerapan pelabelan yang jelas dan informatif. 

Melalui policy brief ini, diharapkan dapat dirumuskan strategi kolaboratif yang efektif 
antara sektor kesehatan dan industri makanan serta minuman, dengan tujuan utama 
menurunkan prevalensi hipertensi dan diabetes di Indonesia. Pendekatan ini diharapkan 
dapat menciptakan sinergi antara upaya kesehatan masyarakat dan kepentingan industri, 
sehingga menghasilkan solusi yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi kesehatan 
masyarakat. Untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang didasarkan pada hasil analisis 
diatas, kerangka Policy Implementation Process Component. digunakan sebagai alat bantu. 
Kerangka ini mempertimbangkan berbagai fakta dan terdiri dari empat komponen utama, 
yaitu: (1). The idealized policy (kebijakan yang diidealkan) ; (2). The implementing organization 
(organisasi pelaksana) ; (3). The target group (kelompok sasaran) ; (4). Environmental factors 
(faktor lingkungan) (Smith, 1973). Pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi 
kebijakan yang lebih efektif dan terarah.
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Peningkatan prevalensi penyakit tidak menular, seperti hipertensi dan diabetes, di 
Indonesia telah menjadi perhatian serius dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat. 
Secara umum, permasalahan meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular seperti 
hipertensi dan diabetes dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1.  Pola konsumsi tidak sehat
Konsumsi makanan tinggi gula, garam, dan lemak telah menjadi salah satu penyebab 

utama meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular di Indonesia. Ini terjadi seiring dengan 
pertumbuhan industri pengolahan pangan dan perubahan pola makan masyarakat yang lebih 
banyak mengonsumsi makanan olahan dan siap saji (Indrayana & Palupi, 2014). Data Survei 
Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, menunjukkan pola konsumsi makanan dan minuman tinggi 
gula, garam, dan lemak berkontribusi signifikan terhadap tingginya prevalensi penyakit ini. 
Anak-anak usia 3-4 tahun dan 5-9 tahun memiliki proporsi konsumsi harian minuman manis 
tertinggi, masing-masing sebesar 51,4% dan 53,0%. Sebaliknya, konsumsi makanan asin 
lebih dominan pada kelompok usia dewasa, dengan proporsi tertinggi pada usia 50-54 tahun 
sebesar 34,6% (Kemenkes RI, 2023). 

2.  Kurangnya kesadaran masyarakat
Data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 juga menunjukkan bahwa sejumlah besar 

penduduk Indonesia masih tidak mengetahui risiko kesehatan dari pola makan yang tidak 
sehat, dengan 43,3% penduduk tidak menyadari bahaya dari konsumsi makanan dan 
minuman berisiko tinggi, seperti makanan manis, asin, dan berlemak. 

1. Faktor Usia dan Pendidikan

Tingkat ketidaktahuan tertinggi ditemukan pada kelompok usia yang lebih muda 
dan mereka dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah, menunjukkan perlunya 
edukasi yang lebih intensif mengenai bahaya pola makan tidak sehat kepada 
kelompok-kelompok ini. 

2. Pengaruh Tempat Tinggal dan Status Ekonomi

Perbedaan kesadaran juga terlihat antara penduduk perkotaan dan perdesaan 
serta di antara berbagai status ekonomi, dengan mereka yang tinggal di perdesaan 
dan memiliki status ekonomi lebih rendah cenderung kurang sadar akan risiko 
kesehatan yang terkait dengan konsumsi makanan tidak sehat (Kemenkes RI, 2023).

Menurut Mauludyani et al. (2021) bahwa meskipun hampir 70% konsumen di Indonesia 
memeriksa label makanan, hanya 37,5% yang benar-benar memperhatikan label gizi 
sebelum membuat keputusan pembelian. Hal ini diduga disebabkan oleh pengetahuan 
mereka tentang label gizi yang masih kurang, yang ditunjukkan oleh skor rata-rata 7,7 dari 
14 pertanyaan (55%). 

3. Kelemahan regulasi dan kebijakan
Salah satu kelemahan utama dalam regulasi makanan dan minuman di Indonesia adalah 

kurangnya penegakan aturan terkait label dan informasi nutrisi pada produk pangan. Banyak 
produk yang tidak mencantumkan informasi nutrisi dengan jelas atau secara lengkap, yang 
membuat konsumen sulit untuk memahami kandungan gizi dan risiko yang mungkin timbul 
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dari konsumsi produk tersebut. Pelabelan gizi dapat mempengaruhi perilaku pembelian 
konsumen, mendorong konsumen untuk memilih produk yang lebih sehat ketika informasi 
gizi tersedia secara jelas  (Ariyawardana & Prathiraja, 2011) sementara pemasaran agresif 
makanan tidak sehat berkontribusi pada peningkatan konsumsi produk-produk yang tinggi 
kalori dan rendah nutrisi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan prevalensi obesitas, 
hipertensi, dan diabetes di masyarakat (Harris et al., 2010). 

Pemanfaatan pajak terhadap industri makanan dan minuman di Indonesia dirasa belum 
optimal dilaksanakan. Studi yang dilakukan oleh Bourke dan Veerman memperkirakan 
bahwa penerapan pajak sebesar 20% pada sugar-sweetened beverages (SSBs) di Indonesia 
akan berdampak signifikan pada penurunan konsumsi, yang pada akhirnya akan mengurangi 
BMI populasi dan mengurangi risiko penyakit tidak menular. Pajak ini juga diperkirakan 
dapat menghasilkan pendapatan baru yang dapat dialokasikan untuk program kesehatan, 
khususnya dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular. Pemerintah dapat 
menerapkan kebijakan pajak pada SSBs sebagai langkah multisektoral untuk mengendalikan 
penyakit tidak menular. Penerapan pajak ini juga harus sesuai dengan asupan gula harian 
yang direkomendasikan, yaitu 50 gram per hari (Bourke & Veerman, 2020). 

Regulasi yang kuat, kemitraan dengan industri, dan sosialisasi adalah kunci untuk 
menciptakan perubahan kesadaran Masyarakat dan penerimaan masyarakat terhadap 
produk sehat (rendah Gula, Garam dan Lemak), terkait dengan strategi kolaboratif sektor 
kesehatan dengan industri makanan minuman untuk menurunkan risiko hipertensi dan 
diabetes, dengan menggunakan perspektif Policy Implementation Process Components, 
dapat diambil beberapa alternatif kebijakan sebagai berikut :

1.  Kebijakan yang Diidealkan (Idealized Policy)
Pola interaksi yang ideal diciptakan oleh para pembuat kebijakan, dalam bentuk 

pernyataan keputusan formal, peraturan perundang-undangan, atau program.

a. Keberlanjutan dan Penguatan Rencana Aksi Pangan Dan Gizi pada Pilar 
Peningkatan Aksesibilitas Pangan serta Pilar Mutu dan Keamanan Pangan 
Keberlanjutan dan penguatan Rencana Aksi Pangan dan Gizi (RAPGN) merupakan 
langkah strategis yang esensial untuk memastikan tercapainya ketahanan pangan 
dan gizi yang optimal di Indonesia. Fokus pada dua pilar utama, yaitu peningkatan 
aksesibilitas pangan serta mutu dan keamanan pangan, merupakan pendekatan 
komprehensif yang dapat mengatasi berbagai tantangan terkait ketersediaan, 
keterjangkauan, dan kualitas pangan bagi masyarakat

b. Kebijakan Fiskal 
Kebijakan pajak dapat menjadi alat yang efektif dalam mengurangi konsumsi gula, 
menurunkan prevalensi penyakit tidak menular, dan meningkatkan pendapatan 
negara yang dapat digunakan untuk mendukung program kesehatan masyarakat. 
Implementasi yang berhasil membutuhkan komitmen dari pemerintah, 
transparansi dalam komunikasi kebijakan, dan dukungan publik yang kuat. 
Sebagai benchmarking kebijakan, dapat diambil contoh di Thailand, menerapkan 
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pajak berdasarkan kadar gula dalam minuman, yang telah berhasil meningkatkan 
pendapatan negara dan mendorong industri untuk memproduksi minuman dengan 
kadar gula rendah. Filipina juga mengalami penurunan konsumsi SSBs setelah 
pajak diterapkan (Bourke & Veerman, 2020).

c. Pencantuman Pelabelan Gizi Nutri-Grade
Pencantuman pelabelan gizi pada produk makanan dan minuman di Indonesia 

merupakan inisiatif penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang 
pilihan makanan yang lebih sehat. Di Indonesia, Healthier Choice Logo (HCL) 
merupakan salah satu inisiatif kebijakan yang diterapkan oleh Badan Pengawas 
Obat dan Makanan (BPOM) untuk membantu konsumen mengenali produk 
pangan yang lebih sehat. HCL bertujuan untuk mempermudah konsumen dalam 
mengidentifikasi produk yang dianggap lebih sehat dibandingkan dengan produk 
sejenis lainnya. HCL mempromosikan produk yang memenuhi kriteria tertentu 
sebagai "pilihan lebih sehat," yang bisa memberikan efek positivity bias, di mana 
konsumen mungkin menganggap produk dengan HCL sebagai secara keseluruhan 
sehat, meskipun mungkin hanya memenuhi satu atau dua kriteria tertentu. 
Sebagai benchmarking kebijakan, dapat diambil contoh di Singapura, Nutri-Grade 
adalah salah satu inisiatif yang diterapkan oleh Kementerian Kesehatan Singapura 
dan Health Promotion Board (HPB) untuk mendorong konsumsi makanan dan 
minuman yang lebih sehat. Inisiatif ini termasuk pemberian label Nutri-Grade pada 
minuman yang mengklasifikasikan produk berdasarkan kandungan gula dan lemak 
jenuhnya, dengan tujuan membantu konsumen membuat pilihan yang lebih sehat. 
Nutri-Grade memberikan lebih banyak detail dengan skala dari A hingga D, yang 
menunjukkan tingkat kesehatan suatu produk berdasarkan kadar gula dan lemak 
jenuh. Nutri-Grade lebih transparan karena tidak hanya mempromosikan produk 
sehat, tetapi juga memperingatkan tentang produk yang kurang sehat (dengan 
skor C atau D), hal Ini dapat lebih membantu konsumen yang benar-benar ingin 
memperhatikan asupan gula dan lemak jenuh mereka. Nutri-Grade dapat lebih 
efektif karena menawarkan penilaian yang lebih komprehensif melalui informasi 
yang lebih mendalam dan spesifik tentang kandungan nutrisi.

2.  Organisasi Pelaksana (Implementing Organization) dan Kelompok Sasaran (Target Group)
Organisasi pelaksana bertanggung jawab atas implementasi kebijakan tersebut, 

dalam hal ini adalah stakeholder pengambil kebijakan, terutama pemerintah. Kelompok 
sasaran didefinisikan sebagai mereka yang diharuskan untuk menyesuaikan pola interaksi 
baru dengan kebijakan. Orang-orang dalam organisasi atau kelompok yang paling terkena 
dampak kebijakan.

a.  Pemerintah
Pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui 
kampanye edukasi publik tentang bahaya konsumsi makanan tidak sehat termasuk 
perubahan metode pelabelan serta penerapan yang lebih jelas bagi makanan 
dan minuman siap saji, Penerapan kebijakan fiscal yang diperuntukan untuk 
penguatan promotif dan preventif terkait penyakit tidak menular seperti hipertensi 
dan diabetes.
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1)  Sektor Kesehatan
Sektor kesehatan berperan dalam 

a) Menetapkan standar gizi yang sehat, termasuk batasan penggunaan gula, garam, 
dan lemak dalam produk makanan dan minuman termasuk makanan dan 
minuman siap saji;

b) Mengembangkan program pendidikan publik yang memberikan informasi 
mengenai dampak konsumsi gula, garam, dan lemak yang berlebihan terhadap 
kesehatan. Penyuluhan dapat disampaikan melalui kampanye media massa, 
klinik kesehatan, dan sekolah-sekolah. Edukasi mengenai membaca label gizi 
dan memahami informasi pada kemasan juga dapat meningkatkan kesadaran 
konsumen dalam memilih produk yang lebih sehat;

c) Mengawasi dan mengevaluasi efektivitas perubahan komposisi produk-produk 
makanan dan minuman yang ada di pasaran. Evaluasi ini termasuk memantau 
data epidemiologi untuk melihat dampak produk terhadap tingkat prevalensi 
hipertensi dan diabetes di masyarakat; 

d)   Meningkatkan akses layanan kesehatan untuk deteksi dini dan pencegahan 
hipertensi serta diabetes, sehingga masyarakat bisa menerima intervensi yang 
diperlukan sebelum kondisi ini berkembang menjadi lebih buruk.

2)  Sektor Pendidikan
Sektor pendidikan memiliki tanggung jawab untuk 
a)  Mengedukasi masyarakat tentang pemenuhan gizi seimbang dan pentingnya 

membaca label pangan, hal Ini dapat dilakukan melalui kurikulum pendidikan dan 
kegiatan ekstrakurikuler; 

b)   Pendidikan gizi yang dimulai sejak dini penting untuk membentuk perilaku 
konsumsi pangan yang sehat di masyarakat (Indrayana & Palupi, 2014);

c)   Sektor pendidikan juga diharapkan dapat membatasi penjualan minuman 
berpemanis di sekitar sekolah (Fanda et al.,2020).

3)  Sektor Lainnya (Keuangan, Perdagangan, dll)
Sektor lainnya seperti Institusi yang membawahi terkait perdagangan dan penetapan 
pajak dapat berperan dalam penerapan kebijakan pengenaan cukai pada makanan 
minuman berpemanis yang dinilai akan efektif dalam menurunkan konsumsi 
masyarakat terhadap gula dan dinilai cost-effective, Pemberian Fasilitas Pengurangan 
Pajak Penghasilan Badan (tax holiday) bagi Investasi besar dalam industri makanan 
dan minuman yang dapat dimanfaatkan oleh industri makanan dan minuman 
dalam melakukan reformulasi produk, Pemberian subsidi/pengurangan biaya uji 
laboratorium (kandungan gizi) untuk penerapan label gizi khususnya untuk Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

b.  Industri Makanan 
  Industri makanan dan minuman berperan penting dengan melakukan reformulasi produk, 

pengembangan produk baru, serta edukasi konsumen tentang pentingnya membaca label 
pangan dan informasi nutrisi. Industri juga diharapkan dapat mengkomunikasikan bahaya 
penyakit tidak menular kepada masyarakat dan mempromosikan pola hidup sehat.
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khusus dalam pengadaan barang dan jasa pemerintahan. 
Dengan latar belakang farmasi dan kesehatan masyarakat, 
berperan aktif dalam perumusan kebijakan strategis untuk 
meningkatkan layanan kesehatan, memastikan ketersediaan 
obat-obatan, dan optimalisasi sarana kesehatan.



K U M P U L A N  P O L I C Y  B R I E F  S I  B I J A K S  A W A R D S  2 0 2 4 87

12POLICY
BRIEF

Irwan Budiana 
Poltekkes Kemenkes Kupang
Korespondensi Penulis: budianairwan89@gmail.com

Kasus Hipertensi dan Diabetes di lingkungan instansi pemerintah (ASN/ TNI/ POLRI/ 
BUMN/ BUMD) tertinggi ke 2 setelah masyarakat yang tidak bekerja yakni 10,9% untuk 
Hipertensi dan 13,9% untuk Diabetes (SKI,  2023). Hal tersebut diperburuk oleh minimnya 
upaya deteksi dini dan pencegahan di internal instasi masing-masing. Minimnya 
pengetahuan, kemauan  dan kemampuan kelembagaan maupun individu menjadi faktor 
utama maslah tersebut. Hal tersebut menjadi penyebab minimnya pemanfaatan layanan 
kesehatan, persepsi yang salah, dan minimnya kolaborasi antar instansi kesehatan dan non 
kesehatan. Adanya perjanjian kerjasama antar instansi menjadi bukti komitmen gerakan 
bersama mencegah dan mengendalikan Hipertensi dan Diabetes. Perjanjian kerjasama 
tersebut dapat diawali dengan kegiatan pendidikan kesehatan dan sosialisasi hasil SKI tahun 
2023, advokasi kemungkinan kerjasama deteksi dini penyakit Hipertensi dan Diabetes, 
penandatanganan perjanjian kerjasama (MoU/MoA), pembentukan satuan tugas dari 
perwakilan masing instansi. penyusunan tujuan dan target bersama, program atau rencana 
kerja, jadwal dan monoitoring dan evaluasi. Pengendalian cooersif dalam bentuk sanksi dan 
hukuman menjadi bentuk tindak lanjut ketidaktercapaian target sasaran deteksi dini 
Hipertensi dan Diabetes.

71% atau 36 juta kematian penduduk Dunia setiap tahunnya  disebabkan oleh penyakit 
tidak menular (WHO, 2023). Prevalensi Diabetes dan Hipertensi di Indonesia mengalami 
peningkatan menjadi 2,2% Diabetes dan 8,6% Hipertensi (SKI, 2023). Masalah tersebut 
sejalan dengan fakta yang ditemukan dalam Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 
2023 yakni pada kasus Hipertensi 18,9% masyarakat melakukan pengendalian, 18,7% 

Peningkatan Kolaborasi Instansi 
Pelayanan Publik untuk Memperkuat 
Deteksi Dini Hipertensi dan Diabetes

LATAR BELAKANG

RINGKASAN EKSEKUTIF
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tidak melakukan pemeriksaan kesehatan berkala, 62,8% penderita merasa sehat, 7,9% 
menggunakan pengobatan alternative herbal dan 19,3% merasa bosan, lupa dan malas 
menjadi alasan utama tidak patuh pengobatan. Sedangkan pada kasus Diabetes masyarakat 
melakukan pengendalian berupa pengaturan makan 81,4%, olah raga 41,7% dan 29,2% 
pengbatan alternatife. Terdapat 81,4% mendapatkan edukasi tentang pengobatan, 89,5% 
patuh minum obat, 13,5% tidak melakukan pemeriksaan berkala, 44,7% merasa sehat, 19% 
merasa malas/bosan minum obat dan 21,4%  menggunakan obat tradisional. Penyelengara 
pemerintahan seperti PNS/TNI/Polri/BUMN/ BUMD menjadi penduduk dengan dengan 
kejadian Hipertensi dan Diabetes paling tinggi nomor urut dua (2) setelah penduduk dengan 
status tidak bekerja yakni 10,9% untuk Hipertensi dan 13,9% untuk Diabetes (SKI, 2023). 
Tingginya kasus Hipertensi dan Diabetes pada aparatur pemerintah seperti ASN/TNI/ POLRI/
BUMN/BUMD merupakan sebuah ironi sosial mengingat status ekonomi dan pendidikannya 
yang termasuk menengah ke atas.

Tingginya kasus Hipertensi dan Diabetes di lingkungan instansi pemerintah diperburuk 
oleh masih belum maksimalnya upaya pemeriksaan dan deteksi dini terhadap kedua Penyakit 
Tidak Menular (PTM) tersebut. Menurut hasil SKI tahun 2023, pada kasus Hipertensi terdapat 
22,1% ASN/TNI/POLRI/BUMN/BUMD melakukan pengendalian, 12,6% tidak melakukan 
pemeriksaan tekanan darah berkala, 57,1% merasa sehat, dan 12,3% menggunakan 
pengobatan tradisional. Sedangkan pada kasus Diabetes 9,6% tidak melakukan pemeriksaan 
gula darah berkala, 34,7% merasa sehat, 88,7% mengatur pola makan dan 56,9% berolah 
raga. Rendahnya pencegahan dan pemeriksaan dan deteksi dini  tersebut disebabkan oleh 
beberapa faktor yakni:

1. Pengetahuan, kemauan dan kemampuan masyarakat terkait deteksi dini rendah

2. Minimnya akses ke layanan kesehatan: 17,7% masyarakat sangat sulit mengakses 
pelayanan kesehatan dan 10,0% tidak mengakses sama sekali fasilitas kesehatan 
dan 99,7% tidak pernah memanfaatkan layanan antar jemput (PSC 119)

3. Persepsi yang keliru tentang penyakit Hipertensi dan Diabetes.

4. Minimnya data hasil pemeriksaan atau deteksi dini penyakit Hipertensi dan 
Diabetes sebelumnya di tingkat instansi

5. Minimnya program pemeriksaan atau deteksi dini, pencegahan dan pengendalian 
penyakit Hipertensi dan Diabetes di tingkat instansi

6. Minimnya kerjasama dan kolaborasi antar instansi pemerintah untuk menyikapi 
tingginya penyakit Hipertensi dan Diabetes di instansi

7. Minimnya kebijakan atau aturan dari pada tingkat local maupun nasional pusat 
tentang pencegahan dan pengendalian Hipertensi dan Diabetes.

DESKRIPSI MASALAH
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Adanya komitmen kepemimpinan pada semua level untuk menyikapi tingginya kasus 
Hipertensi dan Diabetes di instansi pemerintah menjadi langkah yang sangat strategis. 
Komitmen tersebut dapat berupa perjanjian kerjasama antar instansi untuk mencegah dan 
mengendalikan penyakit Hipertensi dan Diabetes. Perjanjian kerjasama tersebut dapat 
terwujud melalui beberapa upaya dengan tahapan sebagai berikut;

1. Melakukan kegiatan pendidikan kesehatan dan sosialisasi hasil SKI tahun 2023

2. Melakukan advokasi kemungkinan terwujudnya kerjasama untuk memperkuat 
deteksi dini penyakit Hipertensi dan Diabetes

3. Penandatanganan perjanjian kerjasama (MoU/MoA) untuk melakukan deteksi dini 
penyakit Hipertensi dan Diabetes pada tingkat hipertensi

4. Membentuk satuan tugas, peran dan tanggungjawab serta sharing sumber daya 
(SDM, teknologi, informasi, sarana, budget dan sumber daya lainya).

5. Menyusun tujuan dan target bersama, program atau rencana kerja, jadwal dan 
monoitoring dan evaluasi.

6. Pengendalian cooersif dalam bentuk sanksi dan hukuman menjadi bentuk tindak 
lanjut ketidaktercapaian target sasaran deteksi dini Hipertensi dan Diabetes.

1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).
https://kesmas.kemkes.go.id/assets/upload/dir_519d41d8cd98f00/files/Inpres-Nomor-1-
Tahun-2017-tentang-Gerakan-Masyarakat-Hidup-Sehat_674.pdf

2. Kemenkes RI (2015) ‘Peraturan Menteri Kesehatan RI No 71 Tahun 2015 Tentang 
Penanggulangan Penyakit Tidak Menular’, (1775), p. 32. Available at: https://p2ptm.kemkes.
go.id

3. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2023) Survei Kesehatan Indonesia Tahun 2023 
Dalam Angka, BKPK. Jakarta. Available at: https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/hasil-
ski- 2023/.

4. (WHO),(2023, September 19). First WHO report details devastating impact of hypertension 
and ways to stop it. Retrieved from https://www.who.int/news/item/19-09-2023-first-who-
report- details- devastating-impact-of-hypertension-and-ways-to-stop-it
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Irwan Budiana
• Irwan Budiana, S. Kep., Ners., M.Kep Lahir tanggal 27 

Juni 1989 di Dusun Londar Desa Loang Maka Kecamatan 
Janapria Kabupaten Lombok Tengah Provinsi NTB. Sukses 
menyelesaikan pendidikan strata 1 dan profesi di STIKES YARSI 
Mataram jurusan keperawatan, menyelesaikan strata 2 di 
Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pernah menjadi dosen 
di STIKES YARSI Mataram sebelum memutuskan berkarier 
menjadi dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian 
Kesehatan Satuan Kerja Politeknik Kesehatan Kupang Provinsi 
NTT. Buku ini merupakan bentuk dedikasi dan tanggung jawab 
moral penulis terhadap masalah kesehatan masyarakat yang 
berkaitan dengan tingginya kasus Penyakit Tidak Menular 
(PTM) yang disebakan perubahan gaya hidup masyarakat.
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Egidia Nova Rinta Hapsari dan Laila Fitri
Universitas Andalas
Korespondensi penulis : egidianova.rh@gmail.com

Penyakit Tidak  Menular (PTM) haruslah menjadi perhatian karena angka penderitanya 
terus meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data WHO pada 2018, 73% kematian 
disebabkan oleh PTM. PTM memiliki faktor risiko eksternal dan internal. Salah satunya adalah 
pola makan yang dapat dikendalikan. Oleh sebab itu, diperlukan inovasi agar masyarakat 
dapat mengurangi konsumsi pangan berisiko dan beralih ke alternatif  yang lebih sehat.

BPOM  (Badan  Pengawas Obat dan Makanan) telah menerapkan berbagai peraturan 
yang membahas pelabelan pada makanan. Informasi kandungan gula total, natrium total, 
dan lemak total juga wajib dicantumkan pada produk yang diperdagangkan.  Informasi gizi 
disajikan dalam tiga bentuk, yaitu format umum, format tabular/horizontal, dan format 
linier. Perbedaan format ini menyebabkan masyarakat menjadi kesulitan untuk memahami 
gizi lengkap dari produk. Untuk mengatasi hal tersebut, inovasi yang dapat dilakukan 
adalah dengan penggunaan label khusus berisi kadar gula, garam, dan kalori secara visual 
yang dapat digunakan di seluruh kemasan makanan dan minuman. Tujuannya agar  mudah  
dimengerti dan efektif sebagai salah satu acuan masyarakat dalam memilih produk.

Dengan adanya label ini, masyarakat diharapkan lebih peduli terhadap makanan yang 
lebih sehat. Industri makanan pun dapat melakukan pengembangan dan inovasi makanan 
yang rendah gula dan garam. Selain itu, Penyediaan makanan alternatif yang sehat, mudah 
didapat, memiliki umur penyimpanan panjang, serta terjangkau agar bisa dikonsumsi 
seluruh lapisan masyarakat.

Hal ini dapat dilakukan jika kementerian bekerja sama dengan industri makanan. Lalu, 
kegiatan promosi dan pembinaan masyarakat juga harus dilakukan secara rutin. Tujuannya 
adalah masyarakat bisa lebih mengetahui bagaimana pola makan sangat berpengaruh 
terhadap kesehatan. Selain itu, masyarakat dapat mengetahui dan mengolah bahan makanan 
lokal dengan cara yang tepat, sehingga kandungan gizi di dalamnya tetap terjaga.

Label Khusus untuk Makanan yang 
Berpotensi sebagai Faktor Risiko Penyakit 
Tidak Menular (PTM) dan Penyediaan 
Makanan Lokal yang Sehat

RINGKASAN EKSEKUTIF



K U M P U L A N  P O L I C Y  B R I E F  S I  B I J A K S  A W A R D S  2 0 2 492

Penyakit Tidak  Menular (PTM) adalah penyakit yang bukan disebabkan oleh 
mikroorganisme patogen, tetapi karena perilaku tidak sehat yang dilakukan  sehari-hari 
dalam jangka waktu lama. Banyak faktor mempengaruhi patogenesis PTM, salah satunya 
adalah pola makan. Di era modern seperti saat ini, semakin banyak pilihan makanan dengan 
berbagai rasa, tetapi nilai  gizi ataupun komposisinya diabaikan. Akibatnya, risiko makanan 
sebagai salah satu penyebab terjadinya PTM pun semangkin meningkat. Hal ini terbukti dari 
data SKI yang menyatakan bahwa kebiasaan makanan tinggi gula ≥ 1 kali per hari masih 
tinggi di angka 33,75% dan 47,5%. Selain itu, kebiasaan konsumsi makanan berlemak atau 
berkolesterol dan makanan asin sebanyak ≥ 1 kali sehari sebanyak 30,4% dan 37,4%.

Oleh karena itu, terdapat urgensi pengendalian makanan yang berisiko menyebabkan 
PTM. Hal ini didukung oleh data dari  World Health Organization(WHO) yang menyatakan 
bahwa PTM menjadi  penyebab 74% kematian secara global.

LATAR BELAKANG

Gambar 1. Uraian Faktor Risiko Terjadinya PTM

Salah satu faktor eksternal yang dapat dikendalikan yakni pola makan mampu  
berpeluang  besar untuk mencegah PTM Dengan mengubah life style, tentu akan mengurangi 
faktor risiko terjadinya PTM.  Hal tersebut dapat dilakukan dengan   mendukung  penyediaan 
makanan yang sehat dan berkualitas melalui kebijakan yang efektif. Lalu, harapannya 
masyarakat  bisa menyadari pentingnya pencegahan dan pengendalian PTM.

Pada makanan berlabel biasanya sudah terdapat informasi gizi yang memuat komposisi, 
jumlah kalori, dan informasi penting lainnya.Namun, banyak masyarakat tidak mengetahui 
hal tersebut, malas membaca ataupun mengalami kesulitan dalam memahaminya, sehingga 
informasi gizi sering diabaikan. Seharusnya hal ini dapat menjadi pertimbangan masyarakat 
dalam memilih makanan yang lebih sehat, dan mengurangi  risiko terjadinya PTM. Hal tersebut 
menyebabkan penggunaan informasi gizi kurang efektif karena ukurannya yang minimalis dan 
sulit dipahami.
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Oleh sebab itu, diperlukan inovasi agar masyarakat dapat memilih makanan dengan cepat 
dan tepat. Salah satu caranya adalah dengan penggunaan label makanan yang bersifat visual, 
sehingga menarik tetapi juga memuat informasi secara ringkas. Label ini menggambarkan 
kadar beberapa zat yang sering dikonsumsi  dalam  jumlah  berlebihan secara terus-menerus. 
Contohnya seperti garam dan gula. Hal ini bisa membuat masyarakat lebih selektif dalam 
memilih makanan yang sehat sehingga memacu para pengusaha untuk menciptakan bahan 
makanan yang lebih sehat, dalam hal ini khususnya yang rendah gula dan garam.

Dewasa ini, inovasi makanan harus berpacu dengan permintaan trend. Masyarakat 
semakin teredukasi akan pentingnya memperhatikan kecukupan gizi harian.  Sebagai contoh, 
hadirnya mie sehat ke dalam pasar ekonomi yang memiliki kandungan nutrisi alami sebagai 
nilai jualnya. Oleh sebab itu, terciptalah standar baru pada industri makanan. Terlepas dari 
umpan positif yang diterima dari masyarakat, kendala dari segi harga jual yang mencapai dua 
kali lipat dibanding harga mie instan biasa, menjadi persoalan. Padahal harga cukup menjadi 
pertimbangan masyarakat dalam memilih makanan.

Berkaca pada salah satu inovasi makanan yang berhasil mewujudkannya adalah makanan 
khas Jepang konnyaku yang sehat dan murah terbuat dari ubi. Konnyaku kaya akan serat, 
kandungan air dan mineral, serta tidak mengandung lemak. Bahkan karena kandungannya 
tersebut Konnyaku dapat mengontrol gula darah dan lipid darah. Oleh karena itu, Konnyaku 
bisa dimanfaatkan sebagai salah satu makanan yang bisa membantu pengobatan  dan 
pencegahan penyakit diabetes melitus tipe 2.

Kondisi geografis Indonesia yang beriklim tropis membuat sayuran dan berbagai jenis 
buah tersedia sepanjang tahun. Hal ini terbukti dari fakta bahwa Indonesia adalah salah satu 
negara pengekspor bahan baku pembuatan konnyaku. Sesuai dengan data yang terdapat pada 
ITPC Osaka bahwa pada 2013 Indonesia mengekspor 7,2% dari total bahan baku konnyaku. 
Kementerian Kesehatan dapat membangun kerja sama efektif bersama industri makanan, 
membuat olahan sehat, bergizi, dan sesuai dengan selera masyarakat. Dengan memanfaatkan 
peluang ini, inovasi dalam      industri      makanan     dapat berkembang secara signifikan di 
Indonesia.

Dalam optimalisasi pemilihan makanan bergizi 
bagi masyarakat, tentunya tidak terlepas dari peran 
Kementerian Kesehatan dalam menggalakkan 
promosi, pembinaan, dan edukasi secara rutin 
seputar pola makan sehat yang dapat diterapkan. 
Dengan berbasiskan penggunaan bahan pangan lokal, 
masyarakat akan mampu secara mandiri pengolahan 
yang tepat. Hal ini menjadi langkah baik terutama 
dalam  mengurangi risiko terjadinya PTM. Selain itu, 
dengan melibatkan masyarakat secara langsung, 
pemberdayaan secara menyeluruh dapat dilakukan.
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Central Connecticut State University, 
Indonesia mendapatkan peringkat 60 oleh 61 negara dalam daftar World’s Most Literate 
Nations Ranked dalam minat membaca. Hal ini  menunjukkan tingkat literasi di Indonesia 
tergolong rendah sehingga berdampak pada kesadaran masyarakat dalam membaca dan 
menganalisis informasi, termasuk informasi  gizi. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan 
Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013, Angka Kecukupan Gizi (AKG) adalah acuan yang 
memberikan informasi tentang jumlah nutrisi yang dianjurkan untuk dikonsumsi setiap 
hari sesuai dengan kebutuhan gizi rata-rata orang dewasa. AKG membantu masyarakat 
mengenali kandungan nutrisi dalam produk makanan yang dibeli sehingga masyarakat 
dapat memastikan bahwa asupan gizi tercukupi.

Label akan berisi tiga komponen utama yakni kadar gula, garam, dan persentase 
kalori. Hal ini berlandaskan AKG yang sudah melewati penyesuaian berdasarkan kebutuhan 
masyarakat Indonesia. Label ini akan memudahkan masyarakat dalam memilih makanan 
yang lebih sehat. Penempatan label akan berada di bagian depan makanan pada kemasan 
primer, sehingga masyarakat dengan mudah memperkirakan kebutuhannya. Label ini 
menggunakan skala yang menunjukkan persentase dari ketiga komponen tersebut.

Peran Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai 
pemangku regulasi sebagai pengawas dan memastikan kebijakan ini berjalan semestinya. 
Termasuk melibatkan pihak industri makanan, tenaga kesehatan koordinasi secara 
berkesinambungan untuk memastikan edukasi, informasi mengenai label khusus, 
pengolahan makanan yang benar dan bergizi, maupun mengenai risiko PTM mampu sampai 
pada masyarakat luas. Di sisi lain, masyarakat memiliki peran terbesar dalam menyukseskan 
penggunaan label, ditandai dengan peningkatan pengetahuan dan selektivitas dalam  
pemilihan makanan.

Penggunaan label khusus seperti ini sudah diterapkan di Singapura karena tingginya 
angka penderita diabetes yang terjadi. Bahkan WHO juga menyarankan agar negara-negara 
mengambil kebijakan agar bisa mengurangi asupan gula. Oleh sebab itu, Kementerian 
Kesehatan Singapura akhirnya membuat kebijakan untuk penggunaan Label yang diberi 
nama Nutri-Grade. Label ini digunakan pada minuman kemasan karena menurut data 64% 
asupan gula masyarakat singapura berasal dari sana. Nutri-Grade menggunakan sistem 
pemeringkatan, peringkat A adalah yang terbaik untuk peringkat D adalah yang mengandung 
kadar gula dan lemak jenuh yang tinggi.

Gambar 2. Contoh Penempatan Label di Bagian Bungkus Primer dari Produk 
Agar Lebih Mudah Dilihat oleh Masyarakat Saat Memilih Barang
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Note 1: Concession will be provided for individuals and entities operating a smaller food business that involves the sale 
of a freshly prepared Nutri-Grade beverage.

Note 2: The sugar content of the beverage is determined by its total sugar content, minus the amount of lactose and/or 
galactose that is decalred on the Nutrition Information Panel (NIP) 

Gambar 3. Nutri-Grade yang Diterapkan di Singapura

Gambar 4. Desain label memiliki 3 golongan sesuai dengan kadar konsumsi harian untuk kalori, 
gula dan garam. Warna hijau untuk produk yang memiliki kandungan yang rendah sehingga 
direkomendasikan untuk dikonsumsi, sedangkan warna kuning untuk produk yang memiliki 

kadar kasndungan sedang. Lalu warna merah memiliki kadar kandungan kalori dan atau garam 
dan atau gula yang tinggi, sehingga dapat dipertimbangkan kembali untuk dikonsumsi.
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Oleh karena itu, label yang mengandung  informasi  gula, garam, dan kalori tentu 
bisa diterapkan untuk makanan atau minuman di Indonesia. Berbeda dengan Nutri-
Grade, label ini akan merepresentasikan kadar bahan-bahan tersebut dalam bentuk strip 
yang dibuat berdasarkan persentase kebutuhan harian agar lebih mudah dipahami. Lalu, 
untuk menyimpulkan ketiga informasi pada strip, warna latar belakang pada label dapat 
dimodifikasi. Penggunaan warna hijau untuk makanan atau minuman yang memiliki kadar 
dalam rentang aman. Warna kuning untuk makanan yang memiliki kadar gula, garam dan 
atau kalori yang sedang. Warna merah untuk makanan atau minuman yang mengandung 
ketiga bahan tersebut dalam rentang yang sangat tinggi sehingga tidak direkomendasikan. 
Hal ini akan memudahkan masyarakat untuk dapat memilih makanan dengan cepat. 
Setelah itu, masyarakat bisa menggunakan strip persentase yang sudah tersedia jika ingin 
membandingkan pilihan produk dengan warna latar yang sama.

Langkah-langkah kebijakan yang dapat dilakukan antara lain :

1. BPOM menambahkan peraturan penggunaan label khusus untuk makanan dan 
minuman.

2. Penyesuaian kemasan dilakukan oleh industri makanan, sesuai dengan standar 
label yang ditetapkan oleh BPOM.

3. Edukasi dan sosialisasi dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk memperkenalkan 
label dan juga mengingatkan pentingnya menjaga asupan garam dan gula dalam 
batas normal kepada masyarakat agar dapat terhindari dari penyakit PTM, 
khususnya diabetes melitus dan hipertensi.

4. Selanjutnya, dapat dimulai inovasi penciptaan produk yang sehat dari bekerjasama 
antar kementerian kesehatan dengan industri makanan, serta memastikan produk 
sesuai dengan selera masyarakat.

Evaluasi keefektifan dari penggunaan label dapat dibuat dari suatu survei untuk 
mengetahui apakah penggunaan label ini mempengaruhi pilihan makanan yang akan 
dikonsumsi masyarakat. Lalu, dalam pembuatan makanan lokal yang sehat juga tentunya 
diperlukan uji organoleptik untuk memastikan bahwa rasa, bentuk, tekstur dari  produk 
sesuai dengan selera masyarakat Indonesia. Selain itu, di era globalisasi seperti sekarang 
di mana informasi sangat masif, kita juga bisa memanfaatkan media sosial untuk melihat 
bagaimana tanggapan masyarakat tentang kedua hal tersebut. Media sosial juga dapat 
digunakan sebagai sarana sosialisasi dan edukasi cara mengatur pola makan untuk 
mencegah terjadinya PTM.

Manfaat dari inovasi label adalah informasi tentang kandungan gula dan garam yang 
lebih mudah dipahami, sehingga masyarakat dapat lebih selektif dalam memilih makanan 
maupun minuman yang akan dikonsumsi. Hal ini diharapkan meningkatkan   kesadaran  
masyarakat tentang pentingnya membatasi konsumsi bahan tersebut sesuai dengan 
kebutuhan harian. Penerapan kebijakan ini dapat mendorong industri makanan, baik dalam 
skala besar seperti pabrik maupun UMKM untuk bersaing dalam membuat produk yang 
rendah gula dan garam. Hal ini dapat dimanfaatkan agar bisa tercipta produk lokal yang lebih 
sehat, terjangkau, dan mudah didapat sehingga menjadi pilihan alternatif bagi masyarakat 
untuk beralih ke makanan yang lebih sehat. Tujuan akhir dari inovasi ini adalah berkurang 
angka pengidap PTM.
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Penggunaan label yang ringkas dan visual diperlukan pada produk makanan dapat 
dilakukan oleh BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan). Tujuannya adalah agar 
masyarakat lebih selektif dalam memilih bahan yang akan dikonsumsi.

Selain itu, inovasi untuk mengembangkan makanan alternatif yang sehat, mudah 
didapat, memiliki masa simpan panjang, dan murah dapat dilakukan oleh bidang industri 
pangan dengan dukungan dari Kementerian Kesehatan. Lalu, Kementerian Kesehatan pun 
dapat menetapkan kebijakan agar tenaga kesehatan melakukan edukasi dan sosialisasi 
secara rutin. Hal ini akan berpengaruh terhadap  pengetahuan dan kesadaran dari masyarakat 
untuk mengelola pola makan yang sehat. Kebijakan optimal dapat diperoleh kerja sama 
banyak pihak multibidang. Dengan begitu, angka terjadinya Penyakit Tidak Menular (PTM) 
dapat berkurang dengan tindakan promotif dan preventif tersebut.
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Hasil Survey Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 menyatakan prevalensi hipertensi 
di Indonesia adanya penurunan pada penduduk usia >18 tahun dari 34,1% pada tahun 
2018 menjadi 30,8%. Sedangkan prevalensi diabetes di Indonesia terjadi peningkatan pada 
kelompok usia >15 tahun menurut SKI 2023 menjadi 11,7%. Salah satu penyebab utama 
terjadi nya hipertensi dan diabetes adalah makanan dan minuman yang mengandung 
gula, garam, dan lemak cukup tinggi. Konsumsi harian makanan dan minuman yang tinggi 
natrium,  tinggi lemak, dan tinggi gula menjadi faktor utama yang masih sulit untuk diatasi. 
Kemajuan zaman dan perkembangan teknologi membuat banyak masyarakat lebih memilih 
untuk mengkonsumsi makanan dan minuman instan yang praktis dan mudah di akses, 
dibandingkan dengan fresh food yang cenderung memiliki masa simpan lebih singkat. 
Namun makanan dan minuman instan memiliki kadar gula dan natrium yang lebih tinggi, 
hal ini dapat menyebabkan peningkatan terjadinya hipertensi dan diabetes di masyarakat 
jika tidak di atasi dengan benar. Hipertensi dan diabetes juga menjadi penyebab paling 
banyak terjadinya disabilitas pada penduduk usia >15 tahun (Badan Kebijakan Pembangunan 
Kesehatan, 2023). Dalam mengatasi hal ini, pemerintah dapat lebih tegas dalam menerapkan 
kebijakan pembatasan maksimal kandungan natrium dan gula dalam produk. Pemerintah 
dapat mewajibkan industri jasa pangan untuk melakukan reformulasi kandungan GGL pada 
produk jika klaim kadar GGL dalam produk tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya. 
Jika terdapat industri yang melakukan tindak pelanggaran, maka pemerintah dapat 
mencabut izin edar produk industri tersebut untuk sebagai bentuk disiplin. Diharapkan 
resiko terjadinya PTM di Indonesia dapat menurun.

Peran Penting Industri Makanan dan 
Minuman Instan dalam Penanggulangan 
Resiko PTM di Indonesia
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Penyakit Tidak Menular (PTM) merupakan salah satu masalah Kesehatan yang menjadi 
perhatian dunia, termasuk di Indonesia. Menurut WHO, penyakit tidak menular menjadi 
penyebab kematian terbanyak di dunia. Pengendalian angka kematian akibat penyakit 
tidak menular serta pencegahan penggunaan tembakau telah diterapkan di seluruh dunia 
sejak tercapainya Sustainable Development Goals (SDGs) (Rusmini et al., 2023). Perhatian 
dunia terhadap PTM ini sebaiknya segera direspon dengan upaya program pengendaliannya 
di setiap  negara termasuk di Indonesia. PTM merupakan penyakit jangka panjang yang 
berkembang secara perlahan dan tidak menular. Penyakit ini dikenal sebagai penyakit kronis 
dan menjadi salah satu penyebab kematian paling banyak (Susanti et al., 2024). Pengobatan 
PTM tergolong mahal disebabkan PTM memerlukan penatalaksanaan jangka panjang 
dan pengobatan medis yang komprehensif, seperti pada kondisi penyakit jantung koroner, 
diabetes, dan hipertensi. Jumlah kematian akibat PTM diperkirakan akan terus meningkat 
secara global, terutama di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah. PTM 
disebabkan oleh perubahan kebiasaan gaya hidup yang modern seperti merokok,  konsumsi 
alkohol, pola makan yang tidak sehat, dan penyalahgunaan obat-obatan.

Penyakit Tidak Menular (PTM) menjadi penyebab kematian paling utama di seluruh 
dunia. Menurut data WHO, pada tahun 2008 dari 57 juta kematian diseluruh dunia sebanyak 
dua pertiga atau 36 juta disebabkan oleh PTM. PTM menjadi penyebab 29%, dari seluruh 
kematian yang terjadi pada orang berusia kurang dari 60 tahun, di negara dengan 
penghasilan rendah dan menengah, dan 13% kematian di negara maju (Fadhilah, 2019). 
Kelompok usia dengan proporsi kematian akibat PTM tertinggi adalah kelompok usia <70 
tahun, dengan penyakit kardiovaskular (39%) sebagai penyakit terbanyak, disusul kanker 
(27%) dan penyakit pencernaan, penyakit pernafasan kronis, serta sekitar 30% disebabkan 
oleh penyakit PTM lain yang menjadi penyebab kematian dan 4% kematian disebabkan oleh 
diabetes (WHO, 2011). Pola hidup yang modern telah mengubah perilaku masyarakat dalam 
kehidupan sehari-hari, seperti merokok, konsumsi alkohol  dan  obat-obatan  sebagai  gaya  
hidup,  serta  pola  makan  tidak sehat (Fadhilah, 2019). Pola makan tidak sehat berkaitan 
dengan jumlah konsumsi natrium, gula, dan lemak yang tinggi.

Menurut SKI tahun 2023, prevalensi diabetes di Indonesia adalah 11,7%. International 
Diabetes Federation (IDF) memperkirakan jumlah dan prevalensi penyandang diabetes 
berusia 20-79 tahun di Indonesia akan terjadi peningkatan. Di Indonesia, berdasarkan hasil 
Survey Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023, prevalensi hipertensi adalah 30,8%. Hipertensi 
dan diabetes berdampak pada kejadian disabilitas. Data SKI 2023 menunjukkan bahwa 
PTM menjadi 59% penyebab terjadinya penyakit disabilitas (melihat, mendengar, berjalan) 
pada penduduk berusia >15 tahun, di mana 53,5% penyakit tersebut adalah PTM, terutama 
hipertensi (22,2%) dan diabetes (10,5%). Salah satu penyebab utama terjadi nya hipertensi 
dan diabetes adalah makanan serta minuman. Konsumsi harian makanan dan minuman 
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Gambar 1. Piramida hubungan pola hidup tidak sehat dan PTM
(Ministry of Health, 2015)

yang tinggi natrium, tinggi lemak, dan tinggi gula menjadi faktor utama yang masih sulit 
untuk diatasi. Kemajuan zaman dan perkembangan teknologi membuat banyak masyarakat 
lebih memilih untuk mengkonsumsi makanan dan minuman instan yang praktis dan 
mudah di akses, dibandingkan dengan fresh food yang cenderung memiliki masa simpan 
lebih singkat. Namun makanan dan minuman instan memiliki kadar gula dan natrium 
yang lebih tinggi, hal ini dapat menyebabkan peningkatan terjadinya berbagai penyakit tidak 
menular pada masyarakat jika tidak di tangani dengan benar.

Opsi 1
Mewajibkan industri pangan untuk reformulasi kandungan GGL pada produk

Tingginya prevalensi PTM meningkatkan biaya perawatan kesehatan dan beban 
penyakit. Sehingga beban ekonomi menjadi perhatian pelaksanaan JKN atau Jaminan 
Kesehatan Indonesia untuk menanggung beban ekonomi akibat PTM. Pemerintah 
berupaya untuk menjaga kesehatan masyarakat, salah satunya dengan cara mengedukasi 
masyarakat mengenai batas konsumsi natrium, gula, dan lemak, serta meningkatkan pesan 
kesehatan yang dicantumkan dalam kemasan pangan (Kusnali et al., 2019). Namun seiring 
waktu dalam pelaksanaannya sering kali pihak industri pangan tidak menaati regulasi yang 
telah ditetapkan oleh Pemerintah, adanya ketidaksesuaiian membuat konsumen dituntut 
untuk lebih pintar dan berhati-hati dalam memilih produk yang akan dikonsumsinya,  jika 
label informasi nilai gizi yang diyakini memiliki manfaat tertentu, namun nyata nya tidak 
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sesuai dengan mutu dari produk yang dibeli maka konsumen yang akan dirugikan (Siahaan, 
2005). Untuk menangani adanya ketidaksesuaiin label informasi nilai gizi dengan keadaan 
sebenarnya, sebaiknya ditetapkan kebijakan tegas kepada pihak industry pangan instan 
untuk melakukan reformulasi kandungan GGL pada produk pangan. Menurut Peraturan 
Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 30 Tahun 2013, anjuran konsumsi gula adalah 10% 
dari total energi (200 kkal) per hari, atau setara dengan 4 sendok makan atau 50 gram. 
Sedangkan anjuran konsumsi garam adalah tidak lebih dari satu sendok teh (2000 mg) per 
hari, dan anjuran konsumsi lemak tidak lebih dari 5 sendok  makan minyak (setara 67 gram) 
per hari nya. Pemerintah juga dapat mengajak industry untuk mempromosikan produk 
pangan instan dengan klaim “healthy food” yang memiliki kandungan rendah GGL untuk 
menekan peningkatan resiko PTM di Indonesia.

Opsi 2
Mencabut izin edar produk apabila kandungan gizi produk tidak sesuai dengan label 
kandungan gizi

Produk pangan olahan baik makanan atau minuman tentunya memiliki label kandungan 
gizi. Menurut Pasal 32 ayat (1) peraturan pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan 
iklan pangan, memuat informasi tentang kandungan gizi pangan pada label wajib dilakukan 
bagi pangan yang disertai pernyataan bahwa pangan tersebut mengandung vitamin, 
mineral, dan atau zat gizi lainnya. Oleh sebab itu pencantuman label informasi nilai gizi 
pada produk pangan merupakan kewajiban produsen kepada konsumennya (Pangestu, 2024). 
Apabila ditemukan ketidaksesuaian kandungan gizi pada produk dengan label informasi 
nilai gizi, Pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada produsen untuk memperbaiki 
produknya terlebih dahulu, berupa reformulasi kandungan GGL pada produk. Jika ditemukan 
kembali hasil yang masih tidak sesuai dengan label informasi nilai gizi yang dicantumkan pada 
kemasan, maka Pemerintah dapat mencabut izin edar produk tersebut. Produsen yang tidak 
menaati regulasi yang telah ditetapkan, dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan 
konsumennya. Sebagai contoh, jika produsen tidak mencantumkan jumlah kadar natrium, 
gula, dan lemak sebenarnya yang terdapat dalam makanan dan minuman instan, hal ini dapat 
memicu kenaikan penyakit tidak menular pada masyarakat yang disebabkan konsumen tidak 
mengetahui kadar gula, garam, dan lemak yang telah di konsumsinya baik dalam jangka pendek 
maupun jangka panjang.
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Stunting masih menjadi salah satu masalah utama pada anak di Indonesia. Tidak main 
- main keseriusan pemerintah dalam menangani masalah gizi di Negara ini pada tanggal 15 
Agustus 2024, pemerintah membentuk lembaga khusus yaitu Badan Gizi Nasional, lembaga 
ini dikhususkan untuk melaksanakan tugas pemenuhan gizi nasional, Badan Gizi Nasional 
tercantum dalam Perpres No. 83 Tahun 2024. lembaga ini nantinya berfungsi untuk 
melakukan pemenuhan gizi usia rentan seperti peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui dan 
anak balita. Sebelumnya dalam Peraturan Pemerintah No.72 Th 2021 merupakan peraturan 
pemerintah mengenai penurunan stunting kegiatan ini merupakan intervensi spesifik yang 
dilaksanakan oleh semua stakeholder baik pusat maupun daerah. Pelaksanaannya meliputi 
kelompok remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita. Untuk saat 
ini pemerintah lebih terfokus  pada ibu hamil, bayi dan balita. Kejadian stunting usia 0-59 
bulan yaitu laki-laki (16,5%), perempuan (15,1%), kejadian stunting pada remaja usia 13-15 
tahun yaitu laki-laki (16,7%) dan perempuan (18,4%), dan pada usia 16-18 tahun kejadian 
stunting yaitu laki-laki (22,9%) dan perempuan (17,9%). Penekanan kebijakan yang perlu 
diambil dalam kegiatan ini bahwasanya kelompok usia remaja perlu adanya perhatian 
khusus seperti pemberian PMT, perlu ditekankan lagi edukasi secara milenial dengan 
memanfaatkan media sosial, dan agenda kunjungan edukasi yang dilakukan puskesmas 
dimaksimalkan dan lebih merata serta harus berkesinambungan.

Strategi Implementasi Percepatan 
Intervensi Spesifik Pada Pencegahan 
Stunting
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Stunting adalah gangguan pertumbuhan serta perkembangan pada anak  balita yang 
disebabkan karena kekurangan gizi kronis terutama pada 1000 hari pertama kehidupan dan 
infeksi yang berulang. Anak stunting ditandai dengan panjang badan atau tinggi badan tidak 
sesuai dengan berat badan yang berada di bawah standar atau di bawah Z-soker <-3 sd.

Stunting merupakan konkordansi dari sebuah wilayah terkait dengan sejauh mana 
keberhasilan pemerintah mensejahterakan masyarakatnya dengan program-program yang 
ada. Stunting juga bisa menggambarkan ketidak merataan pembangunan di republik ini 
terkait dengan bagaimana dengan kesehatan secara keseluruhan dan pendidikan di wilayah 
tersebut. Pemerintahan sangat  serius dalam menangani masalah stunting, yang dibuktikan 
dengan pemerintah baru saja membentuk lembaga khusus untuk gizi yang harapannya dapat 
berfungsi untuk memberikan pemenuhan gizi dan dapat berkoordinasi, merumuskan dan 
menetapkan  kebijakan  teknis  di  bidang tata kelola, penyediaan dan  penyaluran, promosi 
dan kerja sama serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional.

Kejadian stunting di indonesia telah mengalami penurunan Sebanyak 6% dan target 
tahun 2024 stunting turun menjadi 14%. Intervensi spesifik adalah kegiatan yang dilakukan 
dengan mengatasi penyebab langsung stunting. Intervensi sensitif merupakan kegiatan 
pencegahan stunting dengan mengatasi penyebab tidak langsung. Saat ini indonesia telah 
menjalankan program intervensi spesifik yang terdiri dari 9 program yaitu :

1. Ibu hamil KEK yang mendapatkan tambahan asupan zat gizi

2. Ibu hamil yang mengkonsumsi TTD

3. Remaja putri yang mengkonsumsi TTD

4. Bayi yang kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI Eksklusi

5. Anak usia 6-23 bulan mendapat MP-ASI

6. Anak gizi buruk di bawah 5 tahun yang mendapatkan pelayanan tatalaksana gizi 
buruk

7. Anak di bawah 5 tahun dipantau pertumbuhan dan perkembangan

8. Anak gizi kurang di bawah 5  tahun  yang mendapatkan tambahan asupan gizi

9. Anak di bawah 5 tahun yang memperoleh imunisasi dasar lengkap.

Kegiatan intervensi spesifik diharapkan dapat membantu dalam percepatan penurunan 
stunting di Indonesia.

LATAR BELAKANG
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Berdasarkan PP No.72 tahun 2021 dan data SKI tahun 2023 bahwa target dari 9 
intervensi sebagai berikut:

No Kegiatan Capaian 
2023

Target 
2024

1 Ibu hamil   KEK   yang   mendapatkan tambahan asupan zat gizi 13,20% 90%

2 Ibu hamil yang mengkonsumsi TTD 64,48% 80%

3 Remaja putri yang mengkonsumsi TTD 26,64% 58%

4 Bayi yang kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI Eksklusi 55,50% 80%

5 Anak usia 6-23 bulan mendapat MP-ASI 63,10% 80%

6
Anak gizi buruk di bawah 5 tahun yang mendapatkan pelayanan 
tatalaksana gizi buruk

1,10% 90%

7 Anak di bawah 5 tahun dipantau pertumbuhan dan perkembangan 24,00% 90%

8
Anak gizi kurang di bawah 5 tahun yang mendapatkan tambahan 
asupan gizi

4,80% 90%

9    Anak di bawah 5 tahun yang memperoleh imunisasi dasar lengkap 35,80% 90%

Pada Data SKI tahun 2023 diketahui bahwa data diatas 50% yaitu intervensi pada ibu 
hamil yang mengkonsumsi tablet tambah darah, bayi kurang dari 6 bulan yang mendapatkan 
ASI Eksklusif, dan anak usia 6-23 bulan yang mendapatkan MP-ASI. Berdasarkan Kemenkes 
tahun 2023 pada laporan kuartal I (satu)  bahwa 2 (dua) intervensi spesifik yang telah 
memenuhi target pada tahun 2023 yaitu remaja putri yang mengkonsumsi tablet tambah 
darah 57,7% dari target 12,5%, dan ibu hamil dengan mengkonsumsi tablet tambah darah 
dengan target triwulan I (satu) 20% dengan capaian 66%. Berdasarkan data SKI tahun 2023 
dan PP No.72 tahun 2021 masih banyak dari intervensi jauh dari target 2024. Intervensi 
spesifik sangat menekankan pada remaja putri, ibu hamil dan balita.

Gambar 1. Prevalensi Stunting

DESKRIPSI MASALAH
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Berdasarkan data SKI 2022 dan SKI Tahun 2023 prevalensi stunting dalam 10 tahun 
terakhir tidak mengalami perubahan yang signifikan. Penurunan stunting 2 tahun terakhir 
(2022-2023) sudah mulai peningkatan yang cukup baik. Tantangan Indonesia pada tahun 
2024 prevalensi penurunan stunting menjadi 14%. Kejadian stunting pada balita tertinggi 
pada anak laki-laki, remaja awal tertinggi pada anak perempuan dan untuk remaja tertinggi 
pada remaja laki-laki.

Gambar 2. Prevalensi Stunting Berdasarkan Jenis Kelamin 

Faktor yang mempengaruhi percepatan stunting adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pengetahuan, hal ini banyak masyarakat yang belum memiliki 
pengetahuan yang baik seperti dampak, faktor penyebab, pencegahan stunting. 
Berdasarkan data SKI tahun 2023 prevalensi pengetahuan yang benar mengenai 
anak stunting sebanyak 69,4%. Pengetahuan stunting yang baik tertinggi pada 
Papua Barat (84,3%), Papua Tengah (83,7%), dan Jambi (82,9%) sedangkan 
pengetahuan yang baik terendah pada provinsi sulawesi selatan tengah (62,4%), 
Nusa Tenggara Timur (64,2%), dan Jawa Timur (65,5%). Sumber masyarakat 
mendapatkan informasi mengenai stunting yaitu media massa (45,7%), tenaga 
kesehatan/kader (42,6%), keluarga (8,1%), dan lainnya (3,6%).

2. Kebijaksanaan dan koordinasi belum terlaksana dengan maksimal, banyak 
kebijaksanaan seperti intervensi spesifik yang masih jauh dari target (PP No.72 
tahun 2021). Koordinasi berbagai instansi belum terlaksana dengan maksimal 
(Zuhdi, et al, 2024).
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1. Diharapkan pemerintah mampu berkoordinasi dengan lintas sektor seperti misalnya 
berkoordinasi dengan dinas pendidikan, BKKBN, tokoh agama, dan meningkatkan 
pengetahuan tokoh masyarakat setempat mengenai  stunting dan lebih aware lagi 
dengan lingkungan.

2. Agenda pemberian tablet tambah darah lebih merata dan berkesinambungan.

3. Kelompok usia remaja perlu adanya perhatian khusus seperti pemberian PMT.

4. Membuat edukasi melalui media massa secara milenial dan menarik mengenai 
percepatan penurunan stunting.

5. Memberikan edukasi yang dilakukan oleh puskesmas dimaksimalkan dan lebih merata 
serta harus berkesinambungan baik ke sekolah– sekolah maupun posyandu remaja.

6. Survey selanjutnya diharapkan untuk kuesioner perlu penambahan khusus dengan lebih 
menggambarkan mengenai asupan pada remaja dan pengetahuan mengenai stunting.

1. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Badan Gizi Nasional. Peraturan Presiden 
Nomor 72 tahun 2021 Tentang percepatan penurunan stunting.

2. Kemenkes RI. Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Kementerian Kesehatan Tahun 2023.

3. Kemenkes RI. Buku Saku Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan Tahun 
2022.

4. Zuhdi, A., & Heriyadi, W. (2024). Kebijaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan 
Mensukseskan Program Makanan Sehat Atasi Stunting. Jurnal Keluarga Berencana:ISSN 
25273132.
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Komang Wiwik Anggriani

Siti Rahmawati

• Saya Komang Wiwik Anggriani, akrab dipanggil Wiwik, lahir 
besar di Lampung tepatnya di desa Bali Nuraga. Mamak, Bapak 
panggilan saya ke orang tua, bapak sangat suka pertanian dan 
itu juga menjadi pekerjaan beliau, untuk mamak selain menjadi 
IRT beliau juga suka memelihara hewan ternak. Riwayat 
pendidikan dari SD sampai SMA di Lampung, selanjutnya 
menempuh pendidikan tinggi disalah satu universitas swasta 
di Yogyakarta mengambil jurusan Nutritionist dengan IPK 3.15. 
Riwayat Pekerjaan pernah bekerja di PT. Cakra Rhada Mustika 
adalah anak perusahan Kalbe Nutritonal sebagai call care, 
pernah bekerja di Klinik Pratama Panca Medical Centre dan 
Klinik Pratama Panca Bhakti Husada sebagai Nutritionist, saat 
ini sedang mengikuti salah satu riset nasional yaitu SSGI/Survei 
Status Gizi Indonesia.

• Perkenalkan nama saya  Siti Rahmawati dan orang-orang 
memanggil saya Rahma. Saya anak ke 3 dari 4 bersaudara 
yang lahir di Martapura 01 Juli 1997. Saya tinggal di Martapura, 
Kabupaten OKU Timur, provinsi Sumatera Selatan.  Rencana 
yang telah kita susun dengan rapi, bisa saja gagal. Kegagalan 
bukan hal yang asing bagi saya, tapi menyerah tidak ada di 
prinsip saya. Saya lulusan sarja gizi tetapi saya tidak berkerja 
sebagai nutrisionis dan hal tersebut tidak membuat saya 
menyerah untuk tetap selalu membagikan ilmu gizi yang saya 
peroleh selama masa perkuliahan dan dilain waktu saya suka 
menjadi eneumerator gizi dan mebuat video untuk meberikan 
edukasi mengenai gizi. Menurut saya sukses adalah bisa 
memberikan ilmu dan bisa bermanfaat untuk banyak orang dan 
kemajuan bangsa.



K U M P U L A N  P O L I C Y  B R I E F  S I  B I J A K S  A W A R D S  2 0 2 4 111

16POLICY
BRIEF

Dewi Yully Wulandari, Afaf Syaimah, Salsabila Sabrina, Wulan Nurullinisa

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 

Korespondensi penulis : dewiyuliwulandari.dy@gmail.com         

Stunting masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia yang salah satu faktor 
penyebab utamanya adalah kurang energi kronik (KEK) pada ibu hamil. Distribusi Pemberian 
Makanan Tambahan (PMT) yang efektif dan terukur menjadi kunci untuk menurunkan angka 
stunting. Namun, distribusi PMT seringkali terkendala oleh perencanaan yang kurang matang, 
ketidakakuratan data, dan sistem pemantauan yang lemah. Oleh karena itu, diperlukan 
strategi untuk meningkatkan distribusi PMT bagi ibu hamil dengan KEK, seperti perencanaan 
berbasis data, pemantauan stok secara real-time, integrasi distribusi dengan rekam medis 
elektronik, serta peran aktif kader melalui aplikasi mobile untuk memantau konsumsi PMT 
pada ibu hamil dengan KEK. Upaya ini dilakukan untuk dapat meningkatkan cakupan ibu 
hamil KEK yang menerima bantuan gizi hingga 90% di tahun 2024, dengan harapan dapat 
menurunkan angka stunting sebesar 14% sesuai target RPJMN 2024.

Meningkatkan Distribusi Pemberian 
Makanan Tambahan untuk Ibu Hamil 
dengan KEK: Strategi Menurunkan 
Stunting di Indonesia

Stunting saat ini masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia yang perlu diperhatikan.  
Stunting dapat berdampak negatif pada perkembangan fisik, mental dan kemampuan 
belajar anak (Rambe et al., 2023). Berdasarkan Hasil Survei Kesehatan Nasional (SKI) 2023, 
diketahui prevalensi stunting balita di Indonesia mencapai 21,5%, dengan estimasi sekitar 1 
dari 5 anak usia balita mengalami stunting. Stunting dapat disebabkan karena Kekurangan 
Energi Kronik (KEK) pada ibu hamil. Kondisi ibu hamil dengan KEK dapat meningkatkan risiko 
stunting 14 kali lebih besar dibandingkan dengan ibu hamil tanpa KEK (Setyorini et al., 2023). 

LATAR BELAKANG
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KEK pada ibu hamil dan stunting pada balita di Indonesia masih menjadi masalah yang 
signifikan berdampak pada kesehatan. Berdasarkan data SKI 2023, prevalensi nasional KEK 
pada ibu hamil dan prevalensi stunting pada anak balita masih cukup tinggi. Salah satu upaya 
pemerintah dalam mengatasi permasalahan gizi tersebut ialah melalui program Pemberian 
Makanan Tambahan (PMT). PMT menjadi kunci dalam upaya meningkatkan status gizi ibu 
hamil dengan KEK. Namun, distribusi PMT yang tidak merata menghambat pencapaian 
tujuan tersebut. Data SKI 2023 menunjukkan adanya perbedaan antara prevalensi ibu 
hamil KEK dengan ibu hamil yang mendapatkan PMT. Prevalensi KEK ibu hamil di Papua 
Pegunungan (44,7%) jauh lebih tinggi daripada prevalensi di Provinsi  Aceh (10,4%), namun 
proporsi ibu hamil yang mendapatkan PMT di Papua Pegunungan (23,4%) justru lebih rendah 
dibandingkan Aceh (36,3%) (Kemenkes RI, 2024). 

Hasil penelitian melaporkan  bahwa pendistribusian PMT sering terlambat. Akibatnya, 
PMT tidak dapat diberikan kepada Ibu Hamil KEK yang membutuhkan (Rohmah, 2020). 
Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan distribusi kurang merata. Pertama, jadwal 
pemberian PMT yang dilakukan setiap minggu di Posyandu tidak cukup menarik ibu hamil 
untuk datang berpartisipasi. Kedua, waktu pemberian PMT yang terbatas juga menjadi faktor 
penting karena tidak semua ibu hamil yang membutuhkan dapat terjangkau dalam periode 
tersebut (Pujiastuti et al, 2023). Ketiga, ketidaksesuaian dalam pelaksanaan distribusi, di 
mana PMT seharusnya diberikan secara terus menerus, namun sering terputus pada hari libur 
dan akhir pekan. Keempat, kurangnya pemantauan terhadap jumlah PMT yang dikonsumsi 
oleh ibu hamil juga menjadi faktor yang memperburuk situasi ini, di mana keterbatasan 
waktu menjadi kendala dalam pelaksanaan pemantauan yang efektif (Fitriana et al, 2020).

Distribusi PMT yang kurang merata dapat juga dipengaruhi oleh beberapa masalah pada 
aspek input, proses, dan output berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan  diatas. 
Pada tahap input, jadwal distribusi PMT yang tidak selalu sesuai dengan waktu Ibu hamil 
mengakibatkan ketidakseimbangan dalam aksesibilitas. Pada tahap proses, distribusi PMT 
sering terputus pada hari libur dan akhir pekan serta komunikasi dan komitmen dari petugas 

Data SKI 2023 menyebutkan bahwa dua dari sepuluh ibu hamil mengalami KEK, dengan 
prevalensi nasional mencapai 16,9% (Siahaan et al., 2018; Utami et al., 2018; Kemenkes, 
2024). Prevalensi tersebut cukup tinggi dibandingkan dengan target RPJMN 2020-2024 yang 
sebesar 10% (Kemenkes RI, 2020).

Pemberian Makanan Tambahan (PMT) merupakan salah satu upaya yang dilakukan 
untuk meningkatkan status gizi masyarakat, terutama untuk mencegah stunting dan KEK 
pada ibu hamil. Akan tetapi cakupan pemberian PMT masih perlu digencarkan mengingat 
target cakupan pemberian gizi pada ibu hamil KEK tahun 2024 yaitu sebesar 90%. Oleh karena 
itu, distribusi PMT yang tepat penting untuk memastikan ibu hamil mendapatkan gizi yang 
cukup, sehingga risiko stunting pada anak dapat dicegah (Ningsih et al.,2022). Dalam ulasan 
ini dibahas bagaimana strategi untuk menurunkan stunting di Indonesia melalui peningkatan 
distribusi PMT pada ibu hamil dengan KEK.

DESKRIPSI MASALAH
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kesehatan yang kurang optimal menyebabkan ketidakberlanjutan distribusi. Selain itu, 
kurangnya pemantauan stok dan distribusi PMT secara real-time mengakibatkan beberapa 
wilayah terlewat dalam distribusi. Pada tahap output, efektivitas program distribusi PMT 
masih belum optimal, yang terlihat dari masih adanya ibu hamil yang mengalami KEK 
meskipun telah menerima PMT. Kurangnya pemantauan konsumsi PMT memperburuk 
situasi ini. 

Berdasarkan temuan dan analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi 
yang dapat diambil untuk mengatasi masalah Pendistribusian PMT untuk ibu hamil KEK, 
diantaranya:

a. Perencanaan kebutuhan berdasarkan data jumlah ibu hamil KEK, frekuensi 
distribusi, dan jumlah PMT. Penggunaan rekam medis elektronik (EMR) dapat 
mengumpulkan data ibu hamil KEK dari berbagai fasilitas kesehatan, termasuk 
jumlah ibu hamil, lokasi geografis, dan kebutuhan PMT. Data ini memungkinkan 
perencanaan akurat jumlah PMT yang diperlukan di setiap wilayah dan menentukan 
frekuensi distribusi serta estimasi penggunaan PMT untuk memastikan distribusi 
berkelanjutan selama kehamilan.

b. Pemantauan stok PMT secara real-time dan visualisasi distribusi PMT. 
Rekam medis elektronik yang terhubung dengan sistem manajemen stok PMT 
memungkinkan pemantauan stok secara real-time dan pencatatan penerimaan 
PMT oleh ibu hamil. Data ini dapat dipetakan menggunakan GIS untuk menunjukkan 
daerah yang sudah atau belum menerima PMT, membantu pengelola logistik 
mengidentifikasi celah distribusi dan memastikan tidak ada ibu hamil dengan KEK 
yang terlewat.

c. Pemberian PMT saat kunjungan ANC terintegrasi dengan rekam medis 
elektronik. Integrasi pemberian PMT pada saat kunjungan ANC dapat dioptimalkan 
dengan memastikan distribusi yang tepat waktu dan sesuai kebutuhan gizi ibu 
hamil. PMT dalam bentuk biskuit siap konsumsi yang dapat diberikan sebagai 
alternatif praktis untuk memastikan asupan gizi tambahan bagi ibu hamil KEK. 
Selain itu, pemberian PMT berbasis bahan makanan lokal, seperti produk olahan 
yang tinggi protein dan zat besi, juga dapat diterapkan untuk meningkatkan variasi 
nutrisi dan menyesuaikan dengan ketersediaan bahan pangan setempat. Setiap 
pemberian PMT dicatat dalam rekam medis elektronik, memudahkan pemantauan 
untuk memastikan ibu hamil KEK menerima PMT sesuai jadwal dan memfasilitasi 
tenaga kesehatan dalam memberikan edukasi gizi tambahan selama kunjungan 
ANC.

d. Melibatkan kader dan anggota keluarga melalui aplikasi yang terintegrasi 
dengan RME untuk pemantauan konsumsi PMT. Aplikasi mobile terintegrasi 
dengan rekam medis elektronik (RME) dapat membantu kader kesehatan 
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memantau konsumsi PMT oleh ibu hamil dengan KEK. Aplikasi ini memungkinkan 
kader mencatat dan melaporkan konsumsi PMT secara teratur, dan data tersebut 
diakses petugas kesehatan secara real-time untuk analisis cepat. Dengan informasi 
ini, petugas kesehatan dapat mengidentifikasi ibu hamil berisiko dan menyesuaikan 
intervensi, seperti menambah alokasi PMT atau memberikan edukasi tambahan 
jika diperlukan.
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jawab dan dapat bekerja dalam tim, beradaptasi dengan 
lingkungan baru dengan mudah, berkomunikasi dengan baik, 
dan mampu mengoperasikan komputer dengan baik. Salsa 
memiliki keinginan yang kuat untuk belajar dan berkontribusi 
dalam menggali informasi dan membuat inovasi kebijakan 
kesehatan.



Wulan Nurullinisa
• Wulan Nurullinisa adalah lulusan di bidang Promosi Kesehatan 

dengan gelar S1 Kesehatan Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah 
Jakarta. Berpengalaman dalam analisis dan perancangan 
media, Wulan telah mendukung proyek kesehatan masyarakat 
melalui inovasi digital, termasuk pengembangan BOT 
WhatsApp dan Telegram. Selain itu, Wulan mahir dalam analisis 
data menggunakan SPSS dan berkomitmen untuk menciptakan 
solusi inovatif yang meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan 
komunitas.
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Stunting menjadi salah satu masalah kesehatan yang membutuhkan perhatian 
pemangku kebijakan. Selain malnutrisi, anemia akibat defisiensi zat besi juga menjadi salah 
satu faktor penyebab stunting. Di Indonesia, sebanyak 32% remaja putri mengalami anemia 
pada tahun 2018 (Riskesdas, 2018). Apabila kondisi ini tidak ditangani dengan tepat, akan 
berlanjut hingga mereka memasuki masa kehamilan dan berisiko melahirkan anak dengan 
kondisi stunting. Pemerintah telah berupaya mengatasi permasalahan ini melalui program 
pemberian tablet tambah darah (TTD) di institusi pendidikan. Tetapi, pada kenyataannya 
implementasi program ini belum berjalan maksimal. Tidak semua remaja putri meminum/
menghabiskan TTD yang mereka dapatkan, berdasarkan data  SKI 2023, beberapa alasan dari 
mereka adalah 14,5% merasa tidak perlu/tidak bermanfaat dan 22,5% beralasan lupa. Selain 
itu, beragamnya cara pendistribusian TTD di sekolah menunjukkan masih terdapat sekolah 
yang belum memberikan TTD secara ideal dan sesuai standar. Hal ini menunjukkan tidak 
tegas dan kurang kuatnya kebijakan pemberian TTD di sekolah. Dibutuhkan pembaruan 
kebijakan untuk mengatasi permasalahan ini, beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat 
dilakukan adalah menetapkan hari untuk meminum TTD secara nasional, memberikan 
tanggung jawab kepada wali kelas untuk mendata dan memastikan TTD diminum oleh 
siswa, membuat tim khusus di tiap sekolah yang bertugas menyimpan,  mendistribusikan,  
dan  merekapitulasi  data  dari  wali  kelas,  serta pembuatan website khusus oleh dinas 
kesehatan untuk meng-input data pendistribusian dan data konsumsi TTD siswa.

Penguatan Kebijakan Pemberian Tablet 
Tambah Darah di Institusi Sekolah 
untuk Menekan Prevalensi Stunting
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Menuju Indonesia Emas 2045 membutuhkan sumber daya manusia yang unggul 
dan berkualitas. SDM yang unggul terlahir dari generasi yang sehat dan cerdas. Namun, 
masih terdapat problematika di dunia kesehatan yang menjadi hambatan untuk mencapai 
tujuan tersebut, salah satunya adalah stunting. Stunting adalah gangguan pertumbuhan 
dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang 
ditandai dengan tinggi badan berada di bawah standar (WHO, 2015). Selain menghambat 
perkembangan fisik, stunting juga mengganggu perkembangan dan fungsi kerja otak 
sehingga mempengaruhi kemampuan anak dalam berpikir. Faktor utama penyebab 
stunting adalah akibat kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama, termasuk akibat dari 
ibu yang selama masa remaja, kehamilan, dan laktasi kekurangan asupan nutrisi (Rokom, 
2018). Salah satu bentuk kekurangan nutrisi saat masa remaja dan menjadi faktor terjadinya 
stunting adalah anemia.

Definisi anemia menurut WHO adalah kondisi tubuh saat kadar hemoglobin (Hb) 
dalam darah lebih rendah dari normal, hal tersebut terjadi akibat kekurangan nutrisi berupa 
zat besi, asam folat, dan B12. Remaja putri cenderung  lebih berisiko mengalami anemia 
karena adanya siklus menstruasi tiap bulannya yang menyebabkan kehilangan banyak 
darah, kondisi tersebut diperburuk dengan kurangnya asupan zat besi. Persentase anemia 
di Indonesia khususnya  pada remaja putri menurut data Riskesdas 2018 mencapai angka 
yang cukup tinggi yaitu 32%, hal tersebut menjadi salah satu faktor penyumbang tingginya 
prevalensi stunting di Indonesia. Apabila anemia pada remaja dibiarkan begitu saja tanpa 
adanya intervensi yang tepat, akan berlanjut hingga mereka memasuki masa kehamilan dan 
berpotensi memberikan dampak negatif terhadap kondisi janin yang dikandungnya.

Oleh karena itu, pemerintah telah melakukan upaya preventif untuk pencegahan 
anemia pada remaja putri dengan meluncurkan program pemberian tablet tambah darah 
(TTD) di institusi sekolah berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh Dirjen Kesmas, 
Kementerian Kesehatan nomor HK 03.03/V/0595/2016. Sasaran dari program ini adalah siswi 
jenjang SMP dan SMA usia 12-18 tahun di seluruh Indonesia. Harapannya dengan pemberian 
TTD secara rutin dapat menekan prevalensi anemia pada remaja sekaligus mempersiapkan 
calon ibu yang sehat dan siap melahirkan generasi yang berkualitas.

Menurut data SKI 2023, prevalensi anemia di Indonesia pada kelompok usia 15-24 tahun 
mencapai 15,5%, usia tersebut tergolong sebagai remaja dan wanita usia subur. Padahal, 
remaja sebagai calon orang tua merupakan penentu lahirnya generasi yang sehat dan 
berkualitas. Berdasarkan sumber yang sama, sebanyak 27,7% wanita hamil di Indonesia 
mengalami anemia. Tingginya kasus anemia pada ibu hamil sejalan dengan tingginya 
prevalensi stunting pada bayi dan balita, tercatat sebanyak 12,9% balita usia 0-23 bulan 
mengalami stunting dan 5,4% lainnya mengalami severely stunting. Peluncuran program 
pemberian TTD oleh pemerintah yang diharapkan dapat menekan prevalensi anemia pada 
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remaja putri nyatanya belum berjalan secara maksimal, proporsi remaja putri usia 10-19 
tahun yang menerima/membeli TTD dalam 12 bulan terakhir hanya berkisar 73,5%, dari 
jumlah tersebut 89,6% memperoleh TTD melalui institusi sekolah. Namun, angka yang 
tinggi tidak menjamin pendistribusian TTD di sekolah sesuai pedoman dan standar yang 
ditetapkan, data SKI 2023 juga memuat alasan remaja putri tidak meminum/menghabiskan 
TTD yang mereka dapatkan dari sekolah, beberapa alasan dari mereka adalah 14,5% merasa 
tidak perlu/tidak bermanfaat, 22,5% beralasan lupa, 31,2% karena rasa dan baunya tidak 
enak, dan 4% beralasan bosan. Mengutip dari studi literatur oleh Helmyati, dkk. tahun 2023 
bahwa model pendistribusian TTD di sekolah masih sangat beragam dan tidak semua ideal 
sesuai standar. Idealnya TTD diberikan satu tablet tiap minggu sepanjang tahun dan 
diminum bersama pada hari yang sudah ditentukan, kenyataannya terdapat sekolah yang 
memberikan TTD langsung 4 strip tiap bulannya untuk dikonsumsi siswa secara mandiri. 
Selain itu, tidak semua sekolah memberikan instruksi atau penjelasan saat memberikan 
TTD. Hal ini menunjukkan tidak kuatnya kebijakan pemberian TTD di sekolah, kurang 
mendalamnya intervensi terkait pemahaman siswa mengenai TTD, kurangnya monitoring 
dari pembuat kebijakan, serta evaluasi yang kurang terpusat menjadikan program pemberian 
TTD di sekolah ini belum berjalan secara maksimal.

Menyikapi permasalahan stunting yang masih tinggi di Indonesia, serta implementasi 
program pemberian tablet tambah darah (TTD) oleh pemerintah yang belum maksimal, maka 
dibutuhkan pembaruan kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Berdasarkan 
temuan dan analisis yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa rekomendasi kebijakan 
yang dapat dilakukan,  di antaranya:

1. Menetapkan hari nasional untuk program konsumsi TTD serentak
Dalam hal ini diperlukan kolaborasi antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian 
Pendidikan. Penetapan hari secara nasional akan menjadi patokan seluruh sekolah 
yang melaksanakan program pemberian TTD.

2. Memberikan pelatihan bagi wali kelas mengenai kegunaan TTD
Dengan bekal pengetahuan mengenai TTD, wali kelas dapat memberikan instruksi 
atau penjelasan yang akurat saat memberikan TTD kepada siswa.

3. Memberikan tanggung jawab kepada wali kelas untuk mendistribusikan, 
mendata, dan memastikan TTD dikonsumsi oleh siswa yang diampunya  
Hal ini menjadikan adanya kontrol di tingkat kelas sehingga keberjalanan program 
dapat terpantau secara detail.

4. Membuat tim khusus yang bertugas menyimpan, mendistribusikan, dan 
merekapitulasi data konsumsi TTD dari wali kelas
Adanya tim khusus dan tidak membebankan tugas kepada petugas UKS atau PMR 
akan menjadikan program ini lebih terfokus dan berjalan maksimal.
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5. Pemberian satu tablet TTD per minggu
Hal ini sesuai anjuran Kemenkes mengenai tata cara konsumsi TTD yang benar. Tidak 
memberikan sekaligus dalam jumlah banyak dan memastikan TTD diminum bersama 
tidak secara mandiri, dapat menghindari kemungkinan TTD tidak terminum oleh 
siswa dengan berbagai alasan.

6. Pembuatan platform digital dapat berupa website atau aplikasi oleh dinas kesehatan  
Platform ini digunakan untuk meng-input data distribusi dan data konsumsi TTD 
siswa yang diisikan oleh tim khusus masing-masing sekolah setiap minggunya 
Dengan adanya website ini sekolah dapat meng-input data secara real time sehingga 
pengelolaan data menjadi lebih transparan.
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Stunting adalah masalah kesehatan yang mendesak di Indonesia, dengan prevalensi 
21,5% pada tahun 2023 menurut Survei Kesehatan Indonesia (SKI). Stunting tidak hanya 
menghambat pertumbuhan fisik anak, tetapi juga mempengaruhi perkembangan kognitif, 
motorik, serta produktivitas jangka panjang, yang berpotensi menghambat pencapaian 
generasi emas Indonesia pada tahun 2045. 

Analisis mengidentifikasi tiga faktor utama penyebab stunting: gizi buruk, sanitasi dan 
air bersih yang tidak memadai, serta akses kesehatan yang terbatas. Rekomendasi yang 
diusulkan dalam policy brief ini didasarkan pada studi kasus dari berbagai negara yang 
berhasil mengatasi permasalahan serupa, sehingga dapat memberikan solusi yang terbukti 
efektif untuk diterapkan di Indonesia:

1. Penguatan Program Gizi Terintegrasi: Memperluas intervensi gizi dari 1000 
HPK hingga 8000 HPK, termasuk penyediaan makanan tambahan bagi ibu hamil 
dengan Kurang Energi Kronis (KEK), pemberian Tablet Tambah Darah (TTD), serta 
edukasi gizi bagi ibu hamil, menyusui, dan remaja. Rekomendasi ini terinspirasi dari 
program yang sukses di Bangladesh.

2. Perbaikan Gizi Remaja: Pelaksanaan skrining anemia dan pemberian TTD di 
sekolah-sekolah, serta edukasi tentang pentingnya nutrisi, mengikuti contoh dari 
Vietnam yang berhasil meningkatkan status gizi remaja putri melalui intervensi di 
sekolah.

3. Perbaikan Gizi Ibu Hamil: Memastikan akses pemeriksaan kehamilan (ANC) yang 
komprehensif, termasuk pemberian TTD dan makanan tambahan berbasis pangan 
lokal, untuk mencegah stunting sejak kehamilan. Pendekatan ini terbukti efektif di 
Ghana.

Menentukan Prioritas Intervensi 
Pencegahan Stunting

RINGKASAN EKSEKUTIF
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4. Perbaikan Gizi pada Balita: Peningkatan pemantauan pertumbuhan, pemberian 
ASI eksklusif, MP-ASI kaya protein hewani, serta imunisasi, yang terbukti efektif 
dalam mengurangi prevalensi stunting di Peru.

5. Investasi dalam Sanitasi dan Infrastruktur Air Bersih: Pengembangan 
infrastruktur sanitasi dan air bersih di daerah-daerah terpencil melalui kerjasama 
pemerintah dan sektor swasta, serta optimalisasi program Sanitasi Total Berbasis 
Masyarakat (STBM), mengikuti model yang berhasil diterapkan di Ethiopia.

6. Perbaikan Layanan Kesehatan: Penguatan layanan kesehatan primer, terutama 
posyandu, untuk meningkatkan edukasi dan pemeriksaan kesehatan ibu dan 
balita, mengikuti contoh dari Kenya yang berhasil menurunkan angka stunting 
melalui layanan kesehatan primer yang lebih kuat.

Rekomendasi kebijakan dalam pencegahan stunting ini ditujukan kepada berbagai pihak 
termasuk pemerintah pusat yaitu presiden, BKKBN, Kementerian Kesehatan, Kemendikbud, 
Kementerian Sosial dan juga seluruh lintas sektor. 

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan  gizi kronis 
dan infeksi berulang yang terjadi sejak masa 1000 Hari Pertama  Kehidupan (HPK). Anak 
dikatakan mengalami stunting jika panjang atau tinggi  badannya berada di bawah minus dua 
standar deviasi (-2 SD) dari median standar  pertumbuhan anak yang ditetapkan oleh WHO, 
yang telah diadopsi oleh  Kementerian Kesehatan. Sebagai contoh, untuk anak usia 2 tahun, 
tinggi badan  kurang dari 81,2 cm untuk anak laki-laki dan 79,7 cm untuk anak perempuan  
termasuk dalam kategori stunting (Kementerian Kesehatan, 2022). Stunting  menjadi salah 
satu masalah kesehatan anak yang paling mendesak di Indonesia  dan telah menjadi prioritas 
dalam pembangunan kesehatan nasional (Kementerian Kesehatan RI, 2020).  

Berdasarkan laporan World Health Organization (WHO) tahun 2021, 22%  atau sekitar 
149,2 juta balita di dunia mengalami stunting (World Health  Organization, 2021). Di Indonesia, 
menurut Survei Kesehatan Indonesia (SKI)  2023, prevalensi stunting mencapai 21,5%, yang 
hanya sedikit menurun dari  21,6% pada tahun 2022 (Kementerian Kesehatan, 2023). Target 
pemerintah untuk  menurunkan prevalensi stunting menjadi 14% pada tahun 2024 menjadi 
tantangan  besar yang harus dihadapi bersama (Bedasari et al., 2021).  

Penyebab stunting sangat beragam, namun umumnya berakar pada kondisi  gizi ibu 
saat hamil dan faktor lingkungan seperti sanitasi dan akses air bersih. Gizi  ibu yang tidak 
mencukupi selama kehamilan dapat menyebabkan hambatan  pertumbuhan janin, yang 
berisiko tinggi terhadap kejadian stunting (Nuradhiani  A, 2022). Selain itu, masalah gizi 
yang berlanjut setelah bayi lahir hingga usia dua  tahun juga berperan signifikan dalam 
mempengaruhi stunting pada balita  (Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional, 
2018). Bayi yang baru  lahir tidak melakukan Inisiasi Menyusui Dini (IMD), tidak mendapatkan 
ASI  secara ekslusif, serta medapatkan kualitas Makanan Pendamping ASI (MP-ASI)  yang 
buruk berisiko tinggi mengalami stunting (Kusumaningsih et al., 2023; Resti  et al., 2021). 
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Analisis Penyebab 
Stunting pada balita di Indonesia dipicu oleh beberapa faktor utama: gizi  buruk, 

sanitasi dan air bersih yang buruk, serta akses kesehatan yang terbatas.  Data dari SKI 
2023 menunjukkan bahwa 35% balita mengalami kekurangan gizi,  yang secara langsung 
berkontribusi pada stunting. Asupan nutrisi yang tidak  memadai, terutama kurangnya 
protein hewani seperti telur, ikan, dan daging,  sangat berisiko terhadap kejadian stunting 
(Hermawan et al., 2023; Kementerian  Kesehatan, 2023; Sukmawati et al., 2018). 

Selain gizi, sanitasi yang buruk juga menjadi penyebab utama. Sekitar  45% rumah 
tangga di Indonesia tidak memiliki akses yang memadai terhadap  sanitasi dan air bersih, yang 
meningkatkan risiko infeksi pada balita dan  mengganggu penyerapan nutrisi (Kementerian 
Kesehatan, 2023). Daerah seperti  Kabupaten Sumba Timur di NTT menghadapi krisis air 
bersih yang berdampak  serius pada kesehatan dan gizi masyarakat.

Akses kesehatan yang terbatas juga menjadi faktor penting. Sebanyak  40% ibu hamil 
tidak mendapatkan pemeriksaan kehamilan yang memadai. Ibu  yang tidak lengkap menjalani 
pemeriksaan kehamilan berpeluang 19% lebih  tinggi untuk melahirkan anak yang stunting 
dibandingkan ibu yang mendapat  pemeriksaan lengkap (Hanum et al., 2023). Pemeriksaan 
kehamilan yang rutin  penting untuk mendeteksi dan mencegah risiko stunting sejak dini. 

Dampak 
Stunting menyebabkan dampak jangka pendek dan panjang yang serius.  Pada jangka 

pendek, stunting menghambat perkembangan kognitif, motorik, dan emosional anak, 
mengurangi kemampuan belajar dan potensi mereka untuk  mendapatkan pendidikan 
yang baik (Damayanti, 2020). Jangka panjangnya,  stunting meningkatkan risiko penyakit 
degeneratif seperti diabetes, obesitas, dan  penyakit jantung koroner, yang dapat mengurangi 
kualitas hidup dan  meningkatkan angka kematian (Syafiq, 2020). 

Stunting juga berdampak pada ekonomi nasional, mengingat anak-anak  yang mengalami 
stunting cenderung memiliki pendidikan yang lebih rendah dan  produktivitas yang menurun 
di masa depan. Hal tersebut dibuktikan dengan  adanya kerugian akibat stunting pada tahun 
2020 sebesar Rp 308 - 463 Triliun (Badan Perencanaan Pembangunan, 2024). Berdasarkan 
Data World Bank, Stunting juga diprediksi menurunkan Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar 
3% (Sekertariat Wakil Presiden RI & Kementerian Koordinator Bidang  Pembangunan Manusia 
dan Kebudayaan, 2018). Hal ini berkontribusi pada  hilangnya potensi ekonomi dan beban 
biaya kesehatan yang tinggi (Hasriani,  2023). 

Hambatan 
Hambatan utama dalam pencegahan stunting adalah rendahnya pengetahuan dan  

tingkat ekonomi masyarakat. Banyak keluarga tidak memiliki akses atau  pengetahuan yang 
cukup untuk menyediakan gizi yang memadai bagi anak-anak  mereka. Di daerah pedesaan, 

DESKRIPSI MASALAH



K U M P U L A N  P O L I C Y  B R I E F  S I  B I J A K S  A W A R D S  2 0 2 4124

akses ke fasilitas kesehatan sering kali terbatas,  membuat upaya intervensi kesehatan 
menjadi lebih sulit dijalankan (Sekertariat  Wakil Presiden RI & Kementerian Koordinator 
Bidang Pembangunan Manusia  dan Kebudayaan, 2018). 

Berdasarkan analisis masalah tersebut, kami mengusulkan beberapa rekomendasi  
untuk pencegahan stunting di Indonesia: 

1. Program gizi terintegrasi Perluasan program gizi dari 1000 HPK hingga  8000 HPK 
sangat diperlukan untuk memastikan intervensi gizi mencakup  semua fase penting 
dalam perkembangan anak dan remaja. Program ini harus  mencakup skrining 
anemia, pemberian tablet tambah darah, dan edukasi gizi  seimbang bagi ibu 
hamil, ibu menyusui, dan remaja. Penyediaan makanan  tambahan bagi ibu hamil 
dengan kondisi KEK juga harus menjadi prioritas  untuk mengurangi risiko stunting 
secara efektif (Natanael et al., 2022;  Renyoet et al., 2023). Di Bangladesh, perluasan 
program gizi ke remaja telah menunjukkan hasil yang positif dalam menurunkan 
prevalensi stunting (Nyma et al., 2023). 

2. Perbaikan gizi remaja. Menerapkan program skrining anemia dan  pemberian tablet 
tambah darah di sekolah-sekolah sangat penting untuk  mengatasi kekurangan gizi 
pada remaja, khususnya remaja putri yang  nantinya akan menjadi ibu. Edukasi 
tentang pentingnya nutrisi juga harus  diberikan secara menyeluruh, dengan 
melibatkan guru dan petugas puskesmas  untuk memastikan kepatuhan siswa 
dalam konsumsi tablet tambah darah (Kaimudin et al., 2017). Di Vietnam, program 
serupa yang melibatkan  pendidikan gizi di sekolah telah terbukti meningkatkan 
status gizi remaja putri (Yoon et al., 2021). 

3. Perbaikan gizi ibu hamil. Meningkatkan akses ke pemeriksaan kehamilan  (ANC) 
yang komprehensif adalah langkah kunci dalam pencegahan stunting.  Pemeriksaan 
ini harus mencakup pemberian tablet tambah darah minimal 90  tablet dan 
makanan tambahan berbasis pangan lokal untuk ibu hamil yang  mengalami 
KEK. Pengenalan dan pelatihan penggunaan bahan pangan lokal  penting untuk 
keberlanjutan dan keberhasilan program ini (Puspitasari et al.,  2021a). Di Ghana, 
intervensi ANC yang ditingkatkan dengan suplemen gizi  telah berhasil mengurangi 
prevalensi stunting (Aryeetey et al., 2022). 

4. Perbaikan gizi pada balita. Perbaikan gizi pada balita harus mencakup lima  
kegiatan spesifik: pemantauan pertumbuhan balita melalui posyandu,  pemberian 
ASI eksklusif selama enam bulan pertama, pemberian MP-ASI  yang kaya protein 
hewani setelah usia 6 bulan, tata laksana masalah gizi, dan  peningkatan cakupan 
imunisasi. Program-program ini telah terbukti efektif  dalam mengurangi prevalensi 
stunting di berbagai daerah di Indonesia (Amalia et al., 2022; Direktorat Gizi 
Masyarakat, 2020; Puspitasari et al.,  2021). Pengalaman dari Peru menunjukkan 
bahwa intervensi gizi spesifik  pada balita dapat secara signifikan mengurangi 
angka stunting (Huicho et al.,  2020). 
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5. Investasi dalam Sanitasi dan Infrastruktur Air Bersih. Investasi dalam  
infrastruktur sanitasi dan penyediaan air bersih harus menjadi prioritas,  terutama di 
daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau. Pemerintah dan  sektor swasta perlu 
bekerja sama untuk memastikan penyediaan air bersih dan  infrastruktur sanitasi 
yang memadai. Program Sanitasi Total Berbasis  Masyarakat (STBM) dengan lima 
pilar perlu dioptimalkan untuk mencapai  hasil yang lebih baik (Ardiansyah et al., 
2024). Di Ethiopia, peningkatan akses  air bersih dan sanitasi telah terbukti efektif 
dalam menurunkan prevalensi  stunting (Ademas et al., 2021). 

6. Perbaikan layanan Kesehatan, Perbaikan layanan kesehatan harus  mencakup 
peningkatan fasilitas kesehatan, sumber daya manusia, dan sistem  pelayanan. 
Posyandu, sebagai garda depan dalam pencegahan stunting,  harus diperkuat untuk 
memastikan bahwa edukasi dan pemeriksaan  kesehatan ibu dan balita berjalan 
dengan efektif. Penguatan ini akan  memainkan peran kunci dalam menurunkan 
angka stunting di Indonesia  (Shiyam et al., 2022). Studi di Kenya menunjukkan 
bahwa penguatan  layanan kesehatan primer dapat secara signifikan menurunkan 
angka  stunting (Luoto et al., 2021).
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Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 mengungkapkan prevalensi depresi tertinggi 
(2%) pada kelompok usia 15-24 tahun, dengan hanya 10,4% yang mencari pengobatan. 
Fenomena ini mencerminkan tantangan serius dalam kesehatan mental remaja Indonesia, 
yang berdampak signifikan pada perkembangan kognitif, sosial, dan emosional mereka, serta 
berpotensi menghambat produktivitas dan kesejahteraan generasi muda di masa depan. 
Policy brief ini mengusulkan "Ruang Kesejahteraan Digital", sebuah platform pembelajaran 
dan dukungan kesehatan mental berbasis teknologi yang terintegrasi ke dalam kurikulum 
sekolah. Program ini dirancang untuk memanfaatkan familiaritas Generasi Z dengan 
teknologi digital, sambil mengatasi hambatan akses dan kesadaran terhadap layanan 
kesehatan mental konvensional.

Fitur utama platform ini meliputi: 1) Aplikasi mobile interaktif dengan skrining kesehatan 
mental berbasis AI, 2) Kelas virtual kesejahteraan dengan sesi live streaming bersama ahli, 
3) Pembelajaran berbasis permainan untuk meningkatkan keterlibatan, 4) Forum diskusi 
termoderasi untuk dukungan sebaya, 5) Sistem peringatan dini untuk deteksi masalah 
kesehatan mental, 6) Integrasi dengan kurikulum sekolah untuk normalisasi kesehatan 
mental, 7) Keterlibatan orang tua melalui portal khusus, 8) Sistem dukungan peer-to-peer 
untuk membangun komunitas yang supportif.

Implementasi "Ruang Kesejahteraan Digital" melibatkan kolaborasi antara Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, dan pemangku kepentingan lainnya. 
Inisiatif ini sejalan dengan rekomendasi WHO untuk memanfaatkan teknologi digital dalam 
promosi kesehatan mental remaja dan berpotensi menjadi model inovatif bagi negara 

Ruang  Kesejahteraan  Digital  
(Digital  Wellness  Space): 
Inovasi  Terintegrasi  untuk Mengatasi 
Depresi pada Remaja Indonesia
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berkembang lainnya. Dengan mengintegrasikan kesehatan mental ke dalam kurikulum melalui 
teknologi, Indonesia dapat mengambil langkah signifikan dalam melindungi kesehatan 
mental remajanya dan mempersiapkan generasi yang lebih tangguh untuk menghadapi 
tantangan masa depan.

Kesehatan mental remaja menjadi perhatian global, dengan depresi sebagai salah 
satu masalah utama. World Health Organization (WHO) melaporkan bahwa depresi adalah 
penyebab utama disabilitas pada remaja di seluruh dunia (WHO, 2021). Di Indonesia, SKI 
2023 menunjukkan bahwa kelompok usia 15-24 tahun memiliki prevalensi depresi tertinggi 
(2%), dengan persentase lebih tinggi pada perempuan (Kementerian Kesehatan RI, 2023). 
Rendahnya tingkat pencarian pengobatan (10,4%) menunjukkan adanya hambatan akses 
dan kesadaran terhadap layanan kesehatan mental.

Depresi pada remaja bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga isu sosial-ekonomi 
yang krusial. Gangguan mental ini dapat berdampak signifikan pada perkembangan kognitif, 
sosial, dan emosional remaja, serta berpotensi menghambat pencapaian akademis dan 
produktivitas di masa depan (Erskine et al., 2015). Secara global, depresi memengaruhi 
sekitar 14% remaja usia 10-19 tahun, dengan beban penyakit yang tidak proporsional di 
negara berpenghasilan rendah dan menengah (LMIC) (UNICEF, 2021). Di Indonesia, meskipun 
data nasional terbaru menunjukkan prevalensi 2% pada kelompok usia 15-24 tahun, angka 
yang sebenarnya mungkin lebih tinggi mengingat kurangnya pelaporan dan diagnosis yang 
tepat (Kementerian Kesehatan RI, 2023).

Generasi Z, yang lahir antara tahun 1997-2012, memiliki karakteristik unik seperti 
keterampilan teknologi tinggi dan kebutuhan akan privasi digital (Turner, 2022). Namun, 
mereka juga rentan terhadap masalah kesehatan mental akibat penggunaan teknologi 
berlebihan, tekanan akademik, dan faktor sosial lainnya (Twenge et al., 2020). Intervensi 
kesehatan mental yang efektif harus mempertimbangkan karakteristik ini dan memanfaatkan 
teknologi sebagai solusi.

Dalam konteks transformasi digital Indonesia, ada peluang besar untuk mengintegrasikan 
solusi teknologi dalam mengatasi tantangan kesehatan mental remaja. Sejalan dengan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang menekankan 
pentingnya transformasi digital dalam berbagai sektor termasuk kesehatan dan pendidikan 
(Bappenas, 2020), pengembangan platform kesehatan mental digital dapat menjadi langkah 
strategis. Hal ini juga sejalan dengan rekomendasi WHO untuk memanfaatkan teknologi 
digital dalam promosi kesehatan mental remaja, terutama di negara-negara LMIC (WHO, 2021). 
Dengan mempertimbangkan tingginya penetrasi smartphone di kalangan remaja Indonesia 
yang mencapai 91% (APJII, 2022), solusi berbasis teknologi seperti "Ruang Kesejahteraan 
Digital" memiliki potensi besar untuk meningkatkan akses, literasi, dan perawatan kesehatan 
mental remaja secara signifikan.

LATAR BELAKANG
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1. Prevalensi depresi tinggi pada remaja

Survei Kesehatan Indonesia 2023 melaporkan prevalensi depresi 2% pada usia 15-
24 tahun, dengan angka lebih tinggi pada perempuan (Kementerian Kesehatan RI, 
2023). Namun, penelitian lain menunjukkan angka yang lebih tinggi, mencapai 6.9% 
pada remaja Indonesia (Wiguna et al., 2019).  Perbedaan ini mungkin disebabkan 
oleh under-reporting dan variasi metode pengukuran, menunjukkan kemungkinan 
masalah yang lebih besar dari yang terlihat.

2. Rendahnya tingkat pencarian pengobatan

Hanya 10.4% remaja dengan depresi mencari bantuan profesional (Kementerian 
Kesehatan RI, 2023). Studi lain menunjukkan bahwa di negara berkembang, 
termasuk Indonesia, gap pengobatan untuk gangguan mental dapat mencapai  
90% (Patel et al., 2018). Ini mencerminkan tantangan besar dalam aksesibilitas dan 
penerimaan layanan kesehatan mental.

3. Kesenjangan gender

Perempuan memiliki risiko depresi lebih tinggi, membutuhkan pendekatan 
yang sensitif gender (Salk et al., 2017). Di Indonesia, faktor sosial budaya seperti 
ekspektasi peran gender tradisional dapat memperparah kesenjangan ini (Turnip 
et al., 2020).

4. Stigma dan kurangnya literasi kesehatan mental

Stigma menjadi penghalang utama dalam pencarian bantuan (Aguirre Velasco et 
al., 2020). Di Indonesia, kepercayaan tradisional dan mitos seputar gangguan 
mental masih kuat, sering menganggap masalah kesehatan mental sebagai 
kelemahan pribadi atau masalah spiritual (Marthoenis et al., 2016).

5. Keterbatasan akses

Layanan kesehatan mental konvensional sering kali sulit diakses oleh remaja 
(Radez et al., 2021). Di Indonesia, distribusi tenaga kesehatan mental tidak merata, 
dengan rasio psikiater terhadap populasi hanya 0.31 per 100,000 penduduk, jauh 
di bawah standar WHO (Idaiani & Riyadi, 2018).

6. Kurangnya integrasi

Program kesehatan mental belum terintegrasi secara efektif dalam sistem 
pendidikan (Fazel et al., 2022). Di Indonesia, meskipun ada upaya untuk 
memasukkan pendidikan kesehatan mental dalam kurikulum, implementasinya 
masih terbatas dan tidak konsisten (Willenberg et al., 2020).

Pendekatan tradisional dalam menangani kesehatan mental remaja sering kali gagal karena:

1. Tidak memanfaatkan teknologi yang akrab bagi generasi Z,

Pendekatan tradisional sering gagal karena tidak menggunakan platform digital 
yang familiar bagi remaja (Grist et al., 2019). Di Indonesia, penetrasi internet di 
kalangan remaja mencapai 91% (APJII, 2022), menunjukkan potensi besar untuk 
intervensi berbasis teknologi.

DESKRIPSI MASALAH
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2. Kurang memperhatikan kebutuhan privasi dan preferensi komunikasi remaja,

Remaja cenderung mencari informasi kesehatan mental secara online karena 
privasi dan anonimitas (Radez et al., 2021). Di Indonesia, budaya "menjaga nama 
baik keluarga" dapat membuat remaja enggan mencari bantuan secara terbuka 
(Marthoenis et al., 2016).

3. Tidak terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari dan sistem pendidikan,

Program kesehatan mental yang terpisah dari rutinitas sekolah cenderung kurang 
efektif (Fazel et al., 2022). Integrasi dengan kurikulum dapat meningkatkan 
normalisasi dan akseptabilitas intervensi kesehatan mental (Arango et al., 2018).

4. Kurang fleksibel dalam menyesuaikan konten berdasarkan gender dan kebutuhan 
individu,

Pendekatan one-size-fits-all tidak efektif mengingat perbedaan gender dalam 
manifestasi dan faktor risiko depresi (Salk et al., 2017). Di Indonesia, perbedaan 
ekspektasi sosial terhadap laki-laki dan perempuan memerlukan pendekatan yang 
lebih bernuansa khusus (Turnip et al., 2020).

Platform "Ruang Kesejahteraan Digital" merupakan kebijakan yang direkomendasikan. 
Kebijakan ini dirancang untuk mengatasi masalah-masalah ini dengan memanfaatkan 
teknologi, personalisasi, dan integrasi dengan sistem pendidikan. Adapun fitur-fitur utama 
kebijakan ini adalah sebagai berikut:

1.  Aplikasi Mobile Interaktif
a. Fitur skrining kesehatan mental berbasis AI (Torous et al., 2019)
b. Modul pembelajaran interaktif (Grist et al., 2019)
c. Jurnal mood dan refleksi diri (Bakker et al., 2016)
d. Chatbot untuk dukungan emosional 24/7 (Vaidyam et al., 2019)
e. Konten yang disesuaikan berdasarkan gender (Salk et al., 2017)

2.  Kelas Virtual Kesejahteraan
a. Sesi mingguan live streaming dengan ahli kesehatan mental (Stallard et al., 2018)
b. Breakout rooms virtual untuk diskusi kelompok kecil (Barak & Grohol, 2011)
c. Sesi terpisah berdasarkan gender untuk topik sensitif (Slone et al., 2013)

3.  Pembelajaran Berbasis Permainan
a. Tantangan mingguan untuk mempraktikkan keterampilan kesehatan mental 

(Fleming et al., 2017)
b. Sistem poin dan lencana untuk motivasi (Looyestyn et al., 2017)
c. Leaderboard anonim untuk keterlibatan komunitas (Garrido et al., 2019)

4.  Forum Diskusi Moderasi
a. Ruang diskusi online yang dimoderasi oleh konselor sekolah (Rice et al., 2014)
b. Opsi posting anonim untuk mendorong keterbukaan (Greidanus & Everall, 2010)

REKOMENDASI KEBIJAKAN
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5.  Sistem Peringatan Dini
a. Algoritma untuk mendeteksi pola perilaku berisiko (Biernesser et al., 2020)
b. Notifikasi otomatis ke konselor sekolah (Larsen et al., 2019)
c. Opsi permintaan bantuan langsung melalui aplikasi (Torous et al., 2019)

6.  Integrasi dengan Kurikulum Sekolah
a. Modul kesehatan mental digital terintegrasi dalam jadwal pelajaran (Weare & 

Nind, 2011)
b. Tugas dan proyek yang menggabungkan pembelajaran offline dan online (Arjadi 

et al., 2015)
c. Penilaian berbasis portofolio digital (Fazel et al., 2022)

7.  Keterlibatan Orang Tua
a. Portal orang tua dengan akses terbatas (Subrahmanyam & Greenfield, 2008)
b. Sumber daya edukasi untuk orang tua (Breitenstein et al., 2014)
c. Sistem notifikasi untuk masalah serius (Yap et al., 2018)

8.  Dukungan Peer-to-Peer
a. Sistem mentoring sebaya virtual (Ali et al., 2015)
b. Grup dukungan online yang dimoderasi (Naslund et al., 2016)
c. Fitur "buddy system" untuk saling mendukung (Kaplan et al., 2011)

Langkah implementasi kebijakan ini dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
I.   Pembentukan tim pengembang multidisiplin

a. Membentuk tim yang terdiri dari ahli kesehatan mental, pendidik, pengembang 
teknologi, desainer UX/UI, dan ahli kebijakan publik.

b. Melakukan analisis kebutuhan dan studi literatur terkait intervensi kesehatan 
mental berbasis teknologi untuk remaja.

c. Menyusun kerangka kerja dan rencana proyek yang detail, termasuk timeline, 
anggaran, dan indikator keberhasilan.

II.  Pengembangan aplikasi dan konten
a. Merancang arsitektur sistem dan database yang aman dan sesuai dengan 

regulasi perlindungan data.
b. Mengembangkan prototipe aplikasi mobile dan platform web dengan fitur-fitur 

utama.
c. Menyusun konten edukasi kesehatan mental yang sesuai dengan kurikulum 

dan budaya Indonesia.
d. Mengintegrasikan algoritma AI untuk skrining kesehatan mental dan sistem 

peringatan dini.
e. Melakukan pengujian internal dan perbaikan bug.

III.   Pelatihan untuk guru dan staf sekolah
a. Menyusun modul pelatihan komprehensif tentang penggunaan platform dan 

penanganan masalah kesehatan mental remaja.
b. Menyelenggarakan workshop intensif untuk guru BK, wali kelas, dan pimpinan 

sekolah.
c. Menyediakan sumber daya online dan helpdesk untuk dukungan berkelanjutan.
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IV.  Pilot project di 10 sekolah terpilih
a. Memilih 10 sekolah yang representatif dari berbagai latar belakang geografis dan 

sosio-ekonomi.
b. Melakukan sosialisasi program kepada siswa, orang tua, dan komunitas sekolah.
c. Mengimplementasikan platform secara bertahap, dimulai dengan fitur-fitur dasar.
d. Mengumpulkan data penggunaan dan umpan balik dari pengguna secara real-

time.
V.   Evaluasi dan penyesuaian

a. Melakukan analisis mendalam terhadap data kuantitatif dan kualitatif dari pilot 
project.

b. Mengidentifikasi keberhasilan, tantangan, dan area yang perlu perbaikan.
c. Melakukan focus group discussion dengan siswa, guru, dan orang tua untuk 

mendapatkan insight lebih lanjut.
d. Merevisi dan mengoptimalkan platform berdasarkan temuan evaluasi.
e. Menyusun laporan komprehensif dan rekomendasi untuk implementasi skala 

besar.
VI.   Implementasi bertahap di seluruh sekolah menengah

a. Menyusun rencana implementasi nasional dengan timeline yang realistis.
b. Melakukan kampanye awareness di tingkat nasional tentang pentingnya 

kesehatan mental remaja.
c. Mengintegrasikan "Ruang Kesejahteraan Digital" ke dalam kurikulum nasional 

secara resmi.
d. Meluncurkan platform secara bertahap, dimulai dari kota-kota besar kemudian 

merambah ke daerah.
e. Menyediakan dukungan teknis dan pelatihan berkelanjutan untuk sekolah-

sekolah baru.
f. Membangun sistem monitoring dan evaluasi jangka panjang untuk memastikan 

keberlanjutan dan efektivitas program.
VII.  Pengembangan berkelanjutan dan perluasan program

a. Membentuk tim riset dan pengembangan untuk terus meningkatkan fitur dan 
konten platform.

b. Mengeksplorasi kemitraan dengan organisasi kesehatan mental, universitas, dan 
sektor swasta untuk memperkaya sumber daya.

c. Mengembangkan modul tambahan untuk kebutuhan spesifik, seperti pencegahan 
bunuh diri atau penanganan kecemasan ujian.

d. Melakukan studi longitudinal untuk mengukur dampak jangka panjang program 
terhadap kesehatan mental remaja Indonesia.

VIII.   Advokasi kebijakan dan penyebarluasan model
a. Mempresentasikan hasil dan pembelajaran dari program ke pembuat kebijakan 

di tingkat nasional dan internasional.
b. Menyusun white paper dan publikasi ilmiah untuk menyebarluaskan model 

"Ruang Kesejahteraan Digital".
c. Berpartisipasi dalam forum internasional untuk berbagi pengalaman dan 

mempromosikan Indonesia sebagai pionir dalam intervensi kesehatan mental 
digital untuk remaja di negara berkembang.
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"Ruang Kesejahteraan Digital" menawarkan solusi inovatif dan komprehensif untuk 
mengatasi masalah kesehatan mental remaja di Indonesia. Dengan memanfaatkan teknologi 
dan integrasi dengan sistem pendidikan, program ini berpotensi meningkatkan literasi 
kesehatan mental, akses terhadap dukungan, dan deteksi dini masalah kesehatan mental di 
kalangan remaja Indonesia. Implementasi program ini sejalan dengan rekomendasi WHO 
untuk memanfaatkan teknologi digital dalam promosi kesehatan mental remaja (WHO, 
2021) dan dapat menjadi model untuk negara-negara berkembang lainnya dalam mengatasi 
tantangan kesehatan mental remaja.
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Policy brief ini mengidentifikasi poin-poin dalam kebijakan stratkom yang memerlukan 
penekanan dan peningkatan berdasarkan data SKI 2023 untuk mengubah perilaku 
masyarakat dalam penurunan stunting. Temuan menunjukkan bahwa 69,4% masyarakat 
mengetahui tentang stunting, mayoritas mengetahui dari media massa. Terdapat 25,1% masih 
menganggap stunting disebabkan oleh faktor keturunan. Dampak stunting yang banyak 
diketahui mencakup hambatan pertumbuhan fisik dan penurunan kecerdasan, namun hanya 
sedikit yang memahami dampak jangka panjang seperti risiko Penyakit Tidak Menular 
(PTM) dan produktivitas rendah. Mayoritas masyarakat mengetahui pencegahan stunting 
setelah anak lahir, sementara upaya sejak masa kehamilan belum dipahami di masyarakat 
secara luas. Sebanyak 39,1% baduta memiliki pola makan tidak beragam, 60,3%. Minimum 
Acceptable Diet (MAD) tidak sesuai rekomendasi, dan 21% kekurangan asupan protein 
hewani. Anak usia 3-4 tahun sering mengonsumsi makanan berisiko (frekuensi ≥1 kali/hari, 
1-6 kali/bulan). Oleh karena itu, diperlukan peningkatan stratkom dengan mengelola media 
massa secara lebih efektif oleh dinas kesehatan provinsi ataupun kabupaten/kota, termasuk 
menggandeng influencer di media sosial untuk menyebarkan informasi yang tepat. Selain 
itu, edukasi pencegahan stunting sejak masa kehamilan perlu ditingkatkan, dengan 
materi khusus untuk calon pengantin. Menyediakan hotline gizi melalui puskesmas untuk 
mendukung pendidikan gizi di sekolah, memberdayakan guru sekolah dalam pendidikan 
gizi, mendukung program kantin sehat dan distribusi Tablet Tambah Darah (TTD)  serta 
pembatasan iklan makanan dan minuman tidak sehat. Diharapkan implementasi kebijakan 
ini dapat signifikan mengurangi prevalensi stunting di Indonesia.

Peningkatan Strategi Komunikasi 
Sebagai Upaya Perubahan Prilaku 
Masyarakat Untuk Penurunan Stunting
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Stunting merupakan sebuah masalah kurang gizi kronis yang menyebabkan kondisi 
gagal tumbuh pada anak akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu yang lama serta 
terjadinya infeksi berulang terutama pada 1000 Hari Pertama. Kehidupan anak dan ditandai 
dengan hasil nilai Z Score TB/U ≤ -2SD. Stunting menjadi masalah kesehatan masyarakat 
yang serius karena dampak jangka panjangnya terhadap pembangunan dan masa depan 
bangsa (Pratama et al., 2022). Menurut data SKI tahun 2023 menunjukkan bahwa di Indonesia 
angka stunting pada anak 0-59 bulan yaitu sebanyak 21,5% angka stunting tertinggi berada 
di Papua tengah yaitu sebnyak 39,4% dan terendah berada di Bali yaitu sebanyak 7,2%. 
Selain itu berdasarkan data SKI tahun 2023 juga menunjukkan bahwa 69,4% masyarakat 
mengetahui tentang stunting dan mayoritas mendapatkan informasi dari media massa serta 
terdapat 25,1% masyarakat yang memahami stunting disebabkan oleh penyakit keturunan 
(Kemenkes., 2023).

Stunting jika tidak ditanggulangi dengan baik maka akan berdampak pada anak. 
Dampak jangka pendek akan menyebabkan anak memiliki tinggi badan yang lebih rendah 
dibanding anak seusianya, menurunkan daya tahan tubuh anak sehingga mudah terserang 
penyakit, kecerdasan anak dibawah rata-rata, sedangkan pada jangka panjang akan lebih 
beresiko menderita penyakit diabetes, jantung, stroke dan kanker serta akan beresiko pada 
produktivitas dan ekonomi (Dea Ayu Fitria, 2023). Dampak yang banyak diketahui oleh 
masyarakat yaitu pertumbuhan fisik terhambat dan tingkat kecerdasan yang berkurang, 
namun hanya sebagian kecil yang memahami stunting berdampak jangka panjang seperti 
risiko penyakit tidak menular dan produktivitas yang rendah. Mayoritas masyarakat hanya 
mengetahui pencegahan stunting setelah anak lahir dan belum banyak yang mengetahui 
pencegahan sebaiknya dilakukan semenjak masa kehamilan (Kemenkes., 2023) (Sandjojo, 
2017).

Terdapat berbagai macam cara pencegahan stunting salah satunya yaitu dengan 
strategi komunikasi yang tepat, efektif dan efisien sebagai upaya peningkatan pengetahuan 
dan perubahan prilaku pada masyarakat sehingga angka  stunting  dapat  menurun.  Oleh 
karena itu, policy brief ini bertujuan untuk mengidentifikasi poin-poin dalam kebijakan 
stratkom  yang memerlukan penekanan dan peningkatan berdasarkan data SKI 2023 untuk 
mengubah perilaku masyarakat dalam penurunan stunting.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan 
Stunting menyebutkan bahwa dalam rangka penurunan stunting ditetapkan strategi nasional 
untuk mencegah dan menanggulangi permasalahan stunting. Menurut data SKI tahun 
2023 menunjukkan bahwa 69,4% masyarakat mengetahui tentang stunting dan mayoritas 
mendapatkan informasi dari media massa yaitu sebanyak 45,7%, pengetahuan anak tentang 
stunting hanya 64,2%, anemia pada ibu hamil sebanyak 27,7%, sebanyak 39,1% baduta 
memiliki pola makan yang tidak beragam, sebanyak 60,3% Minimum Acceptable Diet (MAD) 
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tidak sesuai rekomendasi, dan 21% kekurangan asupan protein hewani. Anak usia 3-4 tahun 
mengonsumsi makanan berisiko dengan frekuensi tinggi (>=1kali/hari dan 1-6kali/bulan). 
Salah satu penyebab terjadinya permasalahan tersebut adalah kurangnya pengetahuan 
dan informasi yang benar terkait gizi, permasalahan tersebut dapat ditanggulangi dengan 
peningkatan strategi komunikasi. Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan 
pemberdayaan masyarakat juga merupakan salah satu pilar dalam Strategi Nasional 
Percepatan Penurunan Stunting.

Rekomendasi kebijakan ini bertujuan agar implementasi strategi nasional dalam 
percepatan penurunan stunting dapat berhasil dengan baik terutama pada poin peningkatan/
penekanan strategi komunikasi. Peningkatan strategi komunikasi diharapkan dapat 
mendalami pemahaman masyarakat dan memperbaiki perilaku gizi dengan menggencarkan 
edukasi oleh tenaga kesehatan baik dalam komunitas maupun media massa agar masyarakat 
dapat membedakan informasi kesehatan yang akurat dari media massa yang menekankan 
pentingnya pencegahan stunting sejak awal kehamilan. Rekomendasi kebijakan tersebut 
yaitu:

1. Pengelolaan media massa dari dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota yang 
disesuaikan dengan kebutuhan wilayahnya.

Menurut data SKI mayoritas masyarakat mendapatkan informasi dari media 
massa yaitu sebanyak 45,7%, hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh dinas 
kesehatan provinsi maupun kota untuk lebih  gencar memberikan informasi gizi 
yang valid serta klarifikasi mengenai informasi-informasi tidak benar yang beredar. 
Dinas kesehatan juga dapat menggandeng influencer di media sosial agar informasi 
yang tepat dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas lagi. Pemberdayaan 
media massa secara optimal diharapkan dapat menjangkau banyak orang untuk 
mendapatkan informasi yang benar dan meningkatkan pengetahuan masyarakat 
(Sukmawati et al., 2022). Tinjauan terhadap  promosi kesehatan menggunakan 
media massa terbukti meningkatkan pengetahuan secara efektif (Ufthoni et al., 
2022).

2. Edukasi pencegahan stunting pada catin

Salah satu penyebab stunting juga dikarenakan kebanyakan orang hanya 
mengetahui bahwa stunting dapat dicegah setelah anak lahir. Padahal stunting 
dapat dicegah dari perbaikan gizi remaja dan ibu hamil. Anemia merupakan salah 
satu faktor penyebab anak  stunting. Menurut data SKI tahun 2023 anemia pada 
ibu hamil sebanyak 27,7%, hal tersebut dapat ditanggulangi dengan memberikan 
pendidikan gizi pada calon pengantin mengenai stunting, dampaknya, serta cara 
pencegahannya. Diharapkan dengan pendidikan gizi pada calon pengantin, tidak 
hanya calon ibu saja yang akan lebih sadar dan peduli terhadap stunting tetapi calon 
ayah juga, sehingga kerjasama antara suami istri diharapkan dapat mengurangi 
resiko terjadinya stunting dengan memastikan bahwa calon ibu dan ibu hamil 
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mengonsumsi makanan bergizi, pola hidup yang sehat serta mengonsumsi tablet 
tambah darah ketika hamil setidaknya 90 kali.

3. Menyediakan hotline gizi melalui puskesmas untuk mendukung pendidikan gizi di 
sekolah.

Rendahnya pengetahuan anak terhadap gizi dapat ditanggulangi dengan 
adanya hotline gizi. Hotline gizi dapat memudahkan petugas gizi dalam 
memberikan informasi maupun regulasi terkait gizi kepada siswa dan guru 
disekolah, petugas gizi juga dapat menjadwalkan edukasi gizi misalkan 3x 
seminggu untuk memberikan informasi gizi tersebut. Selain itu siswa dan guru juga 
dapat mengakses hotline gizi tersebut kapanpun mereka mau, sehingga informasi 
gizi tersebut tidak akan hilang dan dapat diakses dengan fleksible sesuai dengan 
kebutuhan ataupun permasalahan yang mereka alami. Sistem hotline ini berbasis 
AI.

4. Memberdayakan guru sekolah dalam pendidikan gizi, mendukung program kantin 
sehat dan distribusi TTD.

Mayoritas masyarakat hanya mengetahui pencegahan stunting setelah anak 
lahir dan belum banyak yang mengetahui pencegahan sebaiknya dilakukan sebelum 
masa kehamilan (Kemenkes., 2023). Anemia pada remaja putri yang tidak ditangani 
dengan baik juga akan menyebabkan anemia pada kehamilan yang kemudian akan 
berdampak pada anak yang stunting (Agustiningsasi et al., 2017). Oleh karena itu 
petugas gizi dapat bekerjasama dengan guru-guru disekolah agar dapat membantu 
mengawasi murid-murid tersebut untuk mengonsumsi makanan dan minuman 
sehat dengan menyediakan kantin sehat disekolah, membantu distribusi TTD pada 
remaja putri dan memastikan mereka meminumnya. Selain itu guru juga dapat 
sebagai perantara antara petugas gizi dan siswa untuk memberikan informasi 
terkait gizi. Penanggulangan anemia pada remaja putri dipercaya dapat mencegah 
terjadinya stunting (Ningtyias et al., 2020).

5. Pembatasan iklan makanan dan minuman tidak sehat.

Iklan-iklan makanan dan minuman ultra process food (UPF), tinggi gula dan 
garam harus dibatasi, hal tersebut dikarenakan dengan banyaknya iklan-iklan 
tersebut membuat anak-anak tertarik dan penasaran untuk mencoba, paparan iklan 
makanan tidak sehat terbukti meningkatkan keinginan dan konsumsi makanan 
yang diiklankan (Tsochantaridou et al., 2023). Berdasarkan data SKI sebanyak 39,1% 
baduta memiliki  pola makan yang tidak beragam, sebanyak 60,3% Minimum 
Acceptable Diet (MAD) tidak sesuai rekomendasi, sebanyak 21% kekurangan asupan 
protein hewani dan anak usia 3-4 tahun mengonsumsi makanan berisiko dengan 
frekuensi tinggi (Kemenkes., 2023). Iklan makanan dan minuman yang dilihat anak 
dapat mempengaruhi presepsi makan sehingga berdampak pada pola konsumsi 
anak yang tidak sehat (Wahyuniar & Karyadi, 2020). Selain itu ibu yang memiliki 
pengetahuan  gizi kurang akan mewajarkan anak-anaknya mengonsumsi makanan 
dan minuman tidak sehat tanpa batasan. Tinjauan terhadap peraturan  pemasaran 
makanan menunjukkan bahwa kebijakan membatasi iklan produk tinggi GGL 
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efektif mengurangi pembelian dan paparan produk tersebut (Alfraidi et al., 2023). 
Pembatasan iklan tersebut diharapkan dapat mengurangi konsumsi makanan dan 
minuman UPF, tinggi gula dan tinggi garam pada anak-anak.

Diharapkan implementasi kebijakan strategi komunikasi ini dapat meningkatkan 
pengetahuan dan perubahan prilaku gizi masyarakat sehingga dapat mengurangi 
prevalensi stunting secara signifikan di Indonesia.
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Skrining calon pengantin (catin) merupakan upaya untuk mencegah penularan dan 
mereduksi risiko keturunan terhadap penyakit di masa yang akan datang. Skrining catin pada 
perempuan menjadi penting untuk mendukung keberhasilan kehamilan hingga mencegah 
penyakit turunan, serta berkontribusi pada generasi penerus yang sehat, penurunan Angka 
Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), dan eliminasi stunting di masa yang 
akan datang. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023, perempuan masih 
menderita penyakit menular dan tidak menular. Misalnya, 2% menderita Diabetus Melitus 
(DM), 10,5% menderita hipertensi, 0,22% menderita TB dan 0,13% menderita hepatitis. Pada 
ibu hamil, 28% menderita anemia, dan presentasi OHA berdasarkan risiko, sebesar 16% 
merupakan ibu hamil (SIHA, 2023). Di Indonesia, terjadi peningkatan kasus talasemia yang 
terus-menerus dan pada tahun 2021, penyandang talasemia di Indonesia mencapai 10.973 
kasus (Kemenkes, 2021). Pemerintah Indonesia mempersiapkan kebijakan memperluas 
skrining catin ke seluruh wilayah Indonesia, sehingga diperlukan perhitungan kebutuhan 
anggaran dan potensi penghematan jika kebijakan tersebut terimplementasi. Kajian ini 
bertujuan untuk mendorong evaluasi dampak ekonomi dan kesehatan skrining catin dan 
potensi penghematan terhadap penurunan penyakit. Metode yang digunakan berupa kajian 
pustaka dan analisis data sekunder. Biaya skrining catin dibuat menjadi tiga skenario 
dan dua asumsi yang disesuaikan berdasarkan jumlah pemeriksaan yang diusulkan dalam 
paket manfaat skrining antara lain pemeriksaan antropometri, fisik, dan jiwa, pemeriksaan 
hemoglobin (HB), HIV dan sifilis, hepatitis B, DM, TB, hipertensi, dan talasemia. Biaya skrining 
sampai tahun 2025-2030 didapatkan Rp154 miliar hingga Rp 1,4 triliun, tergantung skenario 
dan asumsi yang dipilih. Pemerintah Indonesia dapat mempertimbangkan alokasi anggaran 

Potensi Penghematan Biaya 
Skrining Calon Pengantin Terhadap 
Penurunan Penyakit
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untuk implementasi skrining catin berdasarkan skenario dan asumsi yang dipilih untuk 
melihat dampaknya terhadap penurunan risiko penularan penyakit dan penghematan 
biaya.

Berdasarkan ringkasan kerja pemerintah tahun 2024, target angka kematian ibu (AKI) 
(183 per 100 ribu kelahiran hidup) dan angka kematian bayi (AKB) (16 per kelahiran hidup). 
Secara nasional AKI 189 per 100.000 kelahiran hidup dan AKB 17 per 1000 kelahiran 
hidup. Prevalensi stunting juga masih tinggi, yaitu 21,5% tahun 2023 dan belum memenuhi 
target Rancangan Pembangunan Jangka Menengah di tahun 2024, yaitu 14% (Bappenas, 
2024).  Calon pengantin (catin) merupakan kelompok masyarakat yang penting yang akan 
melahirkan generasi mendatang. Skrining catin terutama pada perempuan menjadi penting 
untuk mendukung keberhasilan kehamilan hingga mencegah penyakit turunan, serta 
berkontribusi pada generasi penerus yang sehat, penurunan AKI dan AKB, dan eliminasi 
stunting di masa yang akan datang.

Berdasarkan data SKI 2023, perempuan menderita penyakit menular dan tidak 
menular. Misalnya, 2% menderita Diabetus Melitus (DM), 10,5% menderita hipertensi, 0,22% 
menderita TB dan 0,13% menderita hepatitis. Pada ibu hamil, 28% menderita anemia, dan 
presentasi OHA berdasarkan risiko, sebesar 16% merupakan ibu hamil (SIHA, 2023). Di 
Indonesia, terjadi peningkatan kasus talasemia yang terus-menerus dan pada tahun 2021, 
penyandang talasemia di Indonesia mencapai 10.973 kasus (Kemenkes, 2021). Bukti ini 
menunjukan bahwa adanya risiko penyakit turunan yang dapat ditularkan melalui kehamilan 
dan kelahiran, yang akhirnya berdampak pada kematian ibu dan bayi, serta risiko stunting. 
Skrining catin diperkirakan dapat mereduksi  prevalensi keturunan dengan penyakit berisiko 
seperti talasemia dan hemoglobinopati sebesar 50,4% - 65% (Saffi & Howard, 2015; Rouh 
AlDeen et al., 2021).

Layanan skrining untuk masyarakat umum dalam skema Jaminan Kesehatan Nasional 
(JKN) mencakup 14 jenis penyakit menular dan tidak menular, namun, dilakukan untuk 
peserta JKN yang berisiko (Kemenkes, 2023). Di Indonesia, hanya Provinsi DKI Jakarta 
merupakan satu-satunya provinsi yang telah melaksanakan skrining catin sejak tahun 2017 
sesuai dengan skema JKN, dengan sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) (Sekretariat Provinsi DKI Jakarta, 2017).

Pemerintah Indonesia melalui Kementrian Kesehatan (Kemenkes) sedang 
mempersiapkan kebijakan memperluas skrining catin ke seluruh wilayah Indonesia, 
sehingga diperlukan perhitungan kebutuhan anggaran dan potensi penghematan jika 
kebijakan tersebut terimplementasi. Lembar kebijakan ini bertujuan untuk menghitung 
satuan biaya berdasarkan skenario komponen pemeriksaan yang akan di jamin, serta 
potensi penghematan terhadap penurunan penyakit apabila kebijakan ini di implementasi 
di tingkat nasional.
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Menggunakan kajian pustaka perhitungan tarif JKN tahun 2021-2022, dan data 
sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan adalah: 1) BPS 2018-2023 dan proporsi 
pernikahan  yang  terdaftar  di  Kementerian  Agama  tahun 2023 untuk proyeksi target 
catin 2025-2030; 2) SKI 2023 untuk prevalensi penyakit menular dan tidak menular pada 
di wanita usia produktif 15-54 tahun; 3) E-Katalog LKPP 2024 untuk estimasi biaya satuan 
kit pemeriksaan HB, DM, HIV dan Sifilis, dan Talasemia. Untuk memproyeksikan inflasi dan 
jumlah target catin 2025-2030 menggunakan tes statistik deskriptif dan regresi linier.

Ada 2 (dua) asumsi yang digunakan dalam analisa perhitungan ini:

1. Tanpa melihat status kepemilikan asuransi kesehatan, baik peserta JKN maupun 
tidak.

2. Melihat status kepersertaan JKN yaitu 70% target catin adalah peserta JKN yang 
terdaftar di Puskesmas. Besaran persentase ditentukan berdasarkan konsensus 
dengan Direktorat Usia Produktif dan Lanjut Usia (UPL), Kemenkes.

Skenario perhitungan satuan biaya catin berdasarkan biaya komponen admisi dan 
pemeriksaan fisik (antropometri, tensi), jiwa (berdasarkan kuesioner yang dikembangkan 
Kemenkes, penyakit menular (HIV, sifilis, hepatitis B dan TB), penyakit tidak menular (anemia, 
DM, hipertensi dan talasemia) yang akan di jamin, yaitu:

1. Skenario 1, paket minimal: biaya admisi, pemeriksaan fisik dan jiwa; dan 
pemeriksaan HB.

2. Skenario 2, paket moderate: skenario 1 ditambah pemeriksaan HIV, sifilis, hepatitis 
B, TB, DM, dan hipertensi.

3. Skenario 3, paket komprehensif: Skenario 2 ditambah pemeriksaan talasemia

Grafik 1 menunjukan estimasi target catin secara nasional (diluar provinsi DKI Jakarta1) 
tahun 2025 yaitu sebanyak 3.552.719 orang dan menurun menjadi 2.959.315 orang pada 
tahun 2030. Dari target nasional dirinci berdasarkan eligible komponen pemeriksaan untuk 
masing-masing skenario yang diusulkan. Contoh, pemeriksaan HB dan DM hanya pada 
catin perempuan proporsi 50% dari target catin nasional. Pada pemeriksaan HIV, Sifilis, 
dan Hepatitis B, target catin nasional dikurangi populasi kunci sebesar 2% (Kemenkes, 
2024, Sistem Informasi HIV/AIDS). Sedangkan, pemeriksaan talasemia target catin nasional 
dikurang 5% (BKPK Kemenkes, 2023).

1 
Provinsi DKI Jakarta tidak dimasukan karena telah melakukan program skrining dari tahun 2019 menggunakan dana APBD
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Gambar 1. Proyeksi Populasi Catin di Indonesia 2025-2030

No Jenis Skenario Komponen Skrining Estimasi Biaya Satuan 
Tahun 2025 (Rupiah) Sumber Data

1
1 (Paket Minimal)

Admisi, Antropometri, pemeriksaan 
fisik, dan jiwa 7.576, - Studi Nadjib et al (2022)

Pemeriksaan Hb 11.416, - Data Pusjak PDK Kemenkes (2022)

Biaya per catin 18.992, -

2

2 (Paket 
Moderate)

Admisi, Antropometri, pemeriksaan 
fisik, dan jiwa 7.576, - Studi Nadjib et al (2022)

Pemeriksaan Hb 11.416, - Data Pusjak PDK, Kemenkes

Pemeriksaan DM 2.636, - E-Katalog LKPP (2024)

Pemeriksaan HepB (kit) 8.798, - E-Katalog LKPP (2024)

Pemeriksaan HIV dan Sifilis (2 in 1 kit) 20.493, - E-Katalog LKPP (2024)

Biaya per catin 50.918, -

3

3 (Paket 
Komprehensif)

Admisi, Antropometri, pemeriksaan 
fisik, dan jiwa 7.576, - Studi Nadjib et al (2022)

Pemeriksaan DM 2.636, - E-Katalog LKPP (2024)

Pemeriksaan HIV dan Sifilis (2 in 1 kit) 20.493, - E-Katalog LKPP (2024)

Pemeriksaan Hepatitis B 8.798, - E-Katalog LKPP (2024)

Skrining Talasemia (Hb, MCH, MCV) 41.400, - Data Pusjak PDK Kemenkes (2022)

Biaya per catin 80.902, -

Tabel 1. Estimasi Biaya Satuan Skrining Catin berdasarkan Jenis Skenario
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Tabel 1 menunjukkan hasil estimasi biaya satuan skrining calon pengantin (catin) 
berdasarkan jenis skenario. Dengan menyesuaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari BPS, 
estimasi biaya skrining per catin pada tahun 2025 diperkirakan sebesar Rp18.992 untuk 
Skenario 1, Rp50.918 untuk Skenario 2, dan Rp80.902 untuk Skenario 3.

Kebutuhan biaya skrining pada tahun 2025-2030 diperkirakan sebesar Rp243,5 miliar 
untuk Skenario 1, Rp791,8 miliar untuk Skenario 2,  dan Rp1,4 triliun untuk Skenario 3. 
Sementara itu, berdasarkan Asumsi 2, kebutuhan dana per skenario untuk tahun 2025-2030 
diperkirakan mencapai Rp154,1 miliar untuk Skenario 1, Rp702,4 miliar untuk Skenario 2, 
dan Rp1,3 triliun untuk Skenario 3. Jika dibandingkan dengan beban klaim JKN selama satu 
tahun pada 2021, untuk beberapa penyakit yang diidentifikasi dalam perhitungan, beban 
klaim mencapai Rp151 miliar untuk hipertensi, Rp175 miliar untuk diabetes mellitus, dan 
Rp1,1 miliar untuk HIV (DJSN, 2023) (Tabel 2). Rincian masing-masing skenario dan proyeksi 
perhitungan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dapat dilihat di file lampiran.

Asumsi Skenario
Target Catin (juta) Biaya (miliar)

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Total

1

1 (Paket 
Minimal)

3,35 3,25 3,15 3,05 2,96 2,87 44,4 44,6 44,8 44,9 45,2 45,3 243,5

2 (Paket 
Moderate)

3,35 3,25 3,15 3,05 2,96 2,87 143,5 144,1 144,6 145,2 145,8 146,4 791,8

3 (Paket 
Komprehensif)

3,35 3,25 3,15 3,05 2,96 2,87 256,0 257,0 258,0 259,1 260,1 261,1 1424,5

2

1 (Paket 
Minimal)

1,00 0,97 0,94 0,92 0,89 0,86 26,7 26,8 26,9 27,0 27,1 27,2 154,1

2 (Paket 
Moderate)

1,00 0,97 0,94 0,92 0,89 0,86 125,8 126,3 126,8 127,3 127,8 128,3 702,4

3 (Paket 
Komprehensif)

1,00 0,97 0,94 0,92 0,89 0,86 238,3 239,2 240,2 241,1 242,1 243,0 1335,1

Tabel 2. Kebutuhan Biaya Skrining Berdasarkan Asumsi dan Skenario

Tergantung pada asumsi dan skenario yang dipilih, pemerintah dapat mengalokasikan 
anggaran sekitar Rp243,5 miliar hingga Rp1,4 triliun untuk asumsi 1 dan anggaran sekitar 
Rp154,1 miliar hingga Rp1,3 triliun  untuk asumsi 2 pada periode 2025-2030. Jika program 
perluasan cakupan skrining pada catin dapat dilaksanakan sesuai dengan asumsi dan 
skenario yang dipilih, beban JKN dapat berkurang dalam jangka panjang, yang pada 
akhirnya akan menghasilkan penghematan dana jaminan sosial. Kedepannya, pemerintah 
dapat memantau utilisasi dari pelaksanaan skrining yang dipilih untuk melihat dampaknya 
terhadap penurunan risiko penularan penyakit dan penghematan biaya.



K U M P U L A N  P O L I C Y  B R I E F  S I  B I J A K S  A W A R D S  2 0 2 4150

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2024). Ringkasan Kerja Pemerintah Tahun 2004. Jakarta: 
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan 
Nasional.

Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik Indonesia 2023. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2024). Perkembangan Indeks Harga Konsumen Desember 2023. Jakarta: 
Badan Pusat Statistik

Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan. (2023).

Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023. Jakarta: Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.

Dewan Jaminan Sosial Nasional. (2024). Pembayaran. https://sismonev.djsn.go.id/pembayaran/ 

Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 
(2024). Sistem informasi HIV/AIDS 2024. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Kementerian Kesehatan. (2023). Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan 
Kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan. Jakarta: Kementerian Kesehatan.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). Keputusan Menteri Kesehatan Republik 
Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan 
Kesehatan Primer. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2024). Katalog Elektronik V.5.0. https://e-
katalog.lkpp.go.id/

Nadjib, M., et al. (2022). Cost and affordability of scaling up tuberculosis diagnosis using Xpert MTB/
RIF testing in West Java, Indonesia. PLOS ONE, 17(3), e0264912. https://doi.org/10.1371/journal.
pone.0264912

Rouh AlDeen, N., et al. (2021). The prevalence of β-thalassemia and other hemoglobinopathies in 
Kuwaiti premarital screening program: An 11-year experience. Journal of Personalized Medicine, 
11(10), 980.

Saffi, M., & Howard, N. (2015). Exploring the effectiveness of mandatory premarital screening and 
genetic counselling programmes for β-thalassaemia in the Middle East: a scoping review. Public 
Health Genomics, 18(4), 193-203.

Sekretariat Provinsi DKI Jakarta. (2017). Peraturan Gubernur Nomor 185 Tahun 2017 tentang 
Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin. Jakarta: Sekretariat Provinsi DKI 
Jakarta.

REFERENSI



K U M P U L A N  P O L I C Y  B R I E F  S I  B I J A K S  A W A R D S  2 0 2 4 151

Dini Kurniawati

Mutia Astrini Pratiwi

Iko Safika

• Dini Kurniawati, SKM, CHIA adalah Data Management and 
Analysis untuk Thinkwell LLC pada proyek USAID Health 
Financing Activity (HFA). Dini telah bekerja di bidang monitoring 
dan evaluasi (M&E) dan sebagai data analis selama 10 tahun. 
Pekerjaan Dini saat ini termasuk mendukung Pemerintah 
Indonesia melalui Kementerian Kesehatan dalam menghasilkan 
kebijakan berbasis bukti untuk memastikan keberlanjutan 
kesehatan nasional. Dini memperoleh gelar sarjana di bidang 
Biostatistika, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas 
Indonesia, dan saat ini sedang menempuh pendidikan master 
di bidang dan universitas yang sama. Dini telah mendapat 
sertifikasi Certified Health Insurance Associate (CHIA) dari 
Perkumpulan Ahli Manajemen Jaminan dan Asuransi Kesehatan 
Indonesia (PAMJAKI).

• Mutia Astrini Pratiwi, MPA adalah Health Financing Data Analyst 
untuk Thinkwell LLC pada proyek USAID Health Financing 
Activity (HFA). Mutia telah bekerja di bidang pembiayaan 
kesehatan di Indonesia selama lebih dari 4 tahun. Pekerjaan 
Mutia saat ini termasuk mendukung Pemerintah Indonesia 
melalui Kementerian Kesehatan dalam menghasilkan kebijakan 
berbasis bukti untuk memastikan keberlanjutan asuransi 
kesehatan nasional. Mutia memperoleh gelar master di bidang 
kebijakan public dari London School of Economics and Political 
Science, UK dan gelar sarjana dalam manajemen keuangan dari 
Universitas Gadjah Mada dan Erasmus University Rotterdam, 
Belanda.

• Iko Safika, PhD adalah Monitoring, Evaluation, Research, 
Learning, dan Adaption (MERLA) Spesialist yang bekerja untuk 
Thinkwell LLC pada proyek USAID Health Financing Activity.  
Selama lebih dari 15 tahun, beliau telah memberikan bantuan 
teknis kepada pemerintah Indonesia dalam penelitian, M&E, 
dan perencanaan program di proyek kesehatan masyarakat 
yang dibiayai oleh internal donor. Beliau juga telah memiliki 
beberapa publikasi ilmiah untuk program prioritas Kesehatan 
Ibu dan Anak, dan HIV. Sebelum bekerja di USAID HFA, beliau 
menjadi narasumber “Rancang Policy Brief Sesuai Kebutuhan 
Sasaran” yang diselenggarakan oleh Sekertariat Badan 
Penelitian dan Pengembangan Kesehatan-Kementerian 
Kesehatan di Balai Besar Litbang Vektor dan Reservoir Salatiga. 



K U M P U L A N  P O L I C Y  B R I E F  S I  B I J A K S  A W A R D S  2 0 2 4152 K U M P U L A N  P O L I C Y  B R I E F  S I  B I J A K S  A W A R D S  2 0 2 4152

POLICY BRIEF SIBIJAKS AWARDS 2024

1.  MENGURANGI PENGGUNAAN ANTIMIKROBA TANPA RESEP 
DOKTER: STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK 
MENANGANI RESISTENSI ANTIMIKROBA DI INDONESIA

https://repository.
badankebijakan.kemkes.
go.id/id/eprint/5564/

https://repository.
badankebijakan.kemkes.
go.id/id/eprint/5562/

https://repository.
badankebijakan.kemkes.
go.id/id/eprint/5566/

https://repository.
badankebijakan.kemkes.
go.id/id/eprint/5565/

https://repository.
badankebijakan.kemkes.
go.id/id/eprint/5563/

https://repository.
badankebijakan.kemkes.
go.id/id/eprint/5567/

3.  NUTRISIONIS DESA (NUSA): OPTIMALISASI PERAN 
LULUSAN GIZI DALAM MEWUJUDKAN GENERASI 
BEBAS STUNTING

5. OPTIMALISASI MOBILE DENTAL CARE (DENTAL VAN): 
UPAYA PENINGKATAN AKSESIBILITAS PELAYANAN 
KESEHATAN GIGI DAN MULUT UNTUK MASYARAKAT 
KELOMPOK RENTAN DI INDONESIA

2.  GIZI OPTIMAL MENUJU GENERASI GEMILANG: 
STRATEGI PENGUATAN DAN PENAMBAHAN TENAGA 
GIZI DALAM MENGHAPUS STUNTING

4. PENINGKATAN SATUAN KREDIT PROFESI PENGABDIAN 
MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA REORIENTASI PELAYANAN 
KESEHATAN GIGI: ANALISIS PREDIKTOR MASALAH GIGI DAN 
MULUT DATA SURVEI KESEHATAN INDONESIA TAHUN 2023

6. MAU MENURUNKAN PREVALENSI STUNTING? 
PENGENDALIAN TEMBAKAU JAWABANNYA!

https://repository.badankebijakan.kemkes.go.id/id/eprint/5562/
https://repository.badankebijakan.kemkes.go.id/id/eprint/5563/
https://repository.badankebijakan.kemkes.go.id/id/eprint/5564/
https://repository.badankebijakan.kemkes.go.id/id/eprint/5565/
https://repository.badankebijakan.kemkes.go.id/id/eprint/5566/
https://repository.badankebijakan.kemkes.go.id/id/eprint/5567/


K U M P U L A N  P O L I C Y  B R I E F  S I  B I J A K S  A W A R D S  2 0 2 4 153K U M P U L A N  P O L I C Y  B R I E F  S I  B I J A K S  A W A R D S  2 0 2 4 153

POLICY BRIEF SIBIJAKS AWARDS 2024

https://repository.
badankebijakan.kemkes.
go.id/id/eprint/5570/

https://repository.
badankebijakan.kemkes.
go.id/id/eprint/5568/

https://repository.
badankebijakan.kemkes.
go.id/id/eprint/5572/

https://repository.
badankebijakan.kemkes.
go.id/id/eprint/5571/

https://repository.
badankebijakan.kemkes.
go.id/id/eprint/5569/

https://repository.
badankebijakan.kemkes.
go.id/id/eprint/5573/

7. PEMENUHAN SANITASI DAN KONSUMSI SERTA 
PENCEGAHAN INFEKSI MERUPAKAN KENISCAYAAN 
DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI 
INDONESIA

9. INTEGRASI LITERASI KESEHATAN PENYAKIT TIDAK 
MENULAR PADA ANAK USIA SEKOLAH: STRATEGI 
PENINGKATAN KESEHATAN DALAM KURIKULUM 
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

11. STRATEGI KOLABORATIF SEKTOR KESEHATAN DENGAN 
INDUSTRI MAKANAN MINUMAN UNTUK MENURUNKAN 
RISIKO HIPERTENSI DAN DIABETES DI INDONESIA

8. INTEGRASI PELAYANAN PALIATIF DALAM PROGRAM 
TUBERKULOSIS UNTUK MENDUKUNG TERCAPAINYA 
ELIMINASI TUBERKULOSIS TAHUN 2030

10. MENGELIMINASI TUMBUHKEMBANGNYA MAFIA 
PEROKOK DAN KONSUMSI TEMBAKAU  BAGI OKNUM 
PEJABAT PENGAMBIL KEBIJAKAN/PUBLIK FIGUR 
PADA ATR DI INSTANSI/LEMBAGA PEMERINTAHAN

12. PENINGKATAN KOLABORASI ANTAR PELAYANAN PUBLIK 
UNTUK MEMPERKUAT PEMERIKSAAN DAN DETEKSI DINI 
HIPERTENSI DAN DIABETES DI TINGKAT KOMUNITAS

https://repository.badankebijakan.kemkes.go.id/id/eprint/5568/
https://repository.badankebijakan.kemkes.go.id/id/eprint/5569/
https://repository.badankebijakan.kemkes.go.id/id/eprint/5570/
https://repository.badankebijakan.kemkes.go.id/id/eprint/5571/
https://repository.badankebijakan.kemkes.go.id/id/eprint/5572/
https://repository.badankebijakan.kemkes.go.id/id/eprint/5573/


K U M P U L A N  P O L I C Y  B R I E F  S I  B I J A K S  A W A R D S  2 0 2 4154 K U M P U L A N  P O L I C Y  B R I E F  S I  B I J A K S  A W A R D S  2 0 2 4154

POLICY BRIEF SIBIJAKS AWARDS 2024

13. KEBIJAKAN KEMENTERIAN KESEHATAN MENDORONG 
KERJASAMA DENGAN INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN 
DALAM MENGURANGI FAKTOR RESIKO PENYAKIT TIDAK 
MENULAR

15. STRATEGI IMPLEMENTASI PERCEPATAN INTERVENSI 
SPESIFIK PADA PENCEGAHAN STUNTING

17. PENGUATAN KEBIJAKAN PEMBERIAN TABLET TAMBAH 
DARAH DI INSTITUSI SEKOLAH UNTUK MENEKAN 
PREVALANSI STUNTING

14. PERAN PENTING INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN 
INSTAN DALAM PENANGGULANGAN RESIKO PTM 
DI INDONESIA

16. MENINGKATKAN DISTRIBUSI PMT UNTUK IBU HAMIL 
DENGAN KEK: STRATEGI MENURUNKAN STUNTING

18. MENENTUKAN PRIORITAS INTERVENSI PENCEGAHAN 
STUNTING

https://repository.
badankebijakan.kemkes.
go.id/id/eprint/5576/

https://repository.
badankebijakan.kemkes.
go.id/id/eprint/5574/

https://repository.
badankebijakan.kemkes.
go.id/id/eprint/5578/

https://repository.
badankebijakan.kemkes.
go.id/id/eprint/5577/

https://repository.
badankebijakan.kemkes.
go.id/id/eprint/5575/

https://repository.
badankebijakan.kemkes.
go.id/id/eprint/5579/

https://repository.badankebijakan.kemkes.go.id/id/eprint/5574/
https://repository.badankebijakan.kemkes.go.id/id/eprint/5575/
https://repository.badankebijakan.kemkes.go.id/id/eprint/5576/
https://repository.badankebijakan.kemkes.go.id/id/eprint/5577/
https://repository.badankebijakan.kemkes.go.id/id/eprint/5578/
https://repository.badankebijakan.kemkes.go.id/id/eprint/5579/


K U M P U L A N  P O L I C Y  B R I E F  S I  B I J A K S  A W A R D S  2 0 2 4 155K U M P U L A N  P O L I C Y  B R I E F  S I  B I J A K S  A W A R D S  2 0 2 4 155

POLICY BRIEF SIBIJAKS AWARDS 2024

19. RUANG KESEJAHTERAAN DIGITAL (DIGITAL WELLNESS 
SPACE): INOVASI TERINTEGRASI UNTUK MENGATASI 
DEPRESI PADA REMAJA INDONESIA

21. POTENSI PENGHEMATAN SKRINING CALON PENGANTIN 
TERHADAP PENURUNAN PENYAKIT

20. PENINGKATAN STRATKOM DALAM UPAYA 
PENURUNAN STUNTING

https://repository.
badankebijakan.kemkes.
go.id/id/eprint/5582/

https://repository.
badankebijakan.kemkes.
go.id/id/eprint/5580/

https://repository.
badankebijakan.kemkes.
go.id/id/eprint/5581/

https://repository.badankebijakan.kemkes.go.id/id/eprint/5580/
https://repository.badankebijakan.kemkes.go.id/id/eprint/5581/
https://repository.badankebijakan.kemkes.go.id/id/eprint/5582/


K U M P U L A N  P O L I C Y  B R I E F  S I  B I J A K S  A W A R D S  2 0 2 4156

POTRET KEGIATAN SIBIJAKS AWARDS 2024

Pemenang dan juri melakukan foto bersama Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Kesehatan, 
dan Kepala Badan Kebijakan Pembangunan

Menteri Kesehatan bersama dengan seluruh 
finalis dan juri SiBijaKs Awards 2024

Menteri Kesehatan memberikan arahan pada saat 
penganugerahaan pemenang SiBijaKs Awards 2024

Menteri Kesehatan menyerahkan piagam penghargaan kepada pemenang di Auditorium Siwabessy Kemenkes RI



K U M P U L A N  P O L I C Y  B R I E F  S I  B I J A K S  A W A R D S  2 0 2 4 157

Peserta menjelaskan isi poster Policy Brief yang dipamerkan kepada Menteri Kesehatan

POTRET KEGIATAN SIBIJAKS AWARDS 2024
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POTRET KEGIATAN SIBIJAKS AWARDS 2024

Finalis sedang memaparkan policy brief Si BijaKs Awards 2024



POTRET KEGIATAN SIBIJAKS AWARDS 2024

Finalis dan Juri melakukan foto bersama sebelum penilaian dilakukan, kegiatan penilaian dilaksanakan 
di hotel Wyndham casablaca 31 September 2024

Finalis sedang memaparkan policy brief di ruang penjurian

proses tanya jawab antara finalis dengan juri pada setelah dilakukan penilaian presentasi policy brief
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